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SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2025 terjadi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan, serta penyelarasan
asta cita kedalam perubahan rencana kerja pemerintah
daerah Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 paling lambat minggu ketiga bulan Mei;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025;
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Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

827);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 58);
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Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah

Perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan terdapat
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah perubahan
terhadap dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan terhadap
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

Perangkat Daerah.
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6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintah  Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Bab I :  Pendahuluan.

Bab Il : Evaluasi Triwulan I Tahun Berkenaan.

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI : Penutup.

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 memuat perubahan terhadap:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. rancangan keuangan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan.
(2) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan

Rencana Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 menjadi dasar penyusunan Rancangan P-KUA dan Rancangan P-
PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
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Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hary Setiawan, S.H., M.H.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025
disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan menjadi tahun pelaksanaan ketiga dari
dokumen perencanaan jangka menengah tersebut. Perubahan RKPD DIY Tahun
2025 masuk ke dalam tahun awal tahapan lima tahun pertama dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025 - 2045.
Penekanan pada tahun pertama ini terletak pada pengembangan sektor unggulan
daerah yang kreatif dan inovatif. Pemikiran-pemikiran baru didorong untuk
mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, ataupun produk sebagai solusi
permasalahan serta mampu memproses atau melakukan sesuatu untuk
memberikan nilai tambah dengan cara baru ataupun berbeda. Harapannya,
pembangunan daerah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah
termuat dalam RKPD yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. RKPD memuat panduan operasional untuk menjalankan
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan

perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Istimewa
Yogyakarta, maka perencanaan tingkat operasional pelaksanaan pembangunan ini
dilakukan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak
dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan
terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan
pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun 2024 melalui Peraturan
Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan
melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2024.
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Pada tataran Nasional, adanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode
2025-2029 yang disusul dengan pelantikan Kepala Daerah serentak se-Indonesia,
perlu adanya sinergi program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan program-
program strategis Kepala Daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam
Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S]
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Surat Edaran tersebut,
mengamanatkan Pemerintah Daerah DIY mengambil langkah-langkah percepatan
perubahan RKPD Tahun 2025 serta menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan
RKPD Tahun 2025.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi hingga pelaksanaan tahun 2025,
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu melakukan
Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan tersebut selaras dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
selama tahun menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
akan menjadi dasar dari penyusunan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)
Tahun 2025. Selanjutnya, dokumen P-KUA dan P-PPAS tersebut akan disepakati
dengan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi acuan dalam
Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

APBD) Tahun Anggaran 2025
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1.2 Tujuan

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD

Tahun Anggaran 2025 ;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

(SILPA);

4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang
timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan

memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2025, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan

triwulan pertama Tahun 2025 dari masing-masing sub kegiatan;

2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada

Penyusunan APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;

3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus
dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan

keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;

5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi
prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

berkembang.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

I-3

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

827);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
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dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S] tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/S] tentang Penyesuaian
Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah
terakhir dengan Perdais No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan
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Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Perdais Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur
Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2024 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
[stimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2017 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8)

32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);

35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020
tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);

36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021
tentang Grand Desain Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
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37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022
tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33).

.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dasar

hukum penyusunan serta sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.
Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD

Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025.
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini mencakup tentang perubahan asumsi makro ekonomi serta proyeksi

perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan

daerah.
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk di dalamnya termasuk

kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2025.
Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

I-8

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN
BERKENAAN

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana hasil pembangunan sesuai tema RKPD DIY Tahun
2025 menjadi dasar terjadinya perubahan rencana sesuai peraturan perundang-undangan.
Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja indikator tujuan dan sasaran Daerah,
Program Pemda, Sasaran OPD, Program dan Kkegiatan/subkegiatan, kinerja urusan
pemerintahan, sesuai dengan RKPD Tahun 2025. Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025
merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dokumen RPJMD
DIY tersebut telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025. Merujuk pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan dokumen RKPD DIY
Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
yang dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
berdasarkan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal
349 dan 353 penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 memuat

evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan.

I1.1 Evaluasi Realisasi Capaian Tema Pembangunan Daerah Tahun

2025 s.d Triwulan I Tahun 2025

RKPD DIY Tahun 2025 memiliki tema “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif
dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Tema ini disusun dengan
mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-
2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, dan memperhatikan dokumen rencana

kerja pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta isu-isu strategis yang aktual.

Berdasarkan tema tersebut, disusun 6 prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Penurunan tingkat kemiskinan

2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak

3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta

4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
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5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan

6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Dalam rangka mengukur capaian dari tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2025 dapat

disajikan dengan penyandingan antara tema dan prioritas daerah DIY 2025 dan sasaran

RPJMD DIY 2022-2027 beserta capaian sampai dengan triwulan [, 2025 sebagai berikut.

Tabel 11-1 Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator Sasaran
RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan I, 2025
No. Tema Prioritas S Indikator/ Target Realisasi
Pembangunan Daerah asaran Satuan
1. | “Pemerataan Penurunan 1.1.1) Angka 9,66 10,40
aksesibilitas tingkat Semakin Kemiskinan
layanan publik | kemiskinan kecilnya (%)
yang dan tingkat
berkualitas dan | penghapusan | kemiskinan
Aktivitas kemiskinan
Ekonomi ekstrem
berbasis S:'ektor Pengembanga | 1.1.2) Angka 53-5,8 5,03
Unggulan n kehidupan | Penghidupan | Pertumbuh-an
ekonomi yang | ekonomiyang | Ekonomi/
layak layak PDRB (%)
2. Pendapatan 31,51 33,14
per Kapita
(juta Rupiah)
Tingkat 3,26 - 3,56 3,48
Pengangguran
Terbuka
(%)
Inflasi (%) 2,00 - 4,00 1,56
3. Peningkatan 1.1.3) Indeks 81,68 81,62
Kualitas SDM | Kualitas SDM | Pembangun-
Yogyakarta Yogyakarta an Manusia
yangdapat | (Indeks)
i 1k
diandalkan "1 ks 74,98 67,90
Pembangunan
Kebudayaan
(Indeks)
4. Penurunan 2.1.1) Kontribusi 40,13 40,10
ketimpangan | Meningkatnya | PDRB
(antar kelas kapasitas Kawasan
sosial, antar ekonomi pada | Belum Maju
wilayah) kawasan terhadap
belum maju Keseluruh-an
PDRB DIY
(%)
5. Penguatan 3.1.1) Opini BPK WTP WTP
Good- Meningkatnya (Indeks)
governance Good
pada berbagai | Governance SAKIP AA AA (92,65)
tingkatan Indeks Tinggi Tinggi
Demokrasi (87,31- (83,88)
Indonesia (IDI) 90,57)
(Indeks)
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No. Tema Prioritas S Indikator/ Target Realisasi
Pembangunan Daerah asaran Satuan
6. Menciptakan | 4.1.1) Persentase 83,74 82,83
lingkungan Terwujudnya | Kesesuaian
hidup yang kesesuaian Pemanfaatan
lebih baik, pemanfaatan | Ruang
aman dan ruang (%)
tentram 4.12) Indeks Risiko 108,70 102,83
Menurunnya Bencana
risiko bencana | Indonesia
(IRBI) DIY
(Indeks)

Capaian-capaian terhadap tema pembangunan DIY tahun 2025 “Pengembangan Sektor
Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,’
selanjutnya dideskripsikan pada ulasan evaluasi realisasi Indikator Tujuan, Sasaran,
Program Pemda, Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY, dan kinerja urusan

pemerintahan sampai dengan Triwulan I, 2025 pada bab ini.

I1.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator
Tujuan dan Sasaran) Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I

Tahun 2025

II.2.a Evaluasi Realisasi

Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan I Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2025, tolok ukur
dalam keberhasilan pembangunan Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2025, diukur
menggunakan 4 tujuan yang didukung 7 sasaran dengan 5 indikator tujuan. Kinerja pada

Tahun 2025, capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel 11-2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2025
Target Realisasi
Tuiuan Indikator Kinerja Satuan RPJMD s.d. TWI % Ketera
J Tujuan Tahun Tahun Realisasi ngan
2025 2025
Tujuan 1. IGI (Inclusive indeks 6,52 5,90* 91,90 BPS
Terwujudnya Growth
kualitas hidup- | Index)/Indeks
kehidupan- Pembangunan
penghidupan Ekonomi Inklusif
masyarakat (IPEI)
Indeks Kebahagiaan indeks 73,98 71,70 96,92 BPS
Tujuan Indeks Williamson Indeks 0,438 0,4805 90,29 BPS
Mengecilnya
Ketimpangan
Wilayah
I1-3




Target Realisasi
Tujuan lndikato_r Kinerja Satuan RPJMD s.d. TWI 0/_o _ Ketera
Tujuan Tahun Tahun Realisasi ngan
2025 2025

Tujuan 3. | Indeks Reformasi Indeks A A- 100 Biro
Terwujudnya Birokrasi (89,90) Organis
Tata Kelola i
Pemerintahan
yang Baik
Tujuan 4. | Indeks Kualitas Indeks Sedang Sedang 100 DLHK
Terwujudnya Lingkungan Hidup
lingkungan
hidup yang lebih
baik

Sumber: Laporan Kinerja Pemda DIY TW 12025, 2025

Uraian pencapaian dari masing-masing indikator tujuan Pemda DIY sebagaimana tersebut

di atas, diinformasikan sebagai berikut.

II.2.a.1 Terwujudnya  kualitas  hidup-kehidupan-penghidupan

masyarakat, diukur dengan indikator:

I.2.a.1.1 Angka Inclusive Growth Index/IGI (Indeks Pembangunan Ekonomi
Inklusif)

Inclusive Growth Index (IGI) digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta
akses dan kesempatan. Inclusive Growth Index (IGI) tidak hanya berfokus pada
pertumbuhan ekonomi secara agregat namun juga memperhatikan bagaimana manfaat
pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Menurut
Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF) dan United Nation
Development Programme (UNDP), Inclusive Growth Index (IGI) ditopang melalui tiga pilar
utama, yaitu: (1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan
berkelanjutan; 2) pilar inklusi sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan
kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan).
Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi
harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan

berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata.

Nilai Inclusive Growth Index (1GI) berada pada rentang 1-10. Nilai indeks pada rentang 1-3
mengindikasikan kurang memuaskan, nilai indeks dengan rentang 4-7 memuaskan, dan
nilai indeks pada rentang 8-10 sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode

2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.
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Ket.: Angka tahun 2020-2022 (BPS); Angka tahun 2023-2024 adalah proyeksi
Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Gambar 11-1  Perkembangan Inclusive Growth Index (IGI) Tahun 2020-2024

Nilai IGI pada rentang 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai IGI DIY
sebesar 5,78, namun mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2021
dan 2022 sebesar 6,12 dan 6,24. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi
sebesar 6,01, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,90. Tren
penurunan nilai IGI mulai tahun 2022-2024 diikuti dengan menurunnya angka
pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan namun aspek-aspek seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka
dan inflasi cenderung menurun/membaik, sedangkan pendapatan per kapita dan indeks
pembangunan manusia mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya
pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan di DIY melalui aspek tersebut

sudah berjalan sesuai rencana dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 11-3 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka Inclusive Growth Index (I1G1)
Tahun 2025 serta Capaian Tahun 2024
Indikator Realisasi 2025
. Satuan
Tujuan 2024 Target | Realisasi | %Realisasi
Inclusive Growth | Angka indeks 5,90 6,52 5,90* 91,90
Index (1GI)

Sumber: LKPJ] Gub DIY Tahun 2024, 2025
Ket.: *) Realisasi tahun 2025 belum rilis sehingga menggunakan realisasi tahun 2024 yang merupakan angka
proyeksi

Realisasi capaian IGI tahun 2025 triwulan I adalah sebesar 5,90 dari target sebesar 6,52
dengan tingkat capaian sebesar 91.90%. Realisasi tersebut masih merupakan angka
proyeksi tahun 2024 karena data final belum tersedia. Ketercapaian nilai IGI didorong oleh
kinerja pada aspek terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Nilai
rasio gini DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 0,428 masih lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan rerata nasional sebesar 0,381. Selain itu tingkat
kemiskinan DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 10,40% juga

masih di atas rerata nasional sebesar 8,57%. Namun demikian, capaian nilai rasio gini dan
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kemiskinan tahun 2024 tersebut sudah menurun apabila dibandingkan dengan capaian
tahun 2023 sebesar 0,449 dan 11,04%. Tren penurunan rasio gini dan pengurangan
kemiskinan di DIY didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Daerah DIY diantaranya kebijakan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang
cenderung naik, serta berbagai kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan

pemerataan pendapatan.
I1.2.a.1.2 Indeks Kebahagiaan (Index of Happiness)

Indeks kebahagiaan adalah angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kehidupan sehari-hari. Indeks ini merupakan hasil survei komprehensif yang
menilai kebahagiaan, kesejahteraan, dan aspek keberlanjutan. Indeks kebahagiaan diukur
berdasarkan beberapa indikator, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan,
keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi lingkungan,
dan tingkat kriminalitas atau keamanan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan
survei pengukuran tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu tahun 2014, 2017, dan terakhir
pada tahun 2021.

72,93
L
N 71,70
’ e
s/ O
70,77,
y

2014 2017 2021

Sumber: BPS DIY, 2025

Gambar 11-2 Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, 2017, dan
2021

Tabel 1I-4 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021
serta Capaian 2025, Triwulan I

Indikator Satuan Realisasi 2025
. o,
Tujuan 2021 Target Realisasi o
Realisasi
Indeks Angka indeks 71,70* 73,98 71,70* 96,92
Kebahagiaan

Ket.: *) angka rilis terakhir BPS tahun 2021
Sumber: BPS DIY, 2025

Indeks Kebahagiaan tahun 2025 triwulan I tidak dirilis, maka angka realisasi menggunakan
data terakhir Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Data tersebut menunjukkan

bahwa realisasi di bawah target sebesar 73,98 dengan persentase realisasi sebesar 96,92%.
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Meskipun belum mencapai target, angka ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas
hidup masyarakat DIY secara keseluruhan di mana DIY memiliki capaian Indeks
Kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,49) berada di
peringkat ke-23 dari 34 provinsi (BPS, 2021).

Indeks kebahagiaan DIY berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
(SPTK), ada tiga dimensi yang diukur yakni kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan
(affect), dan makna hidup (eudaimonia). Jika dibandingkan antara Indeks Kebahagiaan
tahun 2017 terhadap Indeks Kebahagiaan tahun 2021 terjadi penurunan dimensi Perasaan
(Affect) akibat tekanan ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan sosial. Meskipun dimensi
Kepuasan Hidup masih cukup baik, ketidakpuasan dalam aspek pendidikan, pekerjaan,
pendapatan, dan kondisi tempat tinggal menunjukkan tantangan dalam kesejahteraan
pribadi masyarakat. Pemerintah DIY terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan
dalam aspek keamanan, peningkatan program kesejahteraan sosial, serta pembangunan
infrastruktur secara merata sampai ke wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi
pendidikan serta program-program untuk peningkatan pendapatan serta pengelolaan
lingkungan yang lebih baik agar Indeks Kebahagiaan DIY semakin baik pada masa

mendatang.
I1.2.a.2 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah - Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar
wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan
untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah kabupaten /kota di DIY, yaitu
Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan
jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran
(coefficient of variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari
nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan
dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di

DIY dari tahun ke tahun.

04805

2020 2021 2027 2023 024 2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
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Gambar 11-3 Indeks Williamson DIY Tahun 2020-2025

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY
masih berada di atas 0,400. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat
dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2020
sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,450 (2020) menjadi 0,464 (2022). Setelah itu,
ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023 dan kembali meningkat
pada tahun 2024 menjadi 0,459. Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun
2024 sebesar 0,459, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 - 2027 sebesar
0,441 akan diperoleh persentase capaian sebesar 95,90%. Peningkatan kesenjangan
pembangunan ekonomi disebabkan oleh penurunan tingkat pertumbuhan Kabupaten
Kulon Progo di tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya di tahun
sebelumnya. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang menghasilkan PDRB ADHK

terkecil.

Tabel II-5 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Williamson Tahun 2024
serta Capaian Tahun 2025 Triwulan I

Indikator Satuan Realisasi 2025
- 0,
Tujuan 2024 Target Realisasi o
Realisasi
Indeks Angka indeks 0,459 0,438 0,4805 90,29
Williamson

Sumber: Bapperida DIY, 2025 (data diolah)

I1.2.a.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Indeks

Reformasi Birokrasi

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh
Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola
pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi yang berbasis kinerja,
bersih bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional dalam melayani publik serta

memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
DIY yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI tersaji dalam tabel di

bawah:
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Tabel II-6 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 serta Capaian Tahun 2024

2025
Indikator Tujuan Satuan Realisasi 0
2024 . . Yo
Target | Realisasi .
Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi Angka A- A A- 100
indeks 89,90 (89,90)*

Ket.:*) Capaian tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Data realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan hasil evaluasi
terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024 dengan
kategori A (A- dengan catatan) dengan nilai 89,90 atau Capaian Tahun 2024 adalah sebesar
100% yang dipublikasi oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui surat Nomor
B/556/RB.06/2024 tanggal 28 April 2025. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan
RPJMD Tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berupaya dan
berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program

pembangunan.

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB
RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN
dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2024. Hasil Evaluasi tiap Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II-7 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY

No ‘ Penilaian Bobot 2024
1 | RB General 100 80,54
2 | RB Tematik 20 9,36
3 | Indeks RB 120 89,90

Indeks RB A-

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2024 dilaksanakan melalui double track
berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, yaitu RB General dan
RB Tematik berdampak pada metode Evaluasi dan Kategori/Klasifikasi Hasil Indeks
Reformasi Birokrasi, yang dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu
menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh

isu/permasalahan faktual. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI
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Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Tabel 1I-8 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nilai/
Angka
1 AA > 100 Sangat Memenuhi kriteria sebagai birokrasi
Memuaskan yang bersih, efektif, dan berdaya saing
serta mampu mewujudkan dampak
nyata kepada pembangunan melalui
percepatan transformasi digital, dan
pembangunan budaya BerAKHLAK

2 A >80 - | Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai
100 birokrasi yang bersih, efektif, dan
berdaya saing melalui percepatan

No Kategori Predikat Interpretasi

transformasi digital, dan pembangunan
budaya BerAKHLAK, namun belum
optimal dalam mewujudkan dampak
nyata kepada pembangunan

A- Memuaskan Memenuhi sebagian besar Kkriteria
dengan Catatan sebagai birokrasi yang bersih, efektif,
dan berdaya saing karena sebagian kecil
pelaksanaan percepatan transformasi
digital dan pembangunan budaya
BerAKHLAK belum optimal, serta
belum sepenuhnya mampu
mewujudkan dampak nyata kepada
pembangunan

3 BB >70-80 | Sangat Baik Memenuhi sebagian kriteria sebagai
birokrasi yang bersih, efektif, dan
berdaya saing karena sebagian
pelaksanaan percepatan transformasi
digital, dan pembangunan budaya
BerAKHLAK belum optimal, serta
belum sepenuhnya mampu
mewujudkan dampak nyata kepada
pembangunan

4 B >60-70 | Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%)
kriteria sebagai birokrasi yang bersih,
efektif, dan berdaya saing karena
sebagian besar pelaksanaan percepatan

transformasi digital, dan pembangunan
budaya BerAKHLAK belum optimal,
serta belum sepenuhnya mampu
mewujudkan dampak nyata kepada
pembangunan.

5 cC >50-60 | Cukup Penerapan RB dilaksanakan melalui
sebagian kecil percepatan transformasi
digital dan pembangunan budaya
BerAKHLAK sehingga belum mampu
memenuhi kriteria sebagai birokrasi
yang bersih, efektif, dan berdaya saing
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Nilai/
Angka
6 C >30-50 | Kurang RB dilaksanakan sebatas formalitas,
belum optimal menerapkan percepatan
transformasi digital dan pembangunan
budaya BerAKHLAK, sehingga belum
mampu memenuhi kriteria sebagai
birokrasi yang bersih, efektif, dan
berdaya saing

7 D 0-30 Sangat Kurang RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal,
belum diformalkan dan  belum
menerapkan percepatan transformasi
digital dan pembangunan budaya
BerAKHLAK

No Kategori Predikat Interpretasi

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2025

Upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup

Pemerintah Daerah Daerah Isitimewa Yogyakarta, antara lain:

a. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait serta
merumuskan langkah-langkah inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik.

b. Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan dan

kualitas layanan.

I1.2.a.4 Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik - Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH
dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret
kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan
pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah
dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan
terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Formulasi IKLH sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKLH/SET/REN.0/12 /2020 tertanggal 4 Desember
2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKLH = 0,428 IKU + 0,34 IKA + 0,133 IKL + 0,099 IKAL

Tabel II-9 Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No Kategori Angka Rentang

Sangat baik 90 <1IKLH <100

Baik 70 <IKLH <90

Sedang/Cukup Baik 50<IKLH <70
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No Kategori Angka Rentang

4 | Kurang 25 <IKLH <50

5 | Sangat kurang 0 <IKLH < 25
Sumber: Kemen LHK R, 2025

Pada tahun 2024, IKLH DIY ditargetkan pada range Sedang/Cukup Baik. Realisasi nilai IKLH
pada tahun 2024 adalah sebesar 68,44 sehingga masuk ke dalam rentang angka 50 < IKLH
< 70 atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada
tahun 2024 untuk indikator IKLH tercapai.

Tabel 1I-10 Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2024

Indikator 2022 2023 2024
Sasaran
Satuan
Pemda Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
DIY
IKLH Angka 66,15 59,92 62,96 66,29 63,29 68,44
Indeks

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Selama periode RPJMD DIY 2022-2027, terdapat tren peningkatan signifikan dalam capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di DIY. Pada tahun 2022, capaian IKLH tercatat
sebesar 59,92 dan meningkat menjadi 66,29 pada tahun 2023. Tren ini berlanjut pada tahun
2024, dengan capaian mencapai 68,44. Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 4,26%
per tahun dari 2022 ke 2024, target IKLH sebesar 70,91 pada tahun 2027 diharapkan
tercapai, meskipun membutuhkan upaya konsisten dalam pengelolaan lingkungan.
Proyeksi menunjukkan bahwa DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya
meningkatkan kualitas lingkungan, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi

program berkelanjutan. Capaian IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1I-11 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Tahun 2024 serta Capaian Tahun 2023

Indikator Tujuan Satuan Realisasi 2024
2023 Target | Realisasi %
Realisasi*
Indek Kualitas Angka 66,29 63,29 68,44 108,14
Lingkungan Hidup Indeks
(IKLH)

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

Adapun target dan realisasi per komponen IKLH DIY Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel
berikut.

Tabel II-12 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024

No Komponen Target Realisasi Kategori
1. | Indeks Kualitas Air (IKA) 37,75 42,94 Kurang
2. | Indeks Kualitas Udara (IKU) 87,16 90,44 Sangat Baik
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No Komponen Target Realisasi Kategori
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 51,44 51,13 Sedang
4, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 63,71 84,13 Baik

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 63,29 68,44 Sedang
(IKLH)

Sumber: Kemen LHK RI, 2025

IKLH mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah, sedangkan Indeks Respon
Lingkungan Hidup (IRLH) memotret sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan yang lain dalam merespon tantangan lingkungan melalui kebijakan, program,
dan tindakan nyata. Dalam proses penentuan Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah
(IRLH), berbagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang
dilakukan di suatu daerah di kategorisasi dalam beberapa Indeks Respon Program. IRLH
DIY tahun 2023 berdasar https://ppkl.menlhk.go.id/iklh yang terdiri dari 5 (lima)
komponen indeks yaitu: a) Indeks Respon Program Langit Biru: 86%; b) Indeks Respon
Program Pantai Lestari: 75%; c) Indeks Respon Program Kali Bersih: 83%; d) Indeks
Respon Program Indonesia Hijau: 90%; e) Indeks Respon Program Gambut Lestari: N/A

(DIY tidak memiliki lahan gambut).

Berdasarkan rapor IRLH tersebut di atas, secara umum DIY menunjukkan respons yang baik
dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada sektor Program Indonesia Hijau

(90%) dan Program Pantai Lestari (75%).

1. Penguatan Program Pantai Lestari (75%)
a. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran pesisir dan laju abrasi, seperti yang
terjadi di sepanjang Pantai Selatan Bantul
b. Memperkuat regulasi zonasi wilayah pesisir untuk mengurangi eksploitasi,
misalnya melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah
Pesisir DIY
c. Mengedukasi wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan

pantai

2. Peningkatan Program Kali Bersih (83%)
a. Memperketat pengelolaan limbah domestik dan industri kecil di sepanjang sungai
melalui pengawasan izin berusaha
b. Mendorong sistem pemantauan kualitas air berbasis komunitas
c. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air limbah, misalnya dengan

pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL dan IPAL Komunal)

3. Optimalisasi Program Langit Biru (86%)
a. Memasyarakatkan penggunaan transportasi umum (Bus Trans Jogja dan
Commuter Line Yogyakarta) serta transportasi ramah lingkungan, seperti bus

listrik dan sepeda.
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b. Mengembangkan kebijakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi

rendah emisi.

4. Keberlanjutan Program Indonesia Hijau (90%)
a. Mengembangkan sistem pemantauan tutupan vegetasi berbasis teknologi (GIS,
remote sensing).

b. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman vegetasi.
I1.2.a.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tujuan tersebut, sampai
dengan Triwulan I, 2025 belum terdapat capaian final untuk target tahun 2025. Hasil
pengukuran indikator tujuan dapat diperbarui setelah tahun anggaran 2025 berakhir dan
atau segera setelah terbitnya pembaruan hasil pengukuran pada tahun 2025. Sampai
dengan triwulan I 2025, indikator tujuan yang belum tercapai 100% yaitu IGI (Inclusive

Growth Index), Indeks Kebahagian dan Indeks Williamson.

I1.2.b Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2025

Berikut ini adalah gambaran umum kinerja capaian sasaran Pemerintah Daerah DIY sampai
dengan Triwulan I tahun 2025 yang sesuai dengan Laporan Kinerja Pemda DIY Triwulan I

2025.

Tabel II-13 Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW I Tahun 2025

. Target Realisasi o
Sasaran Kinlenr(.l;ksa;::ran Satuan RPJMD s.d. TWI Real/iosasi
) Tahun 2025 | Tahun 2025
Tujuan 1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat
1.1 Semakin Angka % 9,66 10,40 92,34
kecilnya tingkat Kemiskinan
kemiskinan.
1.2. Penghidupan Angka % 5,3-5,8 5,03* 99,02
ekonomi yang Pertumbuhan
layak. Ekonomi/PDRB
Pendapatan per Juta Rupiah 31,51 33,14 105,17
Kapita
Tingkat % 3,26 - 3,56 3,18 100
Pengangguran
Terbuka
Inflasi % 2,00 - 4,00 1,56 161,00
1.3. Kualitas SDM Indeks Indeks 81,68 81,62 99,93
Yogyakarta yang Pembangunan
dapat diandalkan. | Manusia
Indeks Indeks 74,98 67,90 90,56
Pembangunan
Kebudayaan
Tujuan 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah
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. Target Realisasi o
Sasaran Kinz'q;lga;::ran Satuan RPJMD s.d. TWI Real/iosasi
) Tahun 2025 | Tahun 2025
2.1. Meningkatnya | Kontribusi PDRB % 40,13 40,10 99,93
kapasitas ekonomi | Kawasan Belum
pada kawasan Maju terhadap
belum maju. Keseluruhan
PDRB DIY
Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3.1. Meningkatnya | Opini BPK Indeks WTP WTP 100
Good Governance. | gAKIp Indeks AA AA 100
(92,65)
Indeks Indeks Tinggi Tinggi 96,07
Demokrasi (87,31-90,57)|  83,88**
Indonesia (IDI)
Tujuan 4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik
4.1. Terwujudnya Persentase % 83,74 82,83 98,91
kesesuaian Kesesuaian
pemanfaatan Pemanfaatan
ruang. Ruang
4.2. Menurunnya Indeks Risiko Indeks 108,70 102,83 105,40
risiko bencana. Bencana
Indonesia (IRBI)
DIY

Sumber: Bapperida DIY dan BPS DIY, 2025

Ket.: *) Angka capaian tahun 2024; **) Angka capaian tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, hingga triwulan I tahun 2025 dari 13 indikator kinerja sasaran
Pemda terdapat 7 indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan
atau capaian masih di bawah 100%, sementara 6 indikator kinerja sasaran yang telah
memenuhi target diantaranya: Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka,

Inflasi, Opini BPK, SAKIP, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY.
I1.2.b.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan Kkesejahteraan yang bersifat kompleks dan
multidimensional. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi salah
satu isu strategis dalam pembangunan daerah di DIY. Selama lima tahun terakhir, tingkat

kemiskinan di DIY tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan data yang tersedia, tren kemiskinan di DIY pada periode Maret 2019 hingga
September 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan baik dari sisi jumlah maupun
persentase penduduk miskin. Namun, terdapat beberapa periode di mana tingkat
kemiskinan mengalami fluktuasi. Peningkatan angka kemiskinan terjadi pada September
2020 dan Maret 2021, diikuti oleh tren penurunan pada September 2021 dan Maret 2022.
Namun, angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada September 2022 sebelum
kembali menunjukkan penurunan secara bertahap sejak Maret 2023 hingga September

2024.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025
Gambar 11-4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019 s.d.
September 2024

Tingkat kemiskinan di DIY apabila dilihat dari karakter wilayah perkotaan dan perdesaan
hasil pendataan 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya ketimpangan. Data tahun
2019 menunjukkan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari penduduk
perkotaan. Hal ini terus terjadi sampai dengan tahun 2024. Pada September 2024,
persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 11,31 persen. Angka ini menunjukkan
secara rata-rata terdapat sekitar 11 hingga 12 penduduk miskin diantara 100 orang
penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase

penduduk miskin di perkotaan lebih kecil dibanding perdesaan yaitu sebesar 10,11 persen.

Dalam upaya memahami dinamika kemiskinan di DIY, penting untuk melihat
perkembangan capaian penurunannya dalam konteks nasional. Untuk melihat progres
penurunan tingkat kemiskinan DIY dibandingkan dengan kemiskinan nasional dapat dilihat
dari perbandingan antar waktu. Menurut data per September 2024 posisi DIY pada 10,40
persen masih berada di atas nasional (8,57%) akan tetapi jika dilihat dari trend 2013
sampai dengan 2024, selama 11 tahun terakhir persentase kemiskinan DIY sudah
mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata penurunan 0,46 persen per tahun.
Angka ini lebih baik dari rata-rata penurunan kemiskinan nasional sebesar 0,25 persen per

tahun sehingga gap kemiskinan DIY dengan kemiskinan nasional semakin mengecil.
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Gambar II-5

Tabel II-14 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020 - 2024 (%)

Grafik Persentase Kemiskinan 2013 dan 2024 DIY dan Nasional

Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Kulon Progo 18,01 18,38 16,39 15,64 15,62
Bantul 13,5 14,04 12,27 11,95 11,66
Gunungkidul 17,07 17,69 15,86 15,60 15,18
Sleman 8,12 8,64 7,74 7,52 7,46
Kota Yogyakarta 7,27 7,69 6,62 6,49 6,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Tabel II-15 Target dan Capaian Indikator Sasaran Angka Kemiskinan Tahun 2025

serta Tahun 2024
. 2025
Indikator Kinerja Sasaran Capaian
Satuan %
Pemda 2024 Target Realisasi L
Realisasi
Angka Kemiskinan % 10,40 9,66 10,40%* 92,34

Sumber: BPS DIY, 2025

Ket.: *) Angka capaian tahun 2024

Target Penurunan Kemiskinan tahun 2025 belum tercapai terlihat dari target tahun 2025
sebesar 9,66% sedangkan capaiannya masih di angka 10,40% dengan persentase realisasi
92,34%. Angka capaian tersebut masih menggunakan capaian tahun 2024. Target
penurunan kemiskinan DIY tahun 2024 belum tercapai, beberapa faktor yang
mempengaruhi kemiskinan diantaranya seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup
yang tinggi, ketimpangan distribusi kemiskinan di beberapa wilayah, dan kondisi geografis
wilayah yang beragam dan rawan bencana terutama di beberapa wilayah seperti
Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemda DIY telah melaksanakan berbagai program untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemda juga telah mendorong

penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung terhadap aksesibiltas
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layanan social kemasyarakatan, pemberdayaan social-ekonomi baik perorangan maupun
kelompok, memperluas perlindungan social terutama dalam hal kebutuhan dasar
masyarakat terbawah seperti program jaminan sosial lanjut usia, bantuan beasiswa, serta
mempermudah akses modal bagi usaha kecil dan mikro guna mengurangi dampak fluktuasi
ekonomi. Meskipun efektivitas program masih perlu ditingkatkan, Pemda DIY terus
berkomitmen memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan
sinergi dengan kabupaten/kota dan dunia usaha agar lebih tepat sasaran dan memberikan

dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

I1.2.b.2 Penghidupan ekonomi yang layak

1.1.1.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Perekonomian DIY pada triwulan 1V-2024 tumbuh sebesar 5,03% year-on-year (y-on-y)
lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 1V-2023. Pertumbuhan ini didukung oleh
peningkatan di hampir semua kategori lapangan usaha, kecuali Pengadaan Air. Dari sisi
pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 8,97%,
diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PKLNPRT) sebesar 7,96%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 5,05%.
Capaian indikator Sasaran Angka pertumbuhan ekonomi/PDRB tahun 2025 masih
menggunakan capaian tahun 2024 menurut BPS DIY sebesar 5,03 atau tercapai sebesar

99,02% dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,8.

Tabel 1I-16 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan

Ekonomi/PDRB Tahun 2025 serta Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Capaian 2025
Satuan
Pemda 2024 Target Realisasi % Realisasi
Angka Pertumbuhan Ekonomi/ % 5,03 5,3-5,8 5,03* 99,02
PDRB

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Ket.: *) Angka capaian tahun 2024

Angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2024 berdasarkan kontribusi lapangan usaha yang
memberikan kontribusi tertinggi adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar
11,72%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,21%, dan Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,00%. Konstruksi juga menunjukkan
pertumbuhan signifikan sebesar 10,99% pada triwulan IV-2024 dibandingkan triwulan II-
2024, didukung oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan
infrastruktur lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kumulatif
triwulan 1V-2024 berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)

dengan andil sebesar 2,48%, diikuti oleh PMTB sebesar 2,45%.
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Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, perekonomian DIY masih menghadapi
tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan
konsumsi rumah tangga. Namun, peningkatan penggunaan gas kota dan meningkatnya
jumlah wisatawan ke DIY juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota bila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun
2023, pada tahun 2024 cukup bervariatif. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di

kabupaten Bantul dengan capaian sebesar 5,65 dan Kota Yogyakarta sebesar 5,15.

Tabel 1I-17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 (y-o-y)
Triwulan IV

Kabupaten/Kota 2023 2024
Kulon Progo 4,96 4,34
Bantul 5,55 5,65
Gunungkidul 6,42 4,95
Sleman 4,23 5,07
Yogyakarta 424 5,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

1.1.1.2 Pendapatan per Kapita

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Proses
pembangunan khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
per kapita masyarakat. Dalam penghitungannya, pendekatan ukuran pendapatan per kapita
adalah Produk Domestik Bruto Regional per kapita. Pada gambar berikut ini menunjukkan

perkembangan pendapatan per kapita di DIY dari tahun ke tahun.

29,12

2020 2021 2022 2023 204

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)
Gambar II-6 Pendapatan per Kapita DIY Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif sejak tahun 2020. Capaian
indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp33,14 juta, jika dibandingkan
dengan target pada RPJMD 2022 - 2027 sebesar Rp30,23 juta akan diperoleh persentase

capaian sebesar 109,63%. Ketercapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi
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positif di tahun 2024 yang dibarengi dengan turunnya pertumbuhan penduduk di tahun
tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tahun 2025 realisasi masih
menggunakan tahun 2024 yaitu Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target tahun 2025
sebesar Rp31,51 juta diperoleh persentase capaian 105,17%.

Tabel 11-18 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita
Tahun 2025 serta Tahun 2024

Realisasi 2025
ealisasi
Indikator Sasaran Satuan .. %
2024 Target | Realisasi .
Realisasi
Pendapatan per Kapita Juta Rupiah 33,14 31,51 33,14* 105,17

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)
Ket.: *) Realisasi tahun 2025 menggunakan tahun 2024

1.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat angka
tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angkanya
menunjukan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. TPT
DIY hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,48 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang
angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, TPT DIY
menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun seiring dengan membaiknya
kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, TPT DIY pada Agustus

2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19.

TPT DIY pada Februari 2025 sebesar 3,18 persen, turun sebesar 0,3 persen poin
dibandingkan Agustus 2024 (3,48 persen). Dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar
3,26-3,56 telah mencapai 100%.

Tabel II-19 Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Tahun 2025 serta Tahun 2024

2025
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian %
Pemda 2024 Target Realisasi o
Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka 9% 3,48 3,26 - 3,56 3,18 100

Sumber: BPS DIY, 2025

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja
akan berdampak pada tingginya TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari
penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2024 BPS menunjukkan
bahwa jumlah angkatan kerja 2.261.436 orang, jumlah kesempatan Kerja 2.139.710 Orang,
sementara jumlah pengangguran 78,667 orang turun 3.317 orang dibandingkan pada tahun

2023 yang sebesar 81.984 Orang. TPT DIY pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,57% dan
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terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 tercatat sebesar 3,48%. Dibandingkan
dengan TPT nasional, TPT DIY selama lima tahun juga berada di bawah angka TPT nasional.
Kondisi ini tentu berkaitan dengan tumbuhnya perekonomian DIY khususnya beberapa

sektor yang penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan.

7,07 6,49
5,86 5 32
e 4,91
O— O~
- 0——o0—— ¢
4,57 4,56 4.06 '
: 3,69 3,48
2020 2021 2022 2023 2024
wilp== D|Y Nasional

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Gambar II-7 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 - 2024 (%)

Berdasarkan data Sakernas per Agustus 2024, penurunan TPT DIY disebabkan oleh
melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan. TPT di perkotaan mengalami penurunan
dari 4,19% pada Agustus 2023 menjadi 3,97% pada Agustus 2024. Senada dengan
perkotaan, TPT di perdesaan pada Agustus 2024 sebesar 2,04%, menurun dibandingkan
Agustus 2023 sebesar 2,33%. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh
melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja
yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal
2024. Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan
dan perdesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan

membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk jenjang
Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar
5,03 persen. Walaupun demikian kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. TPT
tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,56 persen
diikuti perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) sebesar 4,50 persen. Sementara TPT paling
rendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,13 persen. Hal ini dipicu
masih adanya permasalahan titik temu antara minat dan penawaran tenaga kerja terutama
pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan

rendah cenderung menerima berbagai pekerjaan.

Penurunan angka TPT merupakan salah satu keberhasilan pembangunan namun tetap

diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk meminimalisir angka TPT di masa yang akan
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datang. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi,
pemagangan, serta sertifikasi kompetensi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan/
kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Diperlukan pula upaya penciptaan kesempatan kerja
melalui memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor
pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya
kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya

perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.

Selanjutnya, berdasarkan TPT Februari di D.I. Yogyakarta selama tiga tahun terakhir
menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun. TPT Februari 2023 sebesar
3,58 persen, kemudian TPT pada Februari 2024 sebesar 3,24 persen, turun sebesar 0,34
persen poin. TPT D.I. Yogyakarta kembali mengalami penurunan 0,06 persen poin dengan
TPT Februari 2025 sebesar 3,18 persen. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian
di D.I. Yogyakarta sudah normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT
Februari 2025 sudah lebih baik jika dibandingkan kondisi Februari 2020 (sebelum

pandemi) yang mencapai 3,38 persen.

Keadaan TPT di D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi kisaran
3,18-4,57 persen, dan selalu berada di bawah TPT nasional yang berada pada kisaran 4,76-
7,07 persen. Kondisi TPT D.I. Yogyakarta selaras dengan kondisi TPT nasional, pada awal
pandemi Covid-19 terjadi kenaikan yang tinggi kemudian secara perlahan terus mengalami
penurunan. TPT nasional pada Februari 2020 sebesar 4,94 persen, kemudian terjadinya
pandemi Covid-19 mengakibatkan TPT nasional mengalami kenaikan hingga mencapai 6,26
persen. Angka tersebut secara perlahan turun menjadi 5,83 persen pada Februari 2022,
kemudian kembali turun 0,39 persen poin menjadi 5,45 persen pada Februari 2023, 4,82
persen pada Februari 2024, dan pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen.

1.1.1.4 Inflasi

DIY menutup Tahun 2024 dengan inflasi kumulatif untuk keseluruhan tahun 2024
mencapai 1,28% (yoy). Perlu diketahui, inflasi DIY pada tahun 2024 mengalami penurunan
dibandingkan capaian inflasi pada tahun 2023 sebesar 3,17%. Capaian realisasi inflasi DIY
di tahun 2024 tidak terlepas dari peran aktif seluruh pihak melalui sinergi dan kolaborasi
berbagai program kegiatan, termasuk juga dukungan terhadap GNPIP. Beberapa hal yang
mendorong terkendalinya inflasi pada tahun 2024, antara lain: pasokan komoditas pangan
sepanjang 2024 yang relatif terjaga, permintaan yang relatif terkendali, pengelolaan
ekspektasi inflasi yang lebih solid antar instansi, masifnya social movement dalam rangka
pengendalian harga, relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024, serta base
year effect dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023. Menurut komoditasnya,

inflasi pada periode laporan terutama dipicu oleh tekanan harga Cabai Merah, dan Telur
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Ayam. Inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti Daging Ayam Ras,

Nangka Muda, Kentang, dan Angkutan Udara.

Inflasi rendah disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) penurunan daya beli: turunnya
jumlah pengunjung pasar rakyat dan adanya PHK di Kab Sleman; 2) diversifikasi alternatif
moda transportasi seiring operasional tol Jogja-Solo menahan inflasi angkutan udara; 3)
relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024; 4) base year effect dari realisasi
inflasi kelompok pangan tahun 2023; serta 5) pasokan komoditas pangan yang relatif

terjaga.

Selanjutnya, inflasi DIY sampai dengan bulan Mei tahun 2025 cenderung naik menjadi
1,56% dari target tahun 2025 sebesar 2% - 4%, sehingga diperoleh persentase capaian
161%. Naiknya inflasi tersebut dipengaruhi adanya kenaikan harga pada sebagian indeks
kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap naiknya
inflasi tahun 2025, yaitu emas perhiasan, kopi bubuk, kelapa, sigaret kretek mesin, beras,
bahan bakar rumah tangga, kontrak rumah, minyak goreng, sigaret kretek tangan, dan

sepeda motor.

Tabel II-20 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun

2024-2025
P Tahun 2025
Indikator Sasaran | Satuan Realisasi
2024 Target Realisasi | % Realisasi
Inflasi Persen 1,28 2,00-4,00 1,56 161,00

Sumber: BPS, 2025, diolah

I11.2.b.3 Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan

1.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat
kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan
pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah sehingga
berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. IPM
mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup serta menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan.
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.
Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan
(knowledge), dan kehidupan yang layak (decent standard of living). Untuk mengukur
dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
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pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian

pembangunan hidup layak.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka
[PM DIY pada tahun 2020 mencapai angka 79,95. Sejak tahun 2021, status pembangunan
manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi” dengan angka 80,22. Selama 2020-
2024, IPM DIY rata-rata meningkat sebesar 0,52 persen per tahun, dari 79,95 pada tahun
2020 menjadi 81,62 pada tahun 2024. Peningkatan IPM DIY 2024 terjadi pada semua

dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

y.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025
Gambar II-8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2020-2024

Perkembangan IPM di DIY menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin
baik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi
(70<IPM<80), sedangkan mulai tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi
(IPM>80).

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2020 - 2024 selalu
berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2020 IPM nasional 72,81 sedangkan IPM DIY telah
mencapai 79,95. Pada tahun 2024 IPM Nasional menunjukkan angka 75,02, sementara DIY
telah mencapai 81,62. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY

lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Tabel II-21 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2025 serta Tahun 2024

Tahun 2025
Indikator Kinerja Satuan Capaian
Sasaran Pemda 2024 T .. %
arget | Realisasi L
Realisasi
Indeks Pembangunan Angka 81,62 81,68 81,62* 99,63
Manusia Indeks

Sumber: BPS DIY, 2025
Ket.: *) Angka capaian menggunakan tahun 2024
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Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup
tinggi. Pertumbuhan IPM DIY 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yakni
tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM DIY didukung oleh
peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Dimensi
standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per
tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita

masyarakat DIY mengalami kenaikan sebanyak 437 ribu rupiah dibandingkan tahun

sebelumnya.
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Sumber: BPS DIY, 2025

Gambar 11-9 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DIY Tahun 2020-
2024

Secara rinci pendekatan 3 dimensi dasar dalam pengukuran IPM sebagai berikut:

Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup
saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi
yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun
meningkat 0,18 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Selama periode
2020 hingga 2024, UHH di DIY telah meningkat sebesar 0,41 tahun atau rata-rata tumbuh

sebesar 0,14 persen per tahun.
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Sumber: BPS DIY, 2025
Gambar 11-10 Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2020-2024

Kedua, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama

Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk
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usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama
periode 2020 hingga 2024, HLS di DIY secara rata -rata meningkat sebesar 0,18 persen per
tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. HLS 2024 meningkat 0,04 tahun
(0,26 persen) dibandingkan tahun 2023, mengalami percepatan dibandingkan rata-rata
pertumbuhan 2020-2023 (0,15 persen). Sementara itu, RLS 2024 meningkat 0,09 tahun

(0,92 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan
2020-2023 (0,97 persen).
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Sumber: BPS DIY, 2025

Gambar 11-11 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah) 2020-
2024

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang
direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan
2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang
disesuaikan masyarakat DIY mencapai Rp15,36 juta per tahun. Capaian ini meningkat
sebesar 437 ribu rupiah (2,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi
dibandingkan rata- rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,12 persen per tahun.

Tabel II-22 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota e

2020 2021 2022 2023 2024

Kabupaten Bantul 80,36 80,63 81,04 81,74 82,05
Kabupaten Sleman 83,92 84,08 84,40 84,86 85,71
Kabupaten Gunungkidul 70,18 70,37 71,18 71,46 72,14
Kabupaten Kulon Progo 74,48 74,73 75,48 75,82 76,18
Kota Yogyakarta 86,93 87,50 88,00 88,61 89,10
DIY 79,95 80,22 80,66 81,09 81,62

Sumber: BPS DIY, 2025

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat
bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih
timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul.
Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas DIY dan sudah berada pada kategori “sangat
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tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori
“tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus
menunjukkan peningkatan. Mulai tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul telah meningkat

pada kategori “Tinggi”.

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2020-2024 menunjukkan
pencapaian yang sangat baik karena kabupaten /kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi”
dan “tinggi”, serta terus mengalami peningkatan Indeks. Pada tahun 2024, tiga kabupaten/
kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, menjadi daerah
dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. IPM Kota Yogyakarta
mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten /kota lain di DIY. Capaian IPM
tertinggi berikutnya dimiliki Kabupaten Sleman dan Bantul dengan Indeks masing-masing
sebesar 85,71 dan 82,05. Sementara itu, [PM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-
masing sebesar 76,18 dan 72,14 dengan status capaian pembangunan manusia yang

“tinggi”. Adapun pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2024 terjadi di Kabupaten Sleman.

Tabel 1I-23 IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024

Pengeluaran per
Komponen UHH HLS RLS Kapita

P (Tahun) | (Tahun) | (Tahun) yang Disesuaikan

(Ribu rupiah)

Kabupaten Kulon Progo 75,49 14,49 9,20 10.990
Kabupaten Bantul 74,80 15,63 9,81 16.851
Kabupaten Gunungkidul 74,91 13,40 7,35 10.630
Kabupaten Sleman 75,48 16,79 11,33 17.586
Kota Yogyakarta 75,73 17,66 12,12 20.603
DIY 75,36 15,70 9,92 15.361

Sumber: BPS DIY, 2025

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi.
Pada tahun 2024, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator UHH) tertinggi di Kota
Yogyakarta (75,73 tahun) dan terendah di Bantul (74,80 tahun). Pada dimensi pengetahuan,
capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman
dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul
sebesar 13,40 tahun, Kulon Progo sebesar 14,49 tahun, dan Bantul sebesar 15,63 tahun.
Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS DIY yang sebesar 15,70 tahun.
HLS Sleman (16,79 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,66 tahun) tercapai di atas rata-rata DIY
sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke
atas terendah sebesar 7,35 tahun berada di Gunungkidul. Capaian RLS Kabupaten Kulon
Progo (9,20 tahun) dan Kabupaten Bantul (9,81 tahun) juga tergolong rendah di bawah
rata-rata DIY yang sebesar 9,92 tahun. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai
12,12 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

terendah sebesar Rp10.630 ribu per tahun di Gunungkidul.
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1.1.1.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan
bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan
upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus
utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator yang digunakan adalah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK adalah instrumen yang mengukur capaian
pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah, yang disusun Kemendikbud
bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada 10 Oktober 2019 dalam rangkaian kegiatan Pekan

Kebudayaan Nasional (PKN).

[PK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan
pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang
kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan
pemajuan kebudayaan. Penyusunan Indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku
kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat
multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan,
Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender.

Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga

bersifat lintas sektor.

Tabel 1I-24 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan
Kebudayaan Tahun 2025 serta Tahun 2024
2025
Indikator Kinerja Satuan Capaian
Sasaran Pemda 2024 Target | Realisasi %
Realisasi

Indeks Pembangunan Angka 67,90* 74,98 67,90** 90,56
Kebudayaan (IPK) Indeks

Sumber: Disbud DIY, 2025

Ket.: *) Angka capaian satu tahun sebelumnya (2023); **) Angka capaian dua tahun sebelumnya (2023)
Jika dilihat dari target tahun 2025, capaian kinerja IPK pada tahun 2025 (menggunakan
capaian tahun 2023) adalah sebesar 90,56%, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini
tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan peringkat kedua tertinggi
di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia

terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisis

komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra

I1-28

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2020 - 2021), dan Pasca Pandemi Covid
(2022-2023) pada 7 dimensi penyusun nilai [PK.

Tabel II-25 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2023

2023 2023
Nama Terhadap terhadap
No . . 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 . Pasca
Dimensi Pra Pandemi .
(2019) Pandemi
(2021)
1 | Ekonomi 71,51 | 64,79 | 56,79 | 67,32 | 59,1 -12,41 2,31
Budaya
Pendidikan 78,17 | 79,99 | 80,68 | 80,88 | 80,09 1,92 -0,59
Ketahanan 85,2 | 8504 | 76,5 | 77,9 | 78,78 -6,42 2,28
Sosial Budaya
4 | Warisan 68,61 | 61,11 | 56,57 | 58,2 | 63,29 -5,32 6,72
Budaya
5 | Ekspresi 62,31 | 57,15 | 41,11 | 45,06 | 50,63 -11,68 9,52
Budaya
6 | Budaya 78,04 | 80,34 | 56,2 | 57,72 | 60,51 -17,53 4,31
Literasi
7 | Gender 59,39 | 64,53 | 64,61 | 64,05 | 65,53 6,14 0,92
8 | IPKDIY 73,98 | 71,74 | 64,22 | 66,52 | 67,9 -6,08 3,68
NASIONAL 5591 | 54,65]| 51,90 | 55,13 | 57,13 1,22 5,23

Sumber: Kemendikbudristek RI, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2023 adalah sebesar 67,9.
Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK kedua tertinggi di
Indonesia. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPJMD Tahun
2024 yaitu sebesar 74,78. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu Ekspresi
Budaya, Ekonomi Budaya dan Budaya Literasi mengalami penurunan yang signifikan

selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas perencanaan dan
pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi pandemi. Hal ini berdampak
terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar

kecenderungan angka Indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah
dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan event kebudayaan secara hibrid
pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022. Pada tahun 2024
semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan
secara normal. Namun demikian, intervensi kegiatan melalui event yang dilaksanakan oleh
pemerintah belum cukup kuat untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana
sebelum adanya Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi
ekspresi budaya, ekonomi budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan
pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan dengan

penurunan saat pandemi. Meskipun demikian kenaikan secara signifikan justru sekaligus
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ditunjukkan oleh dimensi ekspresi budaya pada masa pasca pandemi. Dengan konteks
seperti ini diharapkan peningkatan signifikan pada dimensi ekspresi budaya dapat

sekaligus menjadi mendorong kenaikan dimensi-dimensi budaya lain secara simultan.

I1.2.b.4 Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju -
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan

PDRB DIY

Salah satu permasalahan pembangunan adalah ketimpangan yang berakibat pada
perbedaan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya penurunan ketimpangan
menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable
Development Goals (SDGs). Di DIY, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar
wilayah masih menjadi isu strategis dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Ketimpangan antar wilayah di DIY terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas perekonomian
di wilayah utara DIY yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ekonomi tiap
kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan
kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota menyebabkan terjadinya
ketimpangan tersebut. Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah dilakukan dengan
intervensi pemerataan pembangunan. Sebagaimana amanat RPJMD DIY 2022-2027,
pemerataan pembangunan diarahkan dengan menempatkan kawasan selatan sebagai
subjek prioritas didukung oleh reformasi kalurahan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal
secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk

kerjasama lain menjadi upaya pemerataan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang
positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2024 tumbuh lebih cepat
dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi
tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo,
Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta. Pada tahun 2024, PDRB ADHK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
menyumbang lebih dari 59% dari total PDRB DIY. Adapun PDRB ADHK tiga wilayah yang
belum maju yaitu Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan luas wilayah 80% dari luas

wilayah DIY menyumbang sekitar 40,10% dari keseluruhan output DIY pada tahun 2024.
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Tabel II-26 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan
Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2025 serta Tahun

2024
PR 2025
Indikator Sasaran Satuan Reza(;lzszm
Target | Realisasi | % Realisasi
Kontribusi PDRB % 40,10 40,13 40,10* 99,93

Kawasan Belum Maju
terhadap Keseluruhan
PDRB DIY

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Ket.: *) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Adapun kontribusi PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2024 disajikan pada tabel
berikut:

Tabel 1I-27 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2024

PDRB ADHK (miliarRp) | PDRB ADHK (miliarRp) | | 2n&sa PDRB ADHK
Kab/Kota Tahun 2023 Tahun 2024 terhadap DIY Tahun
2024 (%)

Kulon Progo 9.951,95 10.426,23 8,38
Bantul 21.867,77 22.964,66 18,46
Gunungkidul 15.749,22 16.506,42 13,27
Sleman 39.508,68 41.559,54 33,4
Yogyakarta 31.378,8 32.964,35 26,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (diolah)

I1.2.b.5 Meningkatnya Good Governance

1.1.1.7 Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan
pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis
opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yaitu
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, opini Tidak Wajar atau adversed opinion, dan

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan

[1-31

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan opini terbaik yang dapat diberikan oleh BPK atas

laporan keuangan pemerintah.

Tabel II-28 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Opini BPK Tahun 2025 serta

Tahun 2024
Indikator Satuan | Realisasi Tahun 2025
Sasaran 2024 Target | Realisasi % Realisasi
Opini BPK Opini WTP WTP WTP* 100

Sumber: BPKA DIY, 2025 (data diolah)
Ket.:*) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2024 berhasil memperoleh
opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Pencapaian opini WTP bukan sekedar prestasi,
melainkan merupakan cerminan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah
dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Di
dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027, opini BPK merupakan salah satu sasaran/ indikator

kinerja dengan target yaitu tercapainya opini WTP.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

mempertahankan opini WTP antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan
kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan
pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung
untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.

b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan
review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan

daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.
1.1.1.8 SAKIP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good
governance melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas sebagai salah satu
pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat
digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem
akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang
jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat
disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas,
kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan
pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan,

partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan

I1-32

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



transparan; serta perumusan Kkebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan,

transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN
dan RB RI Nomor B/272/AA.05/2024), dengan nilai sebesar 92,65 atau Predikat AA. Hal
tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”,
yaitu telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan
diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien
(reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
90,28 90,19 90,31 90,05 91,09 92,10 92,65
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Sumber: Bapperida DIY, 2025 diolah

Gambar II-12 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024

Tabel II-29 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 serta Tahun 2023

L Tahun 2024
Indikator Sasaran Satuan Realisasi %
2023 Target | Realisasi L
Realisasi
Nilai Akuntabilitas Predikat AA AA AA 100
Kinerja Pemerintah (92,10) (92,65)
(AKIP)

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024; KemenPAN RB RI, 2025 (data diolah)

Rincian hasil evaluasi tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel II-30 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP Tahun

2023-2024
Nilai
Komponen yang Dinilai Bobot

2023 2024
a. Perencanaan Kinerja 30 28,17 28,32
b. Pengukuran Kinerja 30 26,75 26,91
c. Pelaporan Kinerja 15 14,04 14,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 23,14 23,28
Nilai Hasil Evaluasi 100 92,10 92,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja AA AA

Sumber: KemenPAN RB RI, 2024
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Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024,
masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun
pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A)
kemudian periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target (AA). Selanjutnya
pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2022-2027 (Tahun 2024), realisasi juga telah
sesuai target yang ditetapkan yaitu pada predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP
yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2024, Pemda DIY memperoleh nilai
92,65 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2023, dari total
semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 0,55 poin. Kenaikan tersebut
pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,15 poin;
Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,16 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1

poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,14 poin.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2024 tersebut berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
Pada komponen Perencanaan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan
kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja
pada tingkat Perangkat daerah dengan kualitas yang baik dan telah menjawab
isu/permasalahan strategis daerah dan masing-masing urusan perangkat daerah yang
sesuai mandatnya. Selain itu, perencanaan kinerja perangkat daerah telah menjadi acuan
dalam perencanaan kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pemda DIY dan unit kerjanya telah melakukan
pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh
Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja
tersebut telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran
kinerja di Pemda DIY telah memanfaatkan aplikasi “Sengguh” yang mengintegrasikan
perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pemantauan capaian kinerja fisik dan
keuangan serta pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja,
Pemda DIY telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja, baik pada tingkat Pemda maupun
tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan informasi dan analisis
sesuai ketentuan. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,
inspektorat DIY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat
Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi
tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan

PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.
1.1.1.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk

mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan
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pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Pada perhitungan IDI tahun
2023 digunakan metode baru dimana terdapat tiga aspek demokrasi yang dijadikan sebagai
dasar penyusunan, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas

Lembaga Demokrasi.

Tabel II-31 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia
Tahun 2024 serta Tahun 2023

isasi 2024
Indikator Sasaran | Satuan Realisasi
2023 Target | Realisasi % Realisasi
Indeks Demokrasi Angka 83,88 Tinggi Tinggi 96,07
Indonesia Indeks (87,31 - 83,88*
90,57)

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)
Ket: *Angka capaian tahun 2023

Data capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) saat ini baru tersedia sampai dengan tahun
2023 dengan capaian 83,88. Angka tersebut menunjukan adanya penurunan 1,74 poin
dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2022 yakni 85,62. Pada tahun 2023, DIY berada
pada peringkat 3 (empat) nasional, turun 2 peringkat dibanding tahun 2022. Tingkat
Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum masuk pada kategori TINGGI.

Adapun hasil capaian dari masing-masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 1I-32 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

No Indikator 2021 | 2022 | 2023 | Kategori
ASPEK KEBEBASAN 74,31 | 87,35 | 77,76 | SEDANG

1 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, 79 93,02 | 79,24
berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara

2 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, 30 100 82,7
berserikat, dan berpendapat antar masyarakat

3 | Terjaminnya kebebasan berkeyakinan 88,33 | 88,36 | 654

4 | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, 100 100 100
berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan
dalam setiap kebijakan

5 Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam 70,39 | 70,39 | 70,39
pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat
Pemenuhan hak-hak pekerja 59,83 | 76,06 | 71,03
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan 77,75 | 78,86 | 74,56
fungsinya
ASPEK KESETARAAN 87,29 | 88,76 | 89,21 TINGGI
8 | Kesetaraan Gender 100 100 100
9 | Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi 100 100 100
kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
10 | Anti monopoli sumber daya ekonomi 73,17 75 76,5
11 | Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan 91,09 | 93,07 | 91,73
perlindungan bagi warga miskin
12 | Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah 95,44 | 9594 | 96,31
13 | Akses masyarakat terhadap informasi publik 74,39 78 81,37
14 | Kesetaraan dalam pelayanan dasar 84,03 | 85,56 | 85,04
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No Indikator 2021 | 2022 | 2023 | Kategori

ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI 80,74 | 80,17 | 83,51 TINGGI
15 | Kinerja Lembaga Legislatif 55,56 | 30,77 50
16 | Kinerja Lembaga Yudikatif 86,94 | 86,79 | 87,25
17 | Netralitas Penyelenggara Pemilu 75,00 75 75

18 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 66,67 100 100
terkait kebijakan pejabat pemerintah

19 | Jaminan pemerintah/pemerintah daerah 65,66 | 65,96 | 66,29
terhadap pelestarian lingkungan dan ruang
hidup masyarakat

20 | Transparansi Anggaran dalam Bentuk 100 | 85,71 100
Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah

21 | Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik 91,60 | 92,2 92
22 | Pendidikan Politik pada kader partai politik 94,00 100 94
NILAI IDI KOMPOSIT 81,21 | 85,62 | 83,88 TINGGI

Sumber: BPS DIY, 2025

I1.2.b.6 Terwujudnya Kkesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk
mendukung terwujudnya dukungan terhadap tujuan pemerintah daerah yaitu terwujudnya
lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam upaya untuk merealisasikan terwujudnya sasaran
tersebut, sesuai dengan RPJMD DIY 2022-2027 maka diambil langkah strategi yaitu
meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Adapun arah kebijakan
yang dilakukan melalui (a) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
(b) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi
perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (c) meningkatkan
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan

Tanah Kalurahan.

Pada Tahun 2024 kinerja indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung
oleh aspek Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang yang dapat
dirinci antara lain:

a. Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan
peruntukan/ zona lindung dan kawasan peruntukan/ zona budi daya dibanding
dengan keseluruhan luas kawasan;

b. Perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui (1) evaluasi kesesuaian
program, lokasi dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan;
(2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil
penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan
tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan

pembangunan jaringan prasarana.
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Tabel II-33 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 serta Tahun 2024

2025
Indikator Kinerja Capaian
Satuan %
Sasaran 2024 Target | Realisasi .
Realisasi
Persentase Kesesuaian % 82,83 83,74 82,83* 98,91
Pemanfaatan Ruang

Sumber: Dinas PTR DIY, 2025

Ket.: *) Angka capaian menggunakan tahun 2024

Sebagaimana data di atas bahwa target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar
83,74 dan realisasi tahun 2025 sebesar 82,83 (98,91%). Angka capaian tersebut
menggunakan tahun 2024. Perhitungan tersebut didapatkan dari dua indikator, yaitu (a)

keterwujudan pola ruang; dan (b) Kesesuaian struktur ruang.

Tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW DIY di tahun 2024 terbagi menjadi 2
(dua) yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan kawasan budi
daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.01.01/X1/2023 tentang
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Dalam mencari tingkat perwujudan kawasan
lindung perlu diketahui luas kawasan lindung pada rencana pola ruang dan luas kegiatan
yang tidak mendukung fungsi lindung. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung
tingkat perwujudan kawasan lindung. Dapat diidentifikasi bahwa tingkat perwujudan
kawasan lindung sebesar 99,01%. Kawasan lindung yang paling tinggi tingkat
perwujudannya adalah badan air, kawasan cagar budaya, dan kawasan pencadangan
konservasi di laut sebesar 100%. Sedangkan kawasan lindung yang paling rendah tingkat
perwujudannya adalah kawasan lindung geologi sebesar 91,40%. Selanjutnya untuk tingkat
perwujudan kawasan budi daya sebesar 84,65%. Kawasan budidaya yang paling tinggi
tingkat perwujudannya adalah kawasan perikanan sebesar 100%. Sedangkan kawasan budi
daya yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan peruntukkan industri
sebesar 1,73%. Selanjutnya untuk penilaian keterwujudan pola ruang didapatkan dari
kumulatif persentase kawasan lindung (bobot 60%) ditambah dengan persentase kawasan

budidaya (bobot 40%), sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 93,26%.

I1.2.b.7 Menurunnya risiko bencana - Indeks Risiko Bencana Indonesia

(IRBI) DIY

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan
kondisi pasca-bencana. Penanggulangan bencana melibatkan upaya yang sistematis mulai
dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan. Oleh karena itu,
Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6

urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
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Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah,
mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk
menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko
Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar

rumus dasar Risiko= (ancaman x kerentanan)/kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman
dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.
Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk
menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara
agregat nantinya akan Kkita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY
dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengevaluasi potensi risiko bencana yang dapat terjadi di suatu kawasan. Proses ini
bertujuan untuk memahami kemungkinan terjadinya bencana, potensi dampaknya, serta
bagaimana risiko tersebut dapat dikelola atau dikurangi. Pengkajian risiko bencana
merupakan langkah penting dalam perencanaan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, yang

membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana.

Tabel 1I-34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Indonesia
(IRBI) DIY Tahun 2024 serta Tahun 2023

Tahun 2024
Indikator Satuan Capaian
Kinerja Sasaran 2023 L %
Target | Realisasi s
Realisasi
Indeks Risiko Bencana Angka 108,15 108,70 102,83 105,40
Indonesia (IRBI) DIY Indeks

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2024 (Surat BNPB Nomor: B-06.14/BNPB/D-1/55.01.03/01/2025)

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x
kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang
terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2024 adalah
102,83, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu
pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target
penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana
prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca
ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7)
Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY
meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam
menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenubhi.

Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (Penta Helix) masih
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belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah
sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 159,65; 2) Kabupaten Bantul 129,50; 3)
Kabupaten Gunungkidul 94,43; 4) Kabupaten Sleman 73,35; dan 5) Kota Yogyakarta 64,22.

I1.2.b.8 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Sasaran

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator sasaran tersebut, sampai
dengan Triwulan I, 2025 dari 13 indikator kinerja sasaran, terdapat 6 indikator kinerja
sasaran yang telah memenuhi target diantaranya: Pendapatan per Kapita, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Inflasi, Opini BPK, SAKIP, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia
(IRBI) DIY. Sementara terdapat 7 indikator yang belum mencapai 100% antara lain Angka
Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembanunan Manusia, Indeks Pembangunan
Kebudayaan, Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY,
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
Capaian indikator kinerja sasaran final akan diperoleh pada akhir tahun anggaran atau awal

tahun anggaran berikutnya.

II.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu
Apek Kesejahteraan Masyarakat, Apek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan umum.
Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut beserta dengan
realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Tabel 2- 175 Capaian Indikator Kinerja Daerah DIY s.d. Triwulan [ Tahun 2025

Aspek/Fokus/ Baseline Target Realisasi
Bidang Urusan
No | Indikator Kinerja 2025
. — 2023 2024 2025 (TW D %
Daerah

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Angka Pertumbuhan 5,07 5,1-5,6 5,3-5,8 5,03 99,02
Ekonomi/PDRB
Inflasi (%) 3,17 2-4 3,1-3,8 1,56 156,25
Pendapatan Per 31,75 30,23 31,51 33,14 105,17
Kapita (Rp juta)
Indeks Williamson 0,456 0,441 0,438 0,4805 90,29
5 Angka Kemiskinan 11,04 10,16 10,00 - 10,40 97,69
10,50
6 Kontribusi PDRB 42,2 40,09 40,13 40,10 99,93
kawasan belum
maju terhadap
keseluruhan PDRB
DIY
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024 2025

2025
(TWI)

%

Indeks Gini

0,449

0,419 0,443 -
0,447

0,428

103,13

Pertumbuhan PDRB
Sektor Pertanian,
Industri Pengolahan
dan Akomodasi
Makan Minum (%)

5,38

3,1 3,4

4,06

119,41

Rata-rata
Pertumbuhan
Ekonomi pada
Kabupaten/Kota
yang belum maju
(Bantul,
Gunungkidul, Kulon
Progo)

5,28

5,57 5,76

4,87

84,55

Fokus Kesejahteraan Sosial

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

3,69

3,45-3,8 3,12-3,51

3,48

100,86

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

81,09

81,38-81,56 81,68

81,62

99,93

Opini BPK

WTP

WTP WTP

WTP

100

Indeks
Pertumbuhan
Inklusif/IGI
(Inclusive Growth
Index)

6,24

6,42 6,52

5,90

91,90

Indeks Kebahagiaan

71,7

73,41 73,98

71,70

96,92

Indeks
Pembangunan
Kebudayaan

66,52*

74,78 74,98

67,90

90,56

Indeks Reformasi
Birokrasi

A (88,15)

A (83,18) A (83,78)

A (88,15)

105,22

SAKIP

AA (92,10)

AA(92,45) | AA(928)

AA (92,65)

99,84

Harapan Lama
Sekolah

15,66

15,74 15,76

15,70

99,62

10

Angka Harapan
Hidup

75,18

75,18 75,21

75,36

100,20

11

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

86,67

87,76 88,77

87,03

98,04

12

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

76,87

77,37 77,67

78,46

101,02

13

Indeks Kebebasan

87,35

74,76 74,91

77,76

103,80

14

Indeks Kesetaraan

88,76

87,74 87,89

89,21

101,50

15

Total Fertility Rate

1,81

1,8-2,2 1,8-2,2

1,83

100

16

Persentase sekolah
jenjang pendidikan
menengah dengan
nilai asesmen
literasi memenuhi

55,29

76,39 77,38

95,30

123,16
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

kompetensi
minimum

17

Persentase sekolah
jenjang pendidikan
menengah dengan
nilai asesmen
numerasi memenuhi
kompetensi
minimum

63,4

59,52

60,52

94,78

156,61

18

Prevalensi Stunting

18

14

12,9

17,4

65,12

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)

Tinggi (83,88)

Tinggi
(81,66)

Tinggi
(87,31 -
90,57)

Tinggi
(83,88)

96,07

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Sedang (66,29)

Sedang
(63,71)

Sedang
(64,19)

Sedang
(68,44)

106,62

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang

84,87

82,62

83,74

82,83

98,91

Indeks Risiko
Bencana Indonesia
(IRBI) DIY

108,15

113,11

108,7

102,83

105,40

Crime rate (Risiko
Penduduk Terkena
Kejahatan)

133,76

124,7

120,5

72,86

139,54

Indeks Kematangan
SPBE

4,94

3,12

4,3

4,53

142,90

Persentase Desa
Mandiri

65,31

62,24

69,9

90,56

126,56

Rasio
Kewirausahaan (%)

3,23

3,7

3,8

4,18

110

Indeks Ketahanan
Daerah (IKD)

0,67

0,7

0,75

0,70

93,33

10

Persentase
Penduduk yang
mendapatkan
layanan dasar layak

96,28

98,203

98,802

96,83

98,00

11

Budaya benda dan
tak benda yang
diapresiasi oleh
pihak luar Pemda
DIY (regional,
nasional,
internasional)

363

349

355

399

112,39

12

Persentase
Penyediaan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi

64,05

67,03

76,7

74,04

96,53

13

Penurunan emisi
GRK (ribu CO2eq)

212

2.639

2.641

3269,42

123,79
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

14

Perwujudan pola
ruang (%)

84,87

93,22

94,48

93,26

98,71

15

Capaian Fasilitasi
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Bidang
Tanah Kasultanan,
Kadipaten, dan
Tanah Desa (%)

21,89

24,23

27,51

29,70

107,96

ASPEK PELAYANAN UMUM

Urusan Pendidikan

Rata-rata Lama
Sekolah

9,83

9,66

9,68

9,92

102,48

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kategori
kemampuan literasi
minimal cakap
jenjang SMA

21,45%

50,71%

50,73%

94,31

185,91

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kategori
kemampuan
numerasi minimal
cakap jenjang SMA

12,40%

30,84%

30,86%

90,59

293,55

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kategori
kemampuan literasi
minimal cakap
jenjang SMK

41,47%

51,94%

51,96%

82,73

159,22

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kategori
kemampuan
numerasi minimal
cakap jenjang SMK

22,00%

30,37%

30,39%

77,21

254,06

Angka Partisipasi
Sekolah (APS)
penduduk usia 16-
18 tahun

91.17%

89,98%

90,00%

90,36

100,40

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kemampuan
literasi Mahir
jenjang SMA

71.77%

21,94%

21,96%

80,48

366,49

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kemampuan
numerasi Mahir
jenjang SMA

75,66%

18,96%

18,98%

81,32

428,45

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kemampuan
literasi Mahir
jenjang SMK

38.81%

14,05%

14,07%

52,35

372,07

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

[1-42

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024 2025

2025

(TWI) 0

10

Capaian Proporsi
peserta didik
dengan kemampuan
numerasi Mahir
jenjang SMK

51.14%

11,07% 11,09%

57,69 520,20

11

Tingkat Penyerapan
Lulusan SMK

64.89%

36,52% 36,57%

91,40 249,93

12

Angka Partisipasi
Sekolah (APS)
Penduduk Usia 4-18
tahun disabilitas

75,34%

51,33% 51,35%

75,34 146,72

Urusan Kesehatan

Indeks Keluarga
Sehat

0,35

0,36 0,39

0.396 98,46

Prevalensi Berat
Badan Kurang
(Berat Badan
Kurang dan Sangat
Kurang) Pada Balita

11,9

11,7 11,5

10,76 106,43

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase warga
negara yang
menempati hunian
dengan akses air
minum layak

95,49%

95,90% 96,32%

96,41 100,09

Persentase Warga
Negara yang
menempati hunian
dengan akses
sanitasi layak

97,69%

97,09% 97,41%

98,11 100,72

Persentase
penyediaan
infrastruktur
sumber daya air

73,43%

85,94% 90,63%

101,56 112,06

Persentase
Pembangunan
Jaringan Jalan

99,17%

98,66% 98,77%

99,929 100,53

Peningkatan
persentase
pembinaan kinerja
jasa konstruksi

83,87%

86,07% 90,72%

90,2 99,43

Prosentase
pelaksanaan urusan
pemerintahan
bidang pekerjaan
umum, perumahan
dan kawasan
permukiman serta
urusan bidang
energi dan sumber
daya mineral di DIY

100%

100% 100%

97,69 97,69
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

Persentase kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang

58,90%

73,28%

81,92%

7,11

8,68

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase rumah
tangga yang
menempati tempat
tinggal layak huni

95,67%

95,83%

95,98%

95,97

99,99

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan

Masyarakat

Persentase kualitas
penyelenggaraan
trantibumlinmas

65%

70%

75%

87,13

116,17

Persentase
terwujudnya
ketentraman,
ketertiban umum
dan pelindungan
masyarakat di
Daerah Istimewa
Yogyakarta

60%

70%

80%

70

87,5

Kontribusi capaian
5 prioritas dalam
IKD terhadap
Ketahanan Daerah
DIY

97,30%

101,4

101,3

101,4

100,1

Rerata capaian skor
5 Prioritas dalam
Indeks Ketahanan
Daerah (IKD) DIY

0,65%

0,71

0,76

0,76

100

Urusan Sosial

Persentase Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang
memperoleh
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perlindungan,
jaminan sosial, serta
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dan
masyarakat sasaran
yang meningkat
kemampuan dan
partisipasinya
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
serta mampu
mampu
mewujudkan nilai-

2597%

28,18%

28,32%

7,47

26,38
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025

(TWI) 0

nilai keperintisan
kejuangan dan
kesetiakawanan
sosial

Persentase PPKS
yang memperoleh
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perlindungan,
jaminan sosial, dan
meningkat
keberfungsian
sosialnya serta PSKS
yang meningkat
kemampuan dan
partisipasinya
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

57,50%

21,22%

21,51%

10,15 47,19

Persentase
masyarakat sasaran
yang mampu
mewujudkan nilai-
nilai keperintisan
kejuangan dan
kesetiakawanan
sosial

26,20%

26,26%

Persentase daerah
rawan bencana yang
siap menghadapi
kejadian bencana
bersama dengan
Taruna Siaga
Bencana (Tagana)
dan Tenaga Pelopor
Perdamaian (TPP)

61,03%

61,03%

2,91 4,77

Urusan Tenaga Kerja

Persentase lulusan
pelatihan yang
ditempatkan

75%

75%

13 17,33

Persentase
penempatan dan
pemberdayaan
tenaga kerja

67,50%

70%

7,38 10,54

Jumlah Perusahaan
yang menerapkan
tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB,
Struktur Skala Upah
dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

2.615
Perusahaan

2.629
Perusahaan

2.639
Perusahaan

2630 99,66

Jumlah Perusahaan
yang menerapkan
Norma Kerja dan
Norma K3

2.730
Perusahaan

2.748
Perusahaan

2.768
Perusahaan

2755 99,53
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025

(TWI) 0

Persentase
perusahaan dengan
kategori
produktivitas baik

n/a

65%

70%

0 0

Tingkat
produktivitas DIY

Rp 55,44
juta/tenaga
kerja

Rp 54,09
juta/tenaga
kerja

Rp 56,37
juta/tenaga
kerja

57,08 101,26

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Rasio kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak di Masyarakat

n/a

0,63

0,63

0,53 118,86

Persentase
Keterwakilan
perempuan dalam
politik (DPRD,
Bupati/walikota dan
Bamuskal)

18,24%

18.5%

19%

19 100

Persentase korban
kekerasan
perempuan dan
anak yang
mendapatkan
layanan
komprehensif di
UPTD dan P2TPA
se-DIY

80%

95.00%

95.50%

100 104,71

MUKP (Median Usia
Kawin Pertama
Perempuan)

n/a

22,9 tahun

23 tahun

23 100

Urusan Pangan

Skor Pola Pangan
Harapan (PPH),
berdasarkan
standar Angka
Kecukupan Gizi
(AKG) 2.100

kkal /kapita/hari
(skor)

96,24

96,3

96,4

95,66 99,23

Persentase daerah
rentan rawan
pangan (%)

3,85%

513%

3,85%

0,00 200

Indeks Ketahanan
Pangan (skor)

83.17

82.08

82.41

84,15 102,11

Prevalensi
Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

(%)

10,08

13,08

9,06

9,05 99,89

‘ Urusan Pertanahan
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

Persentase kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang dan
penataan agraria di
daerah

52,24%

59,90%

68,33%

11,03

16,14

Persentase
Penyelenggaraan
Penataan Agraria di
daerah sesuai
ketentuan

53,39%

46,53%

54,74%

4,27

7,80

Urusan Lingkungan Hidup

Persentase ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan
oleh Provinsi

27,78%

25%

25,34%

7,53

29,72

Nilai indeks
pencemaran sungai
lintas kab/kota

6,52

6,11

6,03

5,69

112,73

Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil

Persentase
kepemilikan
dokumen
kependudukan

95,90%

93,96%

94,00%

97,01

103,24

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga
kemasyarakatan
dan lembaga
ekonomi yang
mampu mendorong
pelaksanaan
pembangunan
desa/kelurahan

4 lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

75

Persentase rumusan
bahan kebijakan
kapasitas sumber
daya masyarakat
yang ditindaklanjut

100%

100%

100%

n/a

n/a

Terpenuhinya
kebijakan dan
keberdayaan
masyarakat desa
yang berkualitas

100%

100%

100%

100

100

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah
anak per-keluarga

n/a

1,14

1,14

0,67

58,77
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025

(TWI) 0

Jumlah Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(PUSPAGA)

3 lembaga

4 lembaga

5 lembaga

6 120

Urusan Perhubungan

Persentase Capaian
Mobilitas
Berkelanjutan di
Wilayah DIY

40,30%

48,34%

60,24%

28,81 47,83

Persentase Capaian
Jalan
Berkeselamatan
Berbasis Angkutan
Umum

41,63%

48,44%

59,19%

29,48 49,81

Persentase Capaian
Pengelolaan Sektor
Transportasi di
Kawasan Strategis
Dalam Mendukung
Pelestarian
Lingkungan

39,11%

48,25%

61,29%

28,13 45,90

Urusan Komunikasi dan Informatika

Persentase Jumlah
Badan Publik Pemda
DIY Kategori
Informatif

38.46%

29.73%

35.14%

40,54 115,37

Indeks Kematangan
Manajemen SPBE

4,64

1,92

1,97

4,83 245,18

Predikat
pelaksanaan
pemerintahan
berbasis elektronik
di DIY

Baik

Baik

Baik

Memuaskan 156,78

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi
modern

11

Jumlah UMKM yang
berkembang
usahanya (pada
tahun n)

1.500

1.550

335 21,61

Jumlah wirausaha
Baru / Pemula

6.115

8.365

6379 76,26

Jumlah UMKM yang
berkembang
usahanya (aspek
SDM dan produksi)

130

130

15 11,54

Jumlah omset
Koperasi dan UMKM
(Triliun rupiah)

17,93

18025

18175

5904 32,48
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

Rasio Wirausaha
baru terhadap Total
Angkatan Kerja (%)

4,07

3,95

4,15

n/a

Urusan Penanaman M

odal

Nilai Realisasi
Investasi di DIY

Rp 5,69 Triliun

Rp 3,02
Triliun

Rp 3,22
Triliun

0,3

9,32

Nilai Predikat
Pelayanan Prima

A

A

A

100

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah capaian
medali pada
kejuaraan
multievent

27 medali

22 medali

24 medali

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK) Pemuda

64,89

65,61

65,63

66,15

100,79

Persentase pemuda
bekerja

59,33%

63,34%

64,84%

72,17

111,30

Peringkat yang
diraih dalam Pra-
POPNAS dan
POPNAS

peringkat 5
besar (pra
popnas)

peringkat 4
besar (pra
popnas)

peringkat
8 besar
(Popnas)

Peringkat yang
diraih dalam
PEPARPENAS

peringkat 9
besar

peringkat 6
besar

Peringkat
6 besar

Urusan Statistik

Persentase data
statistik sektoral
menuju prinsip satu
data pembangunan
daerah

68,44%

70%

75%

76,2

101,6

Urusan Persandian

Skor Kematangan
Keamanan

Informasi (Indeks
KAMI) Pemda DIY

632

630

631

643

101,90

Urusan Kebudayaan

Jumlah sumber daya
kebudayaan
pendukung
keistimewaan yang
terkelola

432

434

432

99,54

Jumlah sarana
prasarana
pendukung
keistimewaan yang
terkelola

280

282

280

99,29
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025

(TWI) 0

Jumlah agenda
budaya pendukung
keistimewaan yang
terkelola

n/a

248

250

248 99,20

Meningkatnya
kinerja
pengembangan nilai
sejarah, warisan
budaya dan
museum

5,20%

4,85%

6,09%

Peningkatan jumlah
penyelenggaraan
event budaya
tingkat provinsi,
nasional,
internasional

100 event

15 event

16 event

Peningkatan jumlah
kegiatan
pengembangan seni
budaya dan tradisi
di DIY

375 lembaga

385 lembaga

395
lembaga

Urusan Perpustakaan

Persentase
pemanfaatan
koleksi pustaka dan
arsip

22%

23%

44,14 191,30

Persentase
ketermanfaatan
perpustakaan oleh
masyarakat

57,86%

50%

51%

59,23 116,14

Urusan Kearsipan

Tingkat Ketersediaan
Arsip

84,33%

51%

51,25%

70,01 136,60

Urusan Kelautan dan Perikanan

Nilai Subsektor
Perikanan dalam
PDRB DIY (ADHK)
(juta rupiah)

349.603

368.122

371.350

371.350 100

Nilai produksi
perikanan budidaya
dan tangkap (juta
rupiah)

2.709.243

2.293.318

2.305.813

869.767 37,72

Peningkatan
pendapatan
pembudidaya ikan
kelompok miskin
(juta rupiah/tahun)

n/a

36 juta
rupiah/tahun

36 juta
rupiah/tah
un

n/a n/a

Nilai produksi
perikanan budidaya
kelompok miskin
(dalam juta
rupiah/tahun)

180 juta
rupiah/tahun

180 juta
rupiah
/tahun
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

Nilai Akhir Evaluasi
Efektivitas
Pengelolaan

Kawasan Konservasi
(skor)

n/a

40,5

46,39

0

Luas kawasan
konservasi yang
ditetapkan (Ha)

695,89

5670,87

5822,92

Urusan Pariwisata

Lama Tinggal
Wisatawan wisman
/ 12 bulan)

2,18 hari

2,48 hari

2,52 hari

1,93

76,59

Lama Tinggal
Wisatawan wisnus /
12 bulan

1,35 hari

1,52 hari

1,57 hari

1,41

89,81

Rata-rata Spending
money wisatawan
mancanegara ($)

($) 672

($) 550

($) 600

Rata-rata spending
money wisatawan
nusantara (rupiah)

Rp2.226.938

Rp2.400.000

Rp2.500.0
00

Total Yield (Jumlah
wisatawan x
Belanja/per hari) -
Satuan (Rp.)

n/a

17,2T

20T

Urusan Pertanian

Rata-rata
persentase
peningkatan
produksi tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan, dan
peternakan (%)

1,21%

0,21%

0,21%

20,035

9.540,47

Nilai sub sektor
tanaman pangan,
hortikultura,
perkebunan, dan
peternakan dalam
PDRB (ADHK) (juta
rupiah)

8.179.176 juta
rupiah

8.180.687.
juta rupiah

8.242.042
juta rupiah

8.207.475
juta
rupiah

99,58

Persentase
kontribusi sektor
pertanian terhadap
kesesuaian tata
ruang (%)

0,017

2,01%

3,99%

3,96

99,25

Peningkatan
persentase
kontribusi sektor
pertanian terhadap
kesesuaian tata
ruang (%)

0,003

1,98%

1,98%

2,42

161,33
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Aspek/Fokus/ Baseline Target

Realisasi

Bidang Urusan

No | Indikator Kinerja

Pembagunan
Daerah

2023 2024 2025

2025
(TWI)

%

Urusan Kehutanan

1 Persentase luas 7,01% 3,15% 4,61%
lahan kritis yang
direhabilitasi di DIY

4,55

101,56

2 Peningkatan jumlah 5% 5% 5%
produksi sektor
kehutanan

100

3 Ketercapaian 84,75% 85,91% 92,76%
kinerja
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
serta keterwujudan
pengelolaan hutan
lestari

77,2

100

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Persentase rumah 99,99% 99,99% 99,99%
tangga berakses
listrik

99,99

100

2 Persentase 9,17% 9,23% 9,28%
pengusahaan
kawasan
peruntukan
pertambangan
sesuai dengan pola
ruang

9,23

99,46

3 Pengendalian <20% <20% <20%
Rerata Penurunan
Air Muka Tanah

<20%

100

Urusan Perdagangan

1 Kontribusi 8,17% 8,39% 8,44%
Perdagangan
Terhadap PDRB DIY

2 Laju pertumbuhan 4,29% 5,32% 5,38%
Perdagangan dalam
PDRB

Urusan Perindustrian

1 Kontribusi Industri 11,82% 12,15% 12,20%
Pengolahan
Terhadap PDRB DIY

2 Laju pertumbuhan 4,29% 2,50% 3,00%
Industri Pengolahan
dalam PDRB

Urusan Transmigrasi

1 Persentase 100% 90% 90%
transmigrasi yang
bertahan pada masa
adaptasi

100

111,11
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024 2025

2025
(TWI)

%

Sekretariat Dewan

Persentase Agenda
DPRD yang
terselesaikan tepat
waktu

137,09%

96% 96%

25%

26,04

Kepuasan pelayanan
kepada DPRD

91,38%

83% 84%

89,18%

105,95

Sekretariat Daerah

Persentase rumusan
kebijakan menjadi
kebijakan yang
ditindaklanjuti
dalam mendukung
Program Pemda
Pengembangan
Sektor Unggulan

100%

100% 100%

Persentase rumusan
kebijakan menjadi
kebijakan yang
ditindaklanjuti
dalam mendukung
pencapaian sasaran
Pemda
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas dan
berkelanjutan

100%

100% 100%

Persentase bahan
kebijakan yang
mendukung
program pemda

40% 60%

Persentase hasil
kajian, koordinasi,
monitoring dan
evaluasi bidang bina
mental, kesehatan
dan sumber daya
manusia yang
menjadi naskah
bahan kebijakan

67,50% 80%

20%

25,00

Persentase rumusan
bahan kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan
umum, otonomi
daerah dan kerja
sama dalam negeri,
pembinaan dan
pengawasan
Pemerintahan
Kalurahan/Keluraha
n dan
Kapanewon/Keman
tren, serta penataan
administrasi batas

100%

100% 100%

26

26,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

daerah dan
toponimi

Persentase
Responsivitas
Dinamika
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

100%

100%

100%

100%

100

Persentase layanan
hukum yang
berkualitas

100%

100%

100%

100%

100

Rerata Capaian
Produk Hukum
serta Bantuan dan
Layanan Hukum
yang Berkualitas

100%

100%

100%

28,13

28,13

Persentase
perangkat daerah
yang telah
melaksanakan
Reformasi Birokrasi
kategori "sangat
baik" (A)

100%

94,60%

94,60%

10

Persentase
perangkat daerah
dengan tingkat
kematangan tinggi

94,60%

80%

86,67%

11

Persentase capaian
pelaksanaan urusan
keistimewaan

90,04

89,1

89,2

90,95

101,96

12

Persentase lembaga
pengampu
keistimewaan
dengan capaian
kinerja yang
berkualitas baik

100

90,1

90,2

99,53

110,34

13

Persentase rumusan
kebijakan menjadi
kebijakan dalam
mendukung
program Pemda
(bidang
infrastruktur)

30%

30%

60%

50

83,33

14

Persentase rumusan
kebijakan yang
mendukung
program Pemda
(bidang
infrastruktur) dan
Persentase kualitas
Pengadaan Barang
Jasa

30,76%

38,69%

62,37%

44,62

69,89

15

Persentase kualitas
pengadaan barang
dan jasa dan
persentase IKM

33,02%

64,76%

69,49%

39,23

56,45

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

16

Nilai rerata
kuesioner layanan
keprotokolan,
kerumahtanggan,
kepuasan
masyarakat
terhadap Informasi
Pemerintah Daerah,
dan nilai reformasi
birokrasi

91,07

86,56

86,88

93,66

106,52

17

Nilai rerata
kuesioner layanan
keprotokolan,
kerumahtanggan,
kepuasan
masyarakat
terhadap Informasi
Pemerintah Daerah,
dan nilai reformasi
birokrasi

91,07

86.56

86.88

93,66

106,52

Perencanaan Pemban

unan

Persentase
ketercapaian tujuan
perangkat daerah
DIY dengan kriteria
tinggi dan sangat
tinggi

85,71%

87,50%

98,11%

112,13

Persentase
ketercapaian
sasaran perangkat
daerah DIY dengan
kriteria tinggi dan
sangat tinggi

98,17%

88,10%

88,89%

99,21%

111,61

Keuangan

Transparansi dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan

100%

100%

100%

25%

25,00

Optimalisasi Barang
Milik Daerah

Rp16.108.924.
464*

Rp9.378.609.

475

Rp9.703.

109.475

Rp3.766.868.

533

38,82

Pengelolaan
keuangan,
pendapatan dan
aset daerah yang
transparan dan
akuntabel

100%

100%

100%

100%

100

Kepegawaian

Indeks
Profesionalitas ASN
(Skor)

83,19

59,09

63,09
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No

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pembagunan
Daerah

Baseline

Target

Realisasi

2023

2024

2025

2025
(TWI)

%

Persentase kualitas
pengelolaan
manajemen ASN

81,71%

68,75%

70,73%

0

Pendidikan dan Pelatihan

Persentase Aparatur
Sipil Negara yang
mengikuti pelatihan
dengan predikat
minimal
memuaskan

N/A

91%

91,50%

Persentase ASN
yang telah
mendapatkan
pelatihan minimal
20 JPL dalam 1
tahun

80%

15%

16%

10,43%

65,19

Penelitian dan Pengembangan

Persentase hasil
kelitbangan yang
ditindaklanjuti
untuk mendukung
perencanaan
pembangunan
daerah

81,74%

70%

75%

81,37%

108,49

Penghubung Daerah

Persentase layanan
penghubung yang
berkualitas dalam
menunjang
koordinasi
Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah
Pusat dan
pemangku
kepentingan lain

92,90%

87,50%

88%

88,80%

100,91

Nilai rata-rata
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap Kualitas
Layanan
Penghubung

92,29 angka
indeks

87,5 angka
indeks

88 angka
indeks

91,88 angka
indeks

104,41

Inspektorat Daerah

Persentase
penyelesaian tindak
lanjut hasil
pengawasan

95,19%

91,50%

92%

90,88%

102,69

Indeks Penilaian
integritas

77,33

72,5

73

74,6

102,19

Nilai Kapabilitas
APIP

level 3

level 3

level 3

level 3
(3,47)

115,67
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Aspek/Fokus/ Baseline Target Realisasi
Bidang Urusan
No | Indikator Kinerja 2025
Pembagunan 2023 2024 2025 (TW 1) %
Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Capaian Aspek 74,33 74,34 77,76 104,6
Kebebasan dalam
IDI (Indeks
Demokrasi
Indonesia) DIY

2 Rerata capaian skor 79,55 73,56 73,57 79,55 108,13
5 indikator dalam
Aspek Kebebasan
IDI

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada ketiga aspek tersebut dari total 183
indikator, 94 indikator telah tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan, 89
indikator belum memenubhi target, dan 5 indikator dengan keterangan n/a. Selanjutnya,
beberapa capaian indikator juga masih menggunakan capaian tahun 2024 dan beberapa
lainnya capaian final dihitung di akhir tahun 2025 sehingga persentase capaian masih

cenderung rendah.

I1.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah DIY

Program Pemerintah Daerah DIY (Program Pemda DIY) merupakan kekhususan yang
menjadi pembeda antara cascading kinerja Pemda DIY jika dibandingkan dengan cascading
Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan program antara yang menjadi
indikator kinerja yang menghubungkan antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan
Indikator Eselon II. Program Pemda ini secara pertanggungjawaban kinerja menjadi
tanggung jawab Sekretaris Daerah beserta para Asisten. Secara umum tingkat ketercapaian

target Program Pemda ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-35 Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah DIY s.d.

Triwulan I Tahun 2025
Program Indikator Target | Realisasi %
No Pemda Kinerja Satuan | poiMD | sd. TWI | Realisasi | ceterangan
1 Program Indeks Gini Indeks 0,415 0,428 103,13 | Data
Pemerataan bersumber dari
Kesejahteraa BPS, sesuai
n dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
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No Program Indikator Satuan Target | Realisasi % Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD | s.d. TWI | Realisasi
Persentase % 69,90 90,56 129,56 | Data
Desa Mandiri bersumber dari
Biro Bermas,
sesuai dengan
LKP] Gub DIY
tahun 2024
karena TW I
2025 data
capaian belum
rilis
2 Program Pertumbuhan % 3,4 4,06 119,41 | Data
Pengembanga | PDRB Sektor bersumber dari
n Sektor Pertanian, BPS, sesuai
Unggulan Industri dengan
Pengolahan, Laporan
dan Kinerja Pemda
Akomodasi DIY TW 12025
Makan
Minum
3 Program Rasio % 3,8 4,18 110,00 | Data
Pengembanga | Kewirausaha bersumber dari
n an Diskop UKM,
Kewirausaha sesuai dengan
an Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
4 Program Crime Rate Indeks | 120,50 72,86 139,54 | Data
Stabilitas (Risiko bersumber dari
Lingkungan Penduduk POLDA, sesuai
Sosial Terkena dengan
Ekonomi Kejahatan) Laporan
Masyarakat Kinerja Pemda
DIY TW 12025
5 Program Harapan Indeks 15,76 15,70 99,62 Data
Peningkatan Lama Sekolah bersumber dari
Aksesibilitas BPS, sesuai
dan Kualitas dengan
Pendidikan Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
Persentase % 77,38 95,30 123,16 | Data
Sekolah bersumber dari
Jenjang Disdikpora,
Pendidikan sesuai dengan
Menengah Laporan
dengan Nilai Kinerja Pemda
Asesmen DIY TW 12025
Literasi
Memenuhi
Kompetensi
Minimum
Persentase % 60,52 94,78 156,61 | Data
Sekolah bersumber dari
Jenjang Disdikpora,
Pendidikan sesuai dengan
Menengah Laporan
dengan Nilai Kinerja Pemda
Asesmen DIY TW 12025
Numerasi
Memenuhi
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No Program Indikator Satuan Target | Realisasi % Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD | s.d. TWI | Realisasi
Kompetensi
Minimum

6 Program Angka Indeks 75,21 75,36 100,20 | Data
Peningkatan Harapan bersumber dari
Kualitas Hidup BPS, sesuai
Kesehatan dengan
Masyarakat Laporan

Kinerja Pemda
DIY TW 12025

Prevalensi % 12,90 17,4 65,12 Data

Stunting bersumber dari
Dinkes, sesuai
dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025

Persentase % 98,802 96,83 98,00 Data

Penduduk bersumber dari

yang DPUPESDM,

Mendapatkan sesuai dengan

Layanan Laporan

Dasar Layak Kinerja Pemda
DIY TW 12025

7 Program Indeks Indeks 77,37 78,46 101,02 | Data
Peningkatan Pemberdayaa bersumber dari
Kualitas n Gender BPS, sesuai
Sosial (IDG) dengan
Masyarakat Laporan

Kinerja Pemda
DIY TW 12025

Total Fertility | Indeks | 1,8-2,2 1,83 100 Data

Rate (TFR) bersumber dari
BKKBN, sesuai
dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025

8 Program Budaya Jumlah 355 399 112,39 | Data
Pelestarian Benda dan bersumber dari
Budaya Tak Benda Disbud, sesuai
Benda dan yang dengan
Tak Benda Diapresiasi Laporan

oleh Pihak Kinerja Pemda
Luar Pemda DIY TW 12025
DIY

(Regional,

Nasional,

Internasional

)

9 Program Persentase % 76,70 74,04 96,53 Data
Pengembanga | Penyediaan bersumber dari
n Pusat Infrastruktur DPUPESDM dan
Pertumbuhan | Pendukung Bapperida,
dan Pengembanga sesuai dengan
Pemerataan n Ekonomi Laporan
Infrastruktur Kinerja Pemda

DIY TW 12025
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No Program Indikator Satuan Target | Realisasi % Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD | s.d. TWI | Realisasi
Rata-Rata % 5,76 4,87 84,55 Data
Pertumbuhan bersumber dari
Ekonomi BPS, sesuai
pada dengan
Kabupaten/ Laporan
Kota yang Kinerja Pemda
Belum Maju DIY TW 12025
(Bantul,
Gunungkidul,
Kulon Progo)
10 | Program Indeks Indeks 88,77 87,03 98,04 Data
Sinergitas Kepuasan bersumber dari
Tata Kelola Masyarakat Biro Organisasi,
Pemerintah (IKM) sesuai dengan
Daerah Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
Indeks Indeks 3,17 4,53 142,90 | Data
Kematangan bersumber dari
SPBE Diskominfo,
sesuai dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
11 Program Indeks Indeks 74,91 77,76 103,80 | Data
Peningkatan Kebebasan bersumber dari
Kualitas BPS, sesuai
Demokrasi dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
Indeks Indeks 87,89 89,21 101,50 | Data
Kesetaraan bersumber dari
BPS, sesuai
dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
12 Program Tata | Penurunan Ribu 2.641 3.269,42 123,79 | Data
Kelola Emisi GRK Ton bersumber dari
Lingkungan CO2eq Bapperida,
Hidup sesuai dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
13 Program Perwujudan % 94,48 93,26 98,71 Data
Keterpaduan | Pola Ruang bersumber dari
Perwujudan DPTR, sesuai
Pola Ruang dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025
Capaian % 27,51 29,70 107,96 | Data
Fasilitasi bersumber dari
Pengelolaan DPTR, sesuai
dan dengan
Pemanfaatan Laporan
Bidang Tanah Kinerja Pemda
Kasultanan, DIY TW12025
Kadipaten,
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No Program Indikator Satuan Target | Realisasi % Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD | s.d. TWI | Realisasi
dan Tanah
Desa
14 Program Indeks Indeks 0,75 0,70 93,33 Data
Peningkatan Ketahanan bersumber dari
Ketahanan Daerah (IKD) BPBD, sesuai
Daerah dengan
Laporan
Kinerja Pemda
DIY TW 12025

Sumber: Laporan Kinerja Pemda DIY TW 12025, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator Program Pemda tahun 2025 (bulan
Maret) dari 24 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang tidak memenuhi target
atau realisasi di bawah 100%. Sementara, 17 indikator kinerja capaiannya telah sesuai
target atau bahkan kinerja capaiannya telah melebihi 100%. Karena sifat datanya, sebagian

besar capaian final indikator kinerja program akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator Program Pemda DIY sampai
dengan Triwulan I, 2025 beberapa indikator belum tercapai sesuai target antara lain :

1. Harapan Lama Sekolah

2. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak

3. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi

4. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota yang Belum Maju (Bantul,

Gunungkidul, Kulon Progo)

U1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Perwujudan Pola Ruang

7. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

I1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY

sampai dengan Triwulan I, 2025

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan
APBD sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah tersampaikan pada
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Catatan Atas
Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025). Berdasarkan hasil evaluasi
tahun Catatan Atas Pelaksanaan APBD Status Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Pemerintah
Daerah DIY memiliki 348 program dan 2.382 sub kegiatan dengan pagu
Rp5.237.363.379.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp800.154.567.876,00 atau
dengan persentase capaian 15,28%, dan realisasi kinerja fisik 22,67%. Berdasarkan uraian

tersebut, terjadi deviasi kinerja fisik sebesar -0,27% dan deviasi kinerja keuangan sebesar
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599%. Secara umum, deviasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan,
perubahan jadwal, serta kegiatan yang diusulkan untuk rasionalisasi sesuai Inpres Nomor
1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025. Selanjutnya, pada aspek kualitas kinerja kegiatan instansi yang diukur
dengan nilai self-assessment Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) diperoleh rerata
skor seluruh OPD sebesar 82,89 dengan kategori Baik. Sehingga secara umum kinerja

perangkat daerah Pemda DIY dapat dikatakan baik.
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Tabel [1-36 Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan 12025

Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No OPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program | DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 26.345.086.750 | 3 45 5.811.307.081 22,06 | 23,8 4.177.286.509 | 15,86 23,8
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.017.234.794 | 7 38 14.976.404.022 49,89 | 49,9 13.670.538.997 | 45,54 48,81
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
3 DAERAH 20.622.803.924 | 4 27 5.772.241.261 27,99 | 28,03 3.630.058.646 17,6 28,03
4 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.429.477.000 | 3 32 5.278.934.818 19,97 | 20,67 4.017.396.968 15,2 20,67
5 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 1.000.042.377.438 | 4 60 153.926.858.645 15,39 | 15,8 46.393.310.043 4,64 15,8
6 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 12.412.792.702 | 3 25 3.097.520.292 24,95 | 2497 2.144.088.526 | 17,27 24,97
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
7 RISET, DAN INOVASI DAERAH 22.566.502.674 | 5 41 6.146.467.622 27,24 | 31,41 3.294.246.288 14,6 31,41
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
8 YOGYAKARTA 6.363.946.725 | 2 20 1.068.763.892 16,79 | 21,73 998.138.837 | 15,68 21,73
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
9 KERJA 2.162.688.400 | 3 17 545.729.953 25,23 | 27,68 473.811.517 | 21,91 27,68
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
10 9.724.398.200 | 2 10 1.555.971.220 16 23,24 1.364.116.633 | 14,03 23,24
KALIBRASI
BALAI LATIHAN KERJA DAN
12 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 6.465.603.490 | 2 16 1.054.707.450 16,31 | 16,35 1.000.677.628 | 15,48 16,35
13 | BALAILAYANAN PERPUSTAKAAN 2.394.142.000 | 3 20 484.796.300 20,25 | 21,6 422.612.594 | 17,65 21,6
14 | BALAI PELATIHAN KESEHATAN 5.698.986.300 | 2 6 587.291.550 10,31 | 10,31 550.144.753 9,65 10,31
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o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)

BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA

15 4.521.948.000 | 2 23 1.292.640.400 28,59 | 29,97 1.272.531.157 | 28,14 29,97
WERDHA

16 | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 81.352.071.500 | 4 26 24.977.440.300 30,7 | 27,32 39.043.089.152 | 47,99 | 67,86
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

17 KABUPATEN BANTUL 37.768.778.720 | 2 30 1.248.006.571 3,3 5,62 1.173.949.877 3,11 5,62
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

18 KABUPATEN GUNUNGKIDUL 21.277.472.050 | 2 28 2.757.584.500 12,96 | 16,12 2.628.731.632 | 12,35 16,12
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

19 KABUPATEN KULON PROGO 17.067.263.100 | 2 29 1.772.248.797 10,38 | 12,44 1.571.730.241 9,21 12,44
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

20 | KABUPATEN SLEMAN 20.941.093.600 | 2 30 2.872.129.809 13,72 | 17,33 2.749.007.750 | 13,13 | 17,33
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA

21 YOGYAKARTA 19.888.711.809 | 2 30 3.018.127.356 15,18 | 15,2 2.874.712.732 | 14,45 15,2
BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN

22 | PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 20.848.901.431 | 3 18 1.427.647.550 6,85 7,27 1.309.843.980 6,28 7,21
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN

23 PERPARKIRAN 4.217.214.550 | 2 18 893.086.450 21,18 | 51,22 749.294.865 | 17,77 51,22
BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN

24 | DAN PENGAWASAN MUTU BENIH 6.796.721.014 | 4 23 1.386.776.685 20,4 21,77 1.073.444.456 | 15,79 21,75
TANAMAN PERTANIAN
BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN

25 | TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 7.460.219.400 | 4 19 911.666.262 12,22 | 13,3 872.856.340 11,7 13,3
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

26 PERIKANAN BUDIDAYA 11.796.073.900 | 2 21 1.437.098.551 12,18 | 22,83 1.356.070.754 11,5 22,83
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o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

27 | TEPAT GUNA 2.178.717.200 | 3 16 592.182.400 27,18 | 28,87 456.876.522 | 20,97 | 28,87
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN

28 | KESEHATAN SOSIAL 51.031.414.000 | 2 15 8.331.044.380 16,33 | 20,49 8.122.766.437 | 1592 | 20,49
BALAI PERLINDUNGAN DAN

29 | REHABILITASI SOSIAL REMAJA 3.280.243.500 | 2 21 1.080.399.500 32,94 | 35,21 1.037.692.927 | 31,63 | 35,53
BALAI PERLINDUNGAN DAN

30 | REHABILITASI SOSIAL WANITA 1.720.862.500 | 2 26 551.646.900 32,06 | 32,05 545.555.027 | 31,7 | 32,05
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA

31 5.854.474.692 | 2 39 1.437.197.300 24,55 | 26,45 1.415.558.005 | 24,18 | 26,45
DAN LARAS
BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN

32 | PENGASUHAN ANAK 2.858.814.100 | 2 27 860.059.600 30,08 | 30,08 836.983.041 | 29,28 | 30,08
BALAI REHABILITASI TERPADU

33 | PENYANDANG DISABILITAS 3.574.288.450 | 2 26 920.872.500 25,76 | 26,33 905.376.485 | 25,33 | 26,33
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI

34 | PENDIDIKAN 7.599.243.100 | 2 21 1.301.383.150 17,13 | 17,3 1.284.431.605 | 16,9 17,3

35 | BIRO HUKUM 4.455.238.072 | 4 34 775.891.430 17,42 | 34,52 728.294.667 | 16,35 | 34,52

36 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.657.539.300 | 3 26 2.852.707.800 32,95 | 32,97 2.509.820.402 | 28,99 | 32,97

37 | BIRO ORGANISASI 1.783.272.350 | 2 23 324.800.450 18,21 | 20,47 171.763.145 | 9,63 | 20,47

38 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 2.317.714.000 | 3 22 362.509.950 15,64 | 25,18 328.767.369 | 14,19 | 24,72
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

39 | WILAYAH DAN PEMBIAYAAN 2.851.885.900 | 3 22 323.523.450 | 11,34 | 14,94 253.079.500 | 8,87 | 14,94
PEMBANGUNAN
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o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)
BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
40 ALAM 1.650.491.750 | 3 24 129.854.750 | 7,87 14,53 125.852.601 7,63 14,53
41 | BIRO TATA PEMERINTAHAN 2.339.969.700 | 4 23 999.061.750 | 42,7 | 42,92 639.265.225 | 27,32 | 42,92
42 | BIRO UMUM DAN PROTOKOL 16.404.745.860 | 2 31 3.646.416.514 | 22,23 | 22,9 2.969.950.484 18,1 22,9
43 | DINAS KEBUDAYAAN 320.898.658.689 | 2 45 52.159.804.210 | 16,25 | 16,29 44.954.298.892 | 14,01 16,02
44 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.144.922.870 | 8 44 7.240.415.715 | 21,21 | 22,67 5.153.056.007 | 15,09 22,67
45 | DINAS KESEHATAN 53.226.943.222 | 6 57 11.431.444.196 | 21,48 | 21,95 7.888.523.067 | 14,82 21,95
46 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.964.769.549 | 5 28 9.484.073.657 | 20,19 | 22,53 6.859.358.101 | 14,61 | 22,53
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
47 48.363.098.139 | 10 39 8.895.130.269 | 18,39 | 19,95 3.260.516.785 6,74 19,16
MENENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
48 | KEHUTANAN 70.311.342.402 | 12 56 16.278.959.737 | 23,15 | 26,05 12.535.172.016 | 17,83 | 26,01
49 | DINAS PARIWISATA 30.202.481.669 | 7 44 6.322.234.324 | 20,93 | 21,77 3.768.281.636 | 12,48 20,94
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
50 DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 351.723.436.523 | 14 65 44.544.506.420 | 12,66 | 14,9 21.287.238.148 6,05 10,36
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
51 | KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN 17.752.217.310 | 8 32 5.412.698.561 | 30,49 | 30,82 4.028.961.799 22,7 | 30,82
PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
52 | PERLINDUNGAN ANAK DAN 21.675.976.304 | 11 66 5.276.109.434 | 24,34 | 24,54 3.403.953.873 15,7 24,54
PENGENDALIAN PENDUDUK
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o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

53 | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13.165.059.615 | 7 36 3.687.758.466 | 28,01 | 31,25 2.375.115.026 | 18,04 | 31,25
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH

54 RAGA 1.499.887.410.462 | 6 64 405.968.699.360 | 27,07 | 27,09 357.932.701.392 | 23,86 27,11

55 | DINAS PERHUBUNGAN 135.733.649.689 | 3 43 23.270.362.630 | 17,14 | 25,1 18.772.534.357 | 13,83 25,1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN

56 PERDAGANGAN 35.542.311.331 | 11 40 8.713.057.367 | 24,51 | 25,03 6.960.375.195 | 19,58 25,03
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

57 DAERAH 24.180.680.143 | 5 44 6.605.400.894 | 27,32 | 27,39 5.095.088.117 | 21,07 27,37

58 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 28.326.785.874 | 6 37 4.390.256.364 | 15,5 18,85 3.480.374.905 | 12,29 18,85
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

59 PANGAN 61.141.718.262 | 12 50 17.272.734.022 | 28,25 | 28,48 12.077.613.059 | 19,75 28,45

60 | DINAS SOSIAL 95.201.015.100 | 9 73 25.849.142.292 | 27,15 | 27,18 20.894.715.152 | 21,95 | 27,18
DINAS TENAGA KERJA DAN

61 TRANSMIGRASI 39.915.775.848 | 8 49 10.192.120.954 | 25,53 | 25,99 8.537.927.438 | 21,39 25,85

62 | INSPEKTORAT 28.284.119.874 | 3 40 7.854.488.504 | 27,77 | 32,44 5.516.637.479 19,5 32,4
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY

63 DI KABUPATEN BANTUL 4.408.461.400 | 2 19 1.141.234.379 | 25,89 | 28,49 969.790.258 22 28,49
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY

64 | D] KABUPATEN GUNUNG KIDUL 2.289.888.700 | 2 20 529.869.300 | 23,14 | 23,32 480.442.152 | 20,98 | 23,32
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY

65 DI KABUPATEN KULONPROGO 2.547.806.450 | 2 21 837.064.416 | 32,85 | 33,53 747.238.245 | 29,33 33,5
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o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY

66 DI KABUPATEN SLEMAN 4.477.452.800 | 2 19 940.386.174 | 21 21,36 889.298.212 | 19,86 21,36
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY

67 DI KOTA YOGYAKARTA 2.316.503.700 | 2 19 446.379.000 | 19,27 | 20,34 412.912.294 | 17,82 20,34

68 | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 14.157.111.500 | 3 20 1.179.353.895 | 8,33 8,33 1.132.277.622 8 9,74

69 | PANIRADYA KAISTIMEWAN 28.410.114.093 | 2 32 5.809.393.055 | 20,45 | 20,68 4.374.039.909 15,4 21,36

70 | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 2.682.413.100 | 2 20 621.494.800 | 23,17 | 24,01 610.426.577 | 22,76 24,01

71 | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 118.425.970.841 | 3 29 26.706.047.652 | 22,55 | 29,91 15.919.380.030 | 13,44 | 28,81

72 | RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 45.546.304.584 | 2 7 10.903.102.440 | 23,94 | 25,71 8.491.749.819 | 18,64 25,71

73 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30.665.888.036 | 4 28 7.215.161.513 | 23,53 | 24,86 5.564.107.813 | 18,14 24,47
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

74 | { CANGKRINGAN 2.217.622.000 | 2 2 210.037.800 | 9,47 | 9,47 206.010.608 | 9,29 9,47
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

75 1 GEDANGSARI 942.090.000 | 2 2 71.653.733 | 7,61 8,7 71.290.190 7,57 8,7
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

76 2.234.610.000 | 2 2 146.474.600 | 6,55 6,58 141.461.007 | 6,33 6,58
1 GODEAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

77 2.468.699.000 | 2 2 399.832.200 | 16,2 17,22 375.584.610 | 15,21 17,22
1 KALASAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

78 1 NANGGULAN 1.811.360.000 | 2 2 205.601.766 | 11,35 | 11,34 191.157.632 | 10,55 11,34
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

79 2.433.374.900 | 2 2 150.358.000 | 6,18 | 9,26 154.257.806 | 6,34 9,26
1 PANDAK
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No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

80 1.748.285.000 | 2 2 210.496.000 | 12,04 | 12,03 148.697.609 8,51 12,03
1 PUNDONG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

81 1 SAPTOSARI 2.357.559.000 | 2 2 111.317.080 | 4,72 4,85 110.935.300 4,71 4,85
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

82 5.119.150.000 | 2 2 350.974.775 | 6,86 7,24 351.029.000 6,86 7,24
1 SEWON
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

83 3.429.100.000 | 2 2 286.925.000 | 8,37 8,43 273.732.644 7,98 8,09
1 SEYEGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

84 | { WONOSARI 2.832.939.250 | 2 2 284.017.377 | 10,03 | 10,03 264.122.753 9,32 | 10,03
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

85 2 DEPOK 5.308.362.000 | 2 2 410.457.393 | 7,73 8,14 337.074.213 6,35 8,14
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

86 1.889.964.000 | 2 2 175.984.290 | 9,31 10,02 199.957.849 | 10,58 | 10,02
2 GODEAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

87 983.061.950 | 2 2 138.500.100 | 14,09 | 14,09 14.555.000 1,48 | 13,84
2 KASTHAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

88 3.976.675.000 | 2 2 416.471.008 | 10,47 | 10,46 396.464.838 9,97 10,46
2 PENGASIH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

89 | 52 WONOSARI 3.310.184.000 | 2 2 254.054.160 | 7,67 7,72 281.102.841 8,49 | 10,45
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

90 2 YOGYAKARTA 5.026.189.000 | 2 2 351.167.822 | 6,99 6,99 326.505.267 6,5 6,99
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

91 | 3 WONOSARI 2.609.665.000 | 2 2 128.713.500 | 4,93 4,93 149.228.929 5,72 5,72

I1-69

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




o Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No PD Pagu A i
Program | DPA Keuangan Fisik Keuangan Fisik
(RP) (%) (%) (RP) (%) | (%)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
92 | 3 yOGYAKARTA 4.089.941.000 | 2 2 486.854.200 | 11,9 15,1 406.913.753 | 9,95 | 14,65
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
93 4 YOGYAKARTA 4.050.735.000 | 2 2 384.640.949 | 9,5 9,54 374.120.377 9,24 9,47
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
94 | 5 yOGYAKARTA 2.840.549.263 | 2 2 373.780.673 | 13,16 | 13,16 343.064.597 | 12,08 | 13,16
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
95 6 YOGYAKARTA 3.906.700.000 | 2 2 643.996.600 | 16,48 | 16,53 580.674.002 | 14,86 16,53
96 | SEKRETARIAT DAERAH 63.310.393.487 | 1 10 20.038.267.289 | 31,65 | 34,09 14.487.153.392 | 22,88 | 33,98
97 | SEKRETARIAT DPRD 326.833.476.699 | 2 55 79.528.387.505 | 24,33 | 26,38 23.393.790.427 7,16 26,36
98 | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 20.702.357.800 | 3 18 1.383.880.005 | 6,68 6,7 580.690.586 2,8 6,51
Jumlah 5.237.363.379.523 | 348 2382 1.113.739.023.244 | 21,27 | 22,4 800.154.567.876 15,28 | 22,67
I11-70

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




I1.5.1 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME
PERANGKAT DAERAH

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

Badan Kepegawaian Daerah DIY, sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 untuk
capaian indikator kinerja Tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”, yang
penilaiannya dilakukan oleh BKN, belum ada realisasi di triwulan I. Demikian
juga pada Indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator yang dimiliki,
kedua indikator tersebut, realisasi ada di triwulan IV. Selanjutnya pada
indikator kinerja sasaran yang berjumlah 9 (Sembilan) indikator, terdapat 1
(satu) indikator yang belum mencapai target yaitu” Nilai PKKI Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, sedangkan 8 (delapan) indikator
kinerja program lainnya, realisasi ada di triwulan IV. Kemudian, pada Sub
Kegiatan, dari total 45 sub kegiatan, realisasi fisik sudah sesuai target yang
ditetapkan, namun terdapat deviasi keuangan dikarenakan faktor eksternal
adanya kebijakan efisiensi anggaran, belanja makan dan minum rapat

menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
untuk indikator kinerja tujuan “Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan
Demokrasi di DIY yang berkualitas” telah mencapai target. Selanjutnya pada
indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari 2 (dua)
indikator, realisasi seluruhnya sudah sesuai target. Kemudian untuk indikator
kinerja program, dari 7 (tujuh) program yang ada, terdapat 2 (dua) indikator
yang belum memenuhi target kinerja Triwulan I, antara lain Program
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi karena seluruh kegiatan
pada program tersebut bukan termasuk ke dalam kegiatan prioritas, sehingga
dilakukan pergeseran anggaran kas dari triwulan I, untuk pelaksanaan
kegiatan mulai triwulan II. Sementara itu, Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi disebabkan oleh data kinerja yang bersifat
tahunan sehingga akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2025. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 38 subkegiatan, terdapat 3 (tiga) subkegiatan yang tidak
mencapai target fisik yang telah ditentukan karena terdapat aktivitas yang
belum dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak
dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan rasionalisasi/pemotongan
anggaran. Realisasi fisik hampir memenuhi target, dengan deviasi yang hanya

berada pada angka 1,09%. Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 4,35%
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dari target kinerja keuangan sebesar 49,89% dan telah terealisasi sebesar
45,54%. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya karena seluruh aktivitas belum dapat dilaksanakan,
sehubungan dengan kegiatan tidak termasuk dalam daftar kegiatan prioritas
Triwulan [. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang tidak dapat
dilaksanakan karena terdampak kebijakan rasionalisasi/pemotongan

anggaran.
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 untuk capaian indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Kontribusi
capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY”, realisasi
sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Selanjutnya untuk
indikator kinerja sasaran, dari total 2 (dua) indikator sasaran, semua tercapai
sesuai target di triwulan I. Kemudian pada Sub kegiatan, dari total 27 Sub
Kegiatan, realisasi fisik sesuai target pada triwulan I, sedangkan realisasi
keuangan terdapat deviasi yang disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan,

seperti pada gaji dan tunjangan pegawai.
4. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
untuk indikator Kkinerja tujuan “Persentase Aparatur Sipil Negara yang
mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan” belum mencapai
target yang ditetapkan karena pada TW I belum ada penyelenggaraan diklat
yang telah selesai, sehingga belum dapat diperoleh presentase untuk indikator
Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat
minimal memuaskan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai
dengan triwulan [ 2025, terdapat 2 (dua) sasaran kinerja. Terdapat 1 (satu)
indikator kinerja sasaran yang pada triwulan I belum mencapai target karena
beban pekerjaan yang tinggi dari ASN mempersempit peluang untuk
mengikuti pelatihan/bimtek, kurangnya motivasi ASN dalam mengikuti
pelatihan karena belum tersedianya kompensasi yang dapat diterima secara
langsung dan beberapa kebutuhan pelatihan belum tersedia sesuai kebutuhan.
Kemudian untuk indikator kinerja Program, terdapat total 3 (tiga) indikator,
untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
belum mencapai target karena belum ada pelatihan yang selesai. Untuk
pelaksanaan sub kegiatan, dari 32 sub kegiatan pada triwulan I terdapat 2
(dua) sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% dan secara fisik telah sesuai

target. Secara kinerja fisik, realisasi fisik telah mencapai target sehingga tidak
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terdapat deviasi. Untuk kinerja keuangan, masih menunjukkan adanya deviasi
antara target dengan realisasi keuangan yang relatif kecil yaitu sebesar 5,81%.
Beberapa deviasi disebabkan oleh sifat sub kegiatan yang merupakan
persediaan/menyesuaikan kebutuhan, efisiensi, serta beberapa permasalahan

terkait standar satuan harga.

5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sampai dengan triwulan I Tahun
2025, untuk indikator kinerja tujuan “Pengelolaan keuangan, pendapatan, dan
aset daerah yang transparan dan akuntabel “ telah sesuai dengan target yang
ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran sampai dengan
triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruhnya telah sesuai dengan
target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja program, dari total
4 (empat) indikator seluruhnya sudah sesuai target pada triwulan I. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 73 Sub Kegiatan, secara fisik seluruhnya telah terlaksana
100%. Namun, secara keuangan terjadi deviasi yang disebabkan antara lain
terdapat sub kegiatan yang bersifat persediaan, adanya selisih harga antara

SHS dengan harga pasar, serta adanya efisiensi belanja.
6. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

Badan Penghubung Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase Layanan
penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain”, telah
tercapai sesuai target pada Triwulan I. Selanjutnya dari total 2 (dua) indikator
sasaran yang dimiliki, 1 (satu) indikator telah mencapai target pada triwulan
I, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya “Kategori Reformasi Birokrasi Badan
Penghubung Daerah DIY”, realisasi belum mencapai target, karena masih
menggunakan capaian tahun 2024. Kemudian untuk indikator Kkinerja
Program, dari total 3 (tiga) indikator yang dimiliki, terdapat 2 (dua) indikator
telah mencapai target pada triwulan I, sedangkan 1 (satu) indikator, yaitu
“Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai
target. Kemudian, dari total 25 Sub Kegiatan, untuk Kinerja Fisik Sub Kegiatan
sampai triwulan I, realisasi sudah sesuai dengan target. Sedangkan untuk
kinerja keuangan terdapat deviasi yang sebagian besar disebabkan karena
adanya rasionalisasi, anggaran berkurang pada DPA pergeseran, efisiensi,

serta pembayaran menyesuaikan kebutuhan.
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7. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk kinerja tujuan OPD)
terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase ketercapaian tujuan perangkat
daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi, dengan capaian kinerja
masih menggunakan tahun sebelumnya. Kinerja tujuan BAPPERIDA DIY baru
dapat dihitung pada akhir Triwulan IV dikarenakan kinerja tujuan Bapperida
DIY diperoleh dari kinerja tujuan seluruh OPD akhir tahun 2025. Sampai
dengan Triwulan I yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan pendampingan,
monitoring dan evaluasi di masing-masing OPD mitra bidang sektoral. Hal
yang sama terjadi pada kinerja sasaran, capaian dua indikator kinerja sasaran
semuanya juga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya (capaian
realisasi baru dapat dihitung apda akhir tahun 2025). Pada kinerja program
dengan jumlah 12 indikator kinerja program yang telah dilaksanakan, hanya
terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yang dapat dilakukan perhitungan
pada triwulan [ yaitu Indikator kinerja program “Persentase keselarasan antar
dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang
Sarana dan Prasarana”, dengan capaian sebesar 96,30% atau melebihi dari
target sebesar 92% atau tercapai sebesar 104,67% terhadap target. Sedangkan
11 (sebelas) Indikator kinerja program yang lain, baru dapat dihitung pada
akhir Triwulan IV. Selanjutnya pada kinerja sub kegiatan dengan total
sejumlah 41 sub kegiatan tercermin pada progres Kinerja fisik, sampai dengan
triwulan I tahun 2025 realisasi fisik sudah memenuhi dari target fisik yang
ditetapkan sebesar 31,41%. Sedangkan progres Kinerja keuangan masih
mengalami deviasi sebesar 12,64%, dari target sebesar 27,24% terealisasi
baru sebesar 14,60% dan terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 sub
kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga. Penyebab deviasi keuangan tersebut dikarenakan
adanya sisa belanja atau efisiensi dari penyesuaian harga pasar, karena

kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

8. BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA DIY

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025, untuk capaian indikator kinerja Program, dari total dua indikator,
semua Indikator sudah sesuai target pada TW I tahun 2025. Sedangkan
capaian kinerja sub kegiatan, dari total sebanyak 20 sub kegiatan strategis
menunjukkan hasil Baik, di tunjukkan dengan dengan tidak adanya deviasi

fisik dari target. Sedangkan pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi
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keuangan sebesar 1,11% yang disebabkan adanya selisih harga di pasaran

yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.
9. BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIY

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari
4 (empat) indikator program, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai
target yang ditetapkan yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah” dan “Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja
dikawasan Selatan”. Hal tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di
Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator “Persentase SDM K3 yang
dilatih yang tersertifikasi” dan “Persentase jumlah pemohon yang terlayani
pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja” telah sesuai
target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut didorong faktor SDM K3 yang
dilatih yang tersertifikasi dan jumlah pemohon pelayanan pengujian
lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja telah memenuhi target
pelayanan. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 17
Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami
deviasi. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan
mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub

kegiatan.
10. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DIY

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan [ 2025,
dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target
Triwulan I 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan, dari total 10 Sub Kegiatan,
capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan terdapat
deviasi dikarenakan belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, negosiasi

harga pada saat proses pengadaan.
11. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DIY

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator
Kinerja Program, dari 5 (lima) indikator program, terdapat 3 (tiga) indikator
yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase peserta

pelatihan yang terampil” indikator “Persentase penumbuhan calon wirausaha

baru” dan “Persentase capaian implementasi inovasi layanan public”. Hal
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tersebut karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025 dan
kendala teknis penatausahaan keuangan. Sedangkan untuk indikator “Nilai

PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Persentase tenaga
kerja yang produktivitasnya diatas standar” telah sesuai target pada Triwulan

[ Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total
21 Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisik dan
keuangannya mengalami deviasi. Hal tersebut terjadi karena kendala teknis

pelaksanaan sub kegiatan.
12. BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DIY

Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025,
untuk indikator kinerja program dari 2 indikator belum ada yang tercapai.
Pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
sampai dengan Triwulan I capaiannya di angka 86,65 dari target Triwulan I
sebesar 86,71 atau dengan presentase capaian 99,93% dikarenakan beberapa
sub kegiatan terdapat deviasi keuangan. Pada indikator Jumlah penerima
sertifikat keahlian Teknik belum terdapat capaian pada triwulan I dikarenakan
uji kompetensi direncanakan mulai diselenggarakan pada triwulan III setelah
siswa SMK menyelesaikan semua mata pelajaran (tamat SMK) atau setelah
siswa menyelesaikan mata pelajaran pada semester 5 SMK. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target
fisik. Namun masih terdapat deviasi keuangan disebabkan beberapa belanja
yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang

lebih rendah dibandingkan SHBJ, dan adanya efisiensi anggaran.
13. BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN DIY

Balai Layanan Perpustakaan DIY sampai dengan triwulan [ Tahun 2025, pada
indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, terdapat 2 (dua)
indikator belum memenubhi target pada triwulan I karena realisasi dihitung di
akhir tahun, yaitu “Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan
Terpadu Jogja Library for All)” dan “Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang
dirawat dan dilestarikan”. Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan,
secara fisik realisasi sudah memenuhi target triwulan I, sementara kinerja
keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan
kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan
SHB] serta adanya efisiensi anggaran untuk biaya perjalanan dinas dan

makanan dan minuman rapat.
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14. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DIY

Balai Pelatihan Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk
indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua)
indikator, 1 (satu) indikator belum mencapai target triwulan yang ditetapkan
yaitu indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Untuk Sub Kegiatan, dari total 6 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target
pada triwulan. Realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan terdapat
selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J, pembayaran
listrik yang dibayarkan di triwulan I sesuai dengan kebutuhan dan
penghematan daya serta adanya kendala teknis terkait gerakan efisiensi awal

tahun 2025 ini.

15. BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA DIY

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sampai dengan triwulan I Tahun 2025,
untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, semua tercapai
sesuai dengan target triwulan I. Untuk Sub Kegiatan, dari total 23 Sub
Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I. Realisasi keuangan
terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan

terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.

16. BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA DIY

Balai Pemuda dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk
indikator kinerja program dari 4 (emapat) indikator telah tercapai 1 (satu)
indikator yaitu Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan. Sedangkan 2
(dua) indikator yaitu Persentase kelompok usaha pemuda di kantong
kemiskinan yang memiliki rintisan usaha dan Jumlah atlet yang mengikuti
pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS tidak memiliki target pada triwulan
[, kemudian untuk 1 (satu) indikator lainnya yaitu indikator Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak tercapai karena
hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan di Program Penunjang. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target
fisik dan beberapa capaiannya melebihi target karena kegiatan yang
pelaksanaannya mendahului dari yang sudah ditargetkan. Deviasi keuangan
disebabkan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor
1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun

2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyebab lainnya adalah pertukaran pengurus

penerima hibah dan teknis pencairan untuk DAU.

17. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada
1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1
(satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan target
tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total
30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I.
sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih
harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan DPA dan belanja tagihan

listrik yang menyesuaikan dengan kebutuhan (fluktuatif).

18. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul DIY sampai dengan
triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua)
indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW [, sementara
masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan
target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari
total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I.
realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja terdapat selisih harga di

pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.

19. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo DIY sampai dengan
triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua)
indikator, ada 1 (satu) Indikator sudah sesuai target pada TW [, sementara
masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena target merupakan
target tahunan dan realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari
total 29 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan L.
Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang
menyesuaikan dengan kebutuhan, dan terdapat selisih harga di pasaran yang

lebih rendah dibandingkan harga di DPA.
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20. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN DIY

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman DIY sampai dengan triwulan [
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator,
semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 30 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan L
Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena terdapat selisih

harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.
21. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA DIY

Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan [
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator,
semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 28 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I
Realisasi keuangan terdapat deviasi karena belanja yang menyesuaikan
dengan kebutuhan dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah

dibandingkan SHB]J.

22. BALAIPENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIY

Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi DIY sampai
dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk capaian indikator kinerja Program, dari
total 4 (empat) indikator, ada 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada TW
I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target
karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Sedangkan capaian Kkinerja sub
kegiatan, sebanyak 14 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, tetapi
masih terdapat deviasi fisik sebesar 0,17%. Hal ini disebabkan karena terdapat
1 (satu) sub kegiatan yang termasuk dalam wusulan rasionalisasi
yang merujuk pada Surat Edaran No. B/900.1.12/510/SET TAHUN 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam APBD TA 2025 tindak lanjut atas Inpres RI No.
1 tahun 2025. Sedangkan kinerja keuangan sub kegiatan masih terdapat
deviasi keuangan sebesar 0,57%, yang disebabkan oleh belanja yang
menyesuaikan dengan kebutuhan, selisih harga di pasaran yang lebih rendah

dibandingkan SHB]J, serta termasuk dalam usulan rasionalisasi.

23. BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN DIY

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY sampai
dengan Triwulan [ Tahun 2025 memiliki sejumlah dua program dan indikator

kinerja program sebanyak tiga indikator dengan persentase capaian 100%.
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Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY
melaksanakan total sebanyak 18 sub kegiatan utama yang telah
menunjukkan hasil baik, dengan tidak ada deviasi fisik dan tidak ada deviasi
keuangan di atas 10%. Deviasi keuangan sebesar 3,41% terjadi karena selisih
harga di pasaran dan harga di aplikasi Mbiz yang lebih rendah dibandingkan
dengan SHB]J, selain itu adanya selisih dari pembayaran tagihan telepon, air,
dan listrik yang dibayarkan sesuai dengan tagihan. Pada triwulan I tahun 2025
terdapat satu sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100%

yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

24. BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH
TANAMAN PERTANIAN DIY

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman
Pertanian DIY sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai
berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program,
terdapat hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan
yaitu: “Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan
digunakan”. Hal tersebut karena Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian Berdasarkan Kepmenkeu RI No 29 Tahun 2025 tentang
Penyesuaian  Rincian  Alokasi  Transfer ke Daerah  menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pangan Pertanian termasuk dana yang dicadangkan sehingga kegiatan
yang didanai melalui DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian untuk Provinsi DIY
ditiadakan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” indikator “Persentase benih tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi” dan
“Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten”
telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja
pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan,
terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Hal
tersebut terjadi karena terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
Selanjutnya terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan
mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran

serta efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.

25. BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK
KEHEWANAN DIY

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan DIY

sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk
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indikator Kinerja Program, dari 4 (empat) indikator program, hanya terdapat
1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu:
“Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian”. Hal
tersebut karena terdapat kendala teknis pelaksanaan kegiatan. Sedangkan
untuk 3 (tiga) indikator lain yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah” indikator “Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat
yang terdistribusi” dan “Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus
penyakit hewan menular (Peternakan)” telah melebihi target pada Triwulan I
Tahun 2025. Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 19
Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami
deviasi. Namun terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan
mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub

kegiatan.
26. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA DIY

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator
Kinerja Program, dari 2 (dua) indikator program yaitu: “Nilai PKKI Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang di
tetapkan. Untuk indikator “Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat
yang terdistribusi” belum sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025, karena
realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk
kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, tidak terdapat
sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 12
(sebelas) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal

tersebut dikarenakan efisiensi belanja pelaksanaan sub kegiatan.
27. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DIY

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja
Program, dari 3 (tiga) indikator program, terdapat hanya 1 (satu) indikator
yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: “Persentase capaian
implementasi inovasi layanan publik”. Hal tersebut karena realisasi baru bisa
dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lain
yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan “Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG” telah mencapai target pada
Triwulan I Tahun 2025. Ketercapaian didukung oleh faktor penyebarluasan
informasi layanan BPTTG melalui media sosial, Iklim industri di DIY yang

didominasi oleh IKM terutama industri makanan dan kerajinan. Selanjutnya
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untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 16 Sub Kegiatan, tidak
terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya mengalami deviasi. Selanjutnya
terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal
tersebut dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta efisiensi belanja

pelaksanaan sub kegiatan.

28. BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program sampai dengan triwulan I 2025,
dari total 2 (dua) indikator, seluruh indikator realisasi sudah sesuai target
Triwulan I 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Untuk Program
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai pemenuhan kebutuhan
pembayaran klaim yang diajukan oleh mitra dan faskes. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 15 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan.
Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan belanja
pembayaran klaim jaminan Kesehatan semesta (Jamkesta) sesuai dengan yang
diajukan oleh mitra dan faskes, adanya efisiensi sisa pembayaran kontribusi
iuran BPJS, belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, dan selisih harga di

pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.

29. BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY sampai dengan
triwulan I Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua)
indikator, semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada
triwulan . Sedangkan untuk realisasi keuangan terdapat deviasi karena
terdapat perbedaan harga pasar dan SHBJ pada beberapa sub kegiatan yang

memiliki efisiensi sisa belanja.

30. BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA DIY

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY sampai dengan triwulan
[ Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator,
untuk indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
tercapai sesuai dengan target triwulan I. Namun untuk indikator Persentase
Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis,
Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial

berdasarkan capaian tahun 2024 belum tercapai. Untuk capaian tahun 2025
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akan dihitung pada akhir triwulan IV 2025. Selanjutnya untuk Sub Kegiatan,
dari total 26 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I
Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi disebabkan adanya efisiensi
belanja pengadaan barang dan jasa, seperti negosiasi pembelian dimana harga
di pasaran lebih rendah dibandingkan SHBJ, serta pembelian barang

disesuaikan dengan kebutuhan.

31. BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS DIY

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator,
semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 39 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan L.
Realisasi keuangan terdapat deviasi karena adanya efisiensi belanja yang
menyesuaikan dengan kebutuhan, sisa belanja karena adanya selisih harga di
pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB] serta adanya rasionalisasi

anggaran.

32. BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK DIY

Balai Rehabiltasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator,
semua tercapai sesuai dengan target triwulan berkenaan. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 27 Sub Kegiatan, capaian fisiknya sesuai target pada triwulan I
Sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi karena adanya belanja yang
menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan harga pasar, harga di

e-katalog dan toko daring.

33. BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS DIY

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas DIY sampai dengan
triwulan [ Tahun 2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator
telah tercapai 1 (satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan.
Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yaitu Persentase Anak bermasalah sosial,
Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita
Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan
meningkat/dapat berfungsi sosial belum dapat dihitung ketercapaiannya
karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan dapat mencapai target
fisik. Sedangkan untuk kinerja keuangan terdapat deviasi keuangan

disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa, seperti
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karena perbedaan harga antara SHB] dengan harga pasaran, penyesuaian

kebutuhan listrik dan layanan sampah.

34. BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DIY

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, untuk indikator kinerja program dari 2 (dua) indikator telah tercapai 1
(satu) indikator yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan. Sedangkan 1
(satu) indikator lainnya yaitu Persentase guru jenjang Pendidikan menengah
dan khusus pengguna media pembelajaran Jogja Belajar tidak tercapai sesuai
target karena masih kesulitan membagi waktu guru antara mengikuti Bimtek
dan mengajar di sekolah. Untuk Sub Kegiatan, dari total 21 Sub Kegiatan,
Seluruh kegiatan dapat mencapai target fisik. Deviasi keuangan disebabkan
belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di

pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J.

35. BIRO HUKUM DIY

Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
untuk indikator kinerja tujuan yang dimiliki, yaitu “Persentase layanan hukum
yang berkualitas”, realisasinya telah sesuai target. Demikian juga untuk
indikator sasaran yang berjumlah 2 (dua) indikator semuanya sudah sesuai
target. Kemudian dari 4 (empat) indikator kinerja Program yang dimiliki, 1
(satu) indikator belum mencapai target, yaitu pada indikator Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada Sub
Kegiatan, dari total 34 Sub Kegiatan, tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat

deviasi keuangan yang relatif kecil, disebabkan adanya sisa pengadaan.

36. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DIY

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sampai dengan triwulan [ Tahun 2025,
untuk indikator kinerja tujuan “Persentase bahan kebijakan yang mendukung
program pemda “ belum dapat dihitung ketercapaiannya karena ketercapaian
baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja
Sasaran sampai dengan triwulan [ 2025, dari total 2 (dua) indikator, belum ada
yang mencapai target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada
triwulan IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1
(satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5
(lima) indikator, juga belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan
IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 26 Sub Kegiatan, Seluruh kegiatan

dapat mencapai target fisik 100%, ada 5 subkegiatan yang memiliki deviasi
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keuangan >10% karena penawaran lebih rendah dari pagu anggaran dan juga

belanja yang menyesuaikan kebutuhan.

37. BIRO ORGANISASI DIY

Biro Organisasi Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian pada
indikator Tujuan “Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan
tinggi”, belum ada realisasi di triwulan I, realisasi ada pada akhir tahun.
Demikian juga pada indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator
kinerja sasaran yang ada, sampai dengan triwulan I juga belum ada capaian,
karena realisasi juga akan dihitung pada akhir tahun. Selanjutnya untuk
indikator kinerja Program, yang berjumlah 2 (dua) indikator, 1 (satu)
indikator belum mencapai target, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah” sedangkan 1 (satu) indikator lainnya, yaitu “Kematangan
Perangkat Daerah”, realisasi ada pada akhir tahun. Untuk Sub Kegiatan dari
total 23 Sub Kegiatan, realisasi fisik seluruh sub kegiatan telah memenuhi
target, sedangkan kinerja keuangan terdapat deviasi karena menyesuaikan

kebutuhan, terdapat rapat yang dilaksanakan secara online.

38. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DIY

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
sampai dengan Triwulan I 2025 memiliki indikator kinerja tujuan, yaitu
Tercapainya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Optimalisasi Penerapan
Tata Kelola Pengadaan ini realisasi capaian yang diperoleh adalah sebesar
64,36 dari target 96,50, atau sebesar 66,69% dari target. Sedangkan pada
indikator sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian
realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama
Persentase Kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terealisasi 39,23 dari target 69,49 atau sebesar 66,69% dari
target. Indikator sasaran kedua Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target 92,61 atau sebesar
100,94% dari target. Selanjutnya, pada kinerja program sampai dengan
triwulan I tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator
program pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar
86,86 dari target 80,70 (107,63%). Pada indikator program kedua, Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 85,66 dari
target 85,57 atau mencapai 100,10% dari target. Indikator ketiga, Persentase
Kualitas Pengadaan Barang/Jasa baru terealisasi sebesar 33,93% dari target
68,24% atau hanya mencapai sebesar 49,73% dari target. Hal ini disebabkan

karena sebagian besar paket pengadaan barang/jasa masih dalam tahapan
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pelaksanaan sehingga progres pengadaan barang/jasa Pemda DIY belum
maksimal dikarenakan proses penyelesaiannya pada sistem belum dapat
dilakukan. Selanjutnya, secara umum Kkinerja sub kegiatan tercermin pada
progres fisik dan keuangan sampai dengan TW [ tahun 2025, masih
menunjukkan adanya deviasi fisik sebesar 0,46% dengan 6 (enam) sub
kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100%. Deviasi fisik tersebut
disebabkan oleh adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, serta
adanya kegiatan yang masuk pada efisiensi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor
1 Tahun 2025. Sedangkan pada kinerja keuangan, terdapat deviasi sebesar
1,45% dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang memiliki deviasi diatas 10%. Deviasi
keuangan terjadi karena masih dalam proses pertanggungjawaban (SP])
keuangan. Selanjutnya untuk sub kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik
fisik maupun keuangan terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan
realisasi fisik dan keuangan 100%. Pada kegiatan yang bersumber dari Dana
Keistimewaan terdapat 1 (satu) sub kegiatan, tidak terdapat dengan deviasi

fisik tapi masih ada deviasi keuangan sebesar 0,30%.

39. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DIY

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
Setda DIY sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 memiliki indikator kinerja
tujuan Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda
(bidang infrastruktur) terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara
persentase baru mencapai 83,33% dari target. Sedangkan pada indikator
sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran yang masing-masing capaian realisasi
sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yaitu Indikator pertama Persentase
rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)
terealisasi sebesar 50% dari target 60% atau secara persentase baru mencapai
83,33% dari target. Sedangkan indikator sasaran kedua Kategori Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah realisasi 93,48 (capaian tahun 2024) dari target
93,48 atau sebesar 100% dari target. (Capaian indikator tujuan dan kinerja
sasaran masih menggunakan realisasi kumulatif dari tahun sebelumnya
karena kinerja tujuan dan sasaran baru dapat dihitung di akhir Triwulan IV
Tahun 2025). Selanjutnya, pada kinerja Program sampai dengan triwulan I
tahun 2025 dilaksanakan melalui tiga indikator program. Indikator program
pertama yaitu Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program
Pemda terealisasi sebesar 66,67% dari target 50% (133,34%). Pada indikator
program kedua, Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung

Program Pemda (Program Dais) terealisasi sebesar 25% dari target 50% atau
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baru mencapai 50% dari target. Indikator ketiga, Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah baru terealisasi sebesar 85,94
dari target 95,80 atau baru mencapai sebesar 89,70% dari target. (Target nilai
PKKI yang tercantum merupakan target akhir tahun
2025 sedangkan realisasi merupakan nilai yang diambil dari nilai rata-rata
PKKI program Penunjang TW I tahun 2025). Secara umum sebanyak 22 sub
kegiatan progres realisasi fisik telah memenubhi target, tidak terdapat deviasi
sama sekali yang berarti target ketercapaiam fisik sebesar 14,94% telah
tercapai sepenuhnya. Pada kinerja keuangan masih terdapat deviasi sebesar
2,47%, dari target sebesar 11,34% baru terealisasi sebesar 8,87%. Deviasi
keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang yaitu deviasi 7,63% dikarenakan adanya surat edaran
untuk menunda kegiatan pada bulan Januari dan Februari sehingga kegiatan
baru dapat dilakukan pada bulan Maret. Kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya antara lain: perjalanan dinas luar daerah, pelaksanaan FGD
dan rapat koordinasi, dan pelaksanaan publikasi. Terdapat satu sub kegiatan
yang ditargetkan selesai pada triwulan [ 2025 telah terealisasi 100%. Capaian
kinerja fisik sampai dengan Triwulan [ telah sesuai target, sedangkan untuk
kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 2,47%, dari target sebesar 11,34%

hanya terealisasi sebesar 8,87% .

40. BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM DIY

Biro Perekonomian dan SDA DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Persentase
rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung
pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan“belum mencapai target yang ditetapkan karena
ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada
indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 2
(dua) indikator, seluruhnya belum memenubhi target disebabkan ketercapaian
baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena capaian kinerjanya
bersifat outcome dan proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1
(satu) tahun berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 3
(tiga) indikator, kesemua indikator belum mencapai target karena realisasi
ada di Triwulan IV Tahun 2025. Capaian kinerjanya bersifat outcome dan
proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.
Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 24 (dua puluh empat) Sub
Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target

pada Triwulan I Tahun 2025. Namun masih terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan
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yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut karena efisiensi

pelaksanaan kegiatan.
41. BIRO TATA PEMERINTAHAN DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
capaian pada indikator tujuan “Persentase Responsivitas Dinamika
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dapat mencapai target. Begitu juga
dari 2 (dua) indikator sasaran yang dimiliki, realisasi kedua indikator tersebut
dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan I. Adapun
untuk capaian Program, dari total 6 (enam) indikator program yang dimiliki,
terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Persentase garis batas daerah
provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi (%), hal ini karena proses
sinkronisasi garis batas daerah memerlukan proses yang cukup panjang
hingga tercapai kesepakatan antara pihak DIY, Provinsi Jawa Tengah,
Kab./Kota maupun Desa/Kalurahan yang berbatasan. Kemudian dari total
subkegiatan yang berjumlah 23 Sub kegiatan, realisasi fisik telah sesuai target,
namun terdapat deviasi keuangan yang relatif besar karena belanja yang
menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih harga di pasaran yang lebih
rendah, serta adanya kebijakan efisiensi yang diatur oleh Inpres RI No 1 Tahun

2025.
42. BIRO UMUM DAN PROTOKOL DIY

Biro Umum dan Protokol Setda DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
pada indikator tujuan yang dimiliki yaitu “Nilai rerata kuesioner layanan
keprotokolan, kerumahtanggan dan nilai reformasi birokrasi“ capaian telah
mencapai target triwulan [. Demikian juga dari 1 (satu) indikator kinerja
sasaran yang dimiliki, realisasinya sudah mencapai target triwilan I.
Selanjutnya untuk indikator kinerja Program, dari 2 (dua) indikator yang
dimiliki, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai
PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk
capaian sub kegiatan, dari total 32 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang
mengalami deviasi fisik dikarenakan faktor eksternal berupa kenaikan tarif
Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian juga untuk kinerja keuangan terdapat
deviasi keuangan disebabkan karena belanja yang menyesuaikan dengan

kebutuhan serta terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah.
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43. DINAS KEBUDAYAAN DIY

Dinas Kebudayaan DIY sampai dengan triwulan [ Tahun 2025, terdapat 3 (tiga)
indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu “Jumlah sumber daya kebudayaan
pendukung keistimewaan yang terkelola”, “Jumlah sarana prasarana
pendukung keistimewaan yang terkelola”, dan “Jumlah agenda budaya
pendukung keistimewaan yang terkelola”. Seluruh indikator tersebut realisasi
menggunakan tahun 2024 dan belum memenuhi target karena adanya
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22
Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Selanjutnya pada
indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025, dari total 4 (empat)
indikator, terdapat 1 (Satu) indikator realisasi merupakan tahun 2024 pada
“Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” dan 3 (tiga) indikator
lainnya yaitu “Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan
budaya dan museum”, “Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya
tingkat provinsi, nasional, internasional”, serta “Peningkatan jumlah kegiatan
pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY”, belum memiliki realisasi
karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur.
Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 6 (enam) indikator,
terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu
“Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dan 5 (lima)
indikator lainnya sama seperti indikator kinerja Sasaran, belum dilaksanakan
karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Untuk
Sub Kegiatan, dari total 45 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi tidak sesuai
target triwulan [, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi pada 7 (tujuh)
Sub Kegiatan disebabkan oleh sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi
SIPD yang baru efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada

kelambatan pada proses pencairan anggaran.
44. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang
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pertama “Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Perikanan yang
Berkelanjutan (juta rupiah)“, yang kedua “Terwujudnya pengelolaan kawasan
konservasi perairan secara berkelanjutan (skor)” dan yang Kketiga
“Meningkatnya aktivitas perekonomian perikanan budidaya di lokasi prioritas
penanggulangan kemiskinan (juta rupiah/tahun)” belum mencapai target
yang ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV
2025. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi sudah
sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi
target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun
2025. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas)
indikator, terdapat 2 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I
Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 indikator yang belum mencapai
target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk
kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, tidak terdapat
sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun
2025. Namun terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan
mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan sub

kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat persediaan.

45. DINAS KESEHATAN DIY

Dinas Kesehatan DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator
kinerja tujuan “Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan
Sangat Kurang) Pada Balita “ telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini
karena didukung oleh kegiatan Pemberian makanan tambahan pada akhir
tahun 2024 memberikan dampak pada penurunan prevalensi underweight
dan Pemantauan disertai konseling PMBA tentang MP-ASI yang bergizi sesuai
standar. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I
2025, dari total 2 (dua) indikator, semua indikator Kinerja sasaran masih
menggunakan capaian tahun sebelumnya disebabkan ketercapaian baru dapat
dihitung pada triwulan IV 2025. Kemudian untuk indikator kinerja Program,
dari total 18 indikator, ada 13 Indikator sudah sesuai target pada TW I,
sementara masih terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target
karena masih akan berjalan dalam pengumpulan/input data hingga triwulan
IV 2025 dan tidak dilakukan karena dampak rasionalisasi dan efisiensi sebagai
tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun
2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 57 Sub Kegiatan Seluruh kegiatan dapat
mencapai target fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat deviasi

dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES)
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Nomor 1 Tahun 2025, selisih harga penawaran dan juga belanja yang

menyesuaikan kebutuhan.
46. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
realisasi indikator kinerja Tujuan yang dimiliki, yaitu “Predikat pelaksanaan
pemerintahan berbasis elektronik di DIY melalui asesmen mandiri” telah
tercapai sesuai target pada Triwulan . Selanjutnya dari total 3 (tiga) indikator
kinerja sasaran yang dimiliki, realisasi sudah mencapai target di triwulan L.
Kemudian dari total 6 (enam) indikator kinerja program yang ada, realisasi
semua indikator kinerja telah mencapai target pada triwulan I, meskipun ada
yang merupakan data sementara karena capaian di Triwulan IV. Dari total 28
sub Kegiatan yang dimiliki, sampai dengan triwulan I, realisasi fisik telah
sesuai target, sedangkan realisasi keuangan terdapat sedikit deviasi karena

menyesuaikan kebutuhan dan dilakukan efisiensi.
47. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki
kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Jumlah omset
Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)” telah mencapai target yang ditetapkan.
Ketercapaian tersebut di dukung oleh perbaikan tata kelola Koperasi sehingga
meningkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi yang berdampak pada
penambahan jumlah anggota koperasi, penambahan jumlah anggota Koperasi
selaras dengan peningkatan omset Koperasi. Selanjutnya pada indikator
Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5 (lima)
indikator, 3 (tiga) indikator realisasi sudah sesuai target, namun masih
terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target disebabkan
ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses
pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.
Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 13 (lima belas)
indikator, terdapat 11 (sebelas) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan
[ Tahun 2025. Faktor pendorong ketercapaian dikarenakan adanya kolaborasi
dengan Lembaga/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ada
beberapa kegiatan pendukung ketercapaian program yang tidak ada
pendanaan bisa dilakukan melalui kolaborasi tersebut. Sementara masih
terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target karena realisasi baru
bisa dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub
Kegiatan, dari total 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, terdapat 6 (enam) sub

kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan [ Tahun 2025.
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Salah satu faktor karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia
(INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain hal tersebut terdapat pula
kendala teknis seperti kekurangan kelengkapan dokumen, serangan website
dan kendala teknis lainnya. Selain itu, juga terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan
yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan
terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun

2025, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan kendala teknis lain.
48. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025 bahwa berdasarkan kinerja tujuan terdapat satu
indikator dan sudah mencapai target yaitu Ketercapaian Kinerja Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keterwujudan Pengelolaan Hutan
Lestari dari target 77,20% tercapai 77,20%. Pada kinerja sasaran, dari lima
indikator kinerja sasaran seluruhnya dapat tercapai terhadap target. Pada
kinerja program dari sebanyak 19 indikator program, 17 diantaranya tercapai.
Terdapat 1 (satu) indikator program yang belum dapat diukur capaiannya
pada triwulan [, yaitu Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang
Strategis (ha), serta 1 (satu) indikator program yang tidak tercapai yaitu
Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan
(parameter) dari target 4.300 parameter tercapai sebanyak 4.261 parameter
atau sebesar 99,09% terhadap target. Hal ini disebabkan karena terdapat
beberapa pergeseran jadwal sampling dari pelanggan yang semula
diagendakan awal tahun menjadi pertengahan/akhir tahun. Sampai dengan
Triwulan [ 2025, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mencapai target fisik
100% yaitu subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari 3 (tiga) subkegiatan yang ditargetkan
selesai 100% di Triwulan I. Sedangkan 1 (satu) subkegiatan lainnya yaitu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
capaian fisiknya masih 95,05%. Secara umum progres fisik antara realisasi
fisik dengan target, masih terdapat deviasi meski relatif sangat kecil yang
berada pada angka 0,04%. Kinerja pada progres keuangan masih terdapat
deviasi keuangan sebesar 9,48% dari target sebesar 23,16% terealisasi
sebesar 17,83%. Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 3 sub
kegiatan. Deviasi keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu deviasi

14,84% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan.
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49. DINAS PARIWISATA DIY

Dinas Pariwisata DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja
sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Total Yield (Jumlah
wisatawan x Belanja/per hari) belum mencapai target yang ditetapkan karena
ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada
indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 5
(lima) indikator, 3 (tiga) indikator realisasi belum sesuai target yang
ditetapkan, disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV
tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya sudah melebihi target
yang telah ditetapkan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total
9 (sembilan) indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah sesuai target pada
Triwulan [ Tahun 2025. Namun masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum
mencapai target. Hal tersebut terjadi karena ketercapaian baru dapat dihitung
pada Triwulan IV tahun 2025 serta kebijakan nasional dan situasi global yang
mempengaruhi ketercapaiannya. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan,
dari total 44 Sub Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya
tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025 karena terbitnya Instruksi
Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya
terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal
tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia

(INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

50. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL DIY

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
sampai dengan triwulan [ Tahun 2025, untuk indikator Kkinerja tujuan
“Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum,
perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber
daya mineral di DIY“ belum mencapai target yang ditetapkan karena
ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya pada
indikator kinerja Sasaran sampai dengan triwulan [ 2025, dari total 10
indikator, terdapat tujuh indikator dengan realisasi sudah sesuai target, tetapi
masih terdapat tiga indikator yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan
ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025 karena proses
pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 27 indikator, ada 16
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Indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 11

indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025.

Pada kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 65 sub kegiatan tercermin
pada progres Kkinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
menunjukkan bahwa masih terdapat deviasi sebesar 4,54%. Terjadinya
deviasi fisik tersebut karena adanya tindak lanjut atas terbitnya Instruksi
Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan
secara umum kinerja sub kegiatan pada progres kinerja keuangan juga masih
memiliki deviasi sebesar 6,61%. Hal ini disebabkan karena masih adanya
empat sub kegiatan dengan deviasi keuangan lebih dari 10%. Deviasi
keuangan terbesar yaitu 19,81 % pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang
Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo yang berdampak
pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Prambanan-
Gayamharjo Segmen B4-B5. Sub kegiatan tersebut menggunakan anggaran
dana keistimewaan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu

pergeseran DPA dana keistimewaan (dampak INPRES Nomor 1 Tahun 2025).

51. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DIY

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator kinerja
Tujuan yang dimiliki, yaitu “Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan
masyarakat desa yang berkualitas” sudah sesuai target, meskipun masih data
sementara, karena capaian ada di triwulan [V. Demikian juga dari total 3 (tiga)
indikator kinerja Sasaran yang ada, realisasi sudah mencapai target triwulan L.
Selanjutnya, dari total 9 (Sembilan) indikator kinerja Program yang dimiliki,
terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sudah mencapai target triwulan I, ada 1
(satu) indikator belum mencapai target, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah”, serta 1 (satu) indikator yang belum ditargetkan
pada triwulan I, realisasi baru ada di triwulan IV. Kemudian, dari total 32 Sub
Kegiatan yang dimiliki, realisasi fisik sudah sesuai target triwulan I, sedangkan
realisasi keuangan terdapat deviasi karena beberapa faktor eksternal seperti
gaji dan tunjangan yang menyesuaikan jumlah ASN, penyesuaian harga pasar,
efisiensi belanja perjalanan dinas, menyesuaikan kebutuhan, seperti

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
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52. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DIY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian
Penduduk DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 2 (dua)
indikator kinerja Tujuan yang diampu yaitu “Rasio Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak di Masyarakat” dan “Rata-rata Jumlah Anak per-
Keluarga”. Kedua indikator kinerja tersebut capaian telah melebihi target
meskipun pada indikator “Rata-rata Jumlah Anak per-Keluarga” capaian masih
menggunakan capaian tahun 2024 karena capaian diukur di akhir tahun 2025.
Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan triwulan I 2025,
dari total 5 (lima) indikator, realisasi seluruh indikator sudah sesuai target.
Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 10 indikator, terdapat 1
(satu) indikator belum memenuhi target pada triwulan I, yaitu “Nilai PKKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”, yang merupakan indikator
pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Untuk Sub
Kegiatan, dari total 66 Sub Kegiatan, secara fisik realisasi sudah memenubhi
target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya

kebijakan refocusing anggaran sesuai Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025.
53. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY sampai
dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk
indikator Kinerja Tujuan “Nilai Realisasi Investasi di DIY" sudah mencapai
target yang ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai
dengan Triwulan I Tahun 2025, dari total 3 (tiga) indikator, semuanya sudah
sesuai target. Hal tersebut di dorong oleh faktor-faktor masih adanya
pembangunan Proyek Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-
Bawen; komitmen pimpinan dan staf dalam memberikan layanan perizinan,
diwujudkan dengan fasilitas layanan yang memadai; pengawasan terhadap
pelaku usaha dalam rangka identifikasi masalah dan pendampingan pengisian
LKPM sebagai dasar nilai realisasi investasi; adanya inovasi integrated call
center yang memperkuat layanan perizinan kepada masyarakat; dan
Penerapan AGILE Government dan sistem merit terhadap pencapaian kinerja
instansi. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 7 (tujuh)
indikator, terdapat 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I
Tahun 2025, sementara masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum
mencapai target karena realisasi baru dapat dihitung di Triwulan IV Tahun
2025 dan hambatan teknis pelaksanaan kegiatan. Untuk kinerja pelaksanaan

Sub Kegiatan, dari total 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, tidak terdapat sub
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kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I Tahun 2025.
Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi, hal
tersebut juga dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia

(INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta kendala teknis penatausahaan keuangan.

54. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DIY

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, dari 8 (delapan) indikator tujuan, sebanyak 6 (enam) indikator telah
mencapai target. Ada 2 (dua) indikator menggunakan capaian tahun 2024
yaitu Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Indikator Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda karena data capaian tahun 2025 baru akan
dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2025. Terdapat 2 (dua) indikator yang belum
memiliki target pada triwulan 1 yaitu Peringkat yang diraih dalam Pra-
POPNAS dan POPNAS serta Indikator Peringkat yang diraih dalam
PEPARPENAS karena kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS akan
diselenggarakan di triwulan III. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran
sampai dengan triwulan [ 2025, dari total 10 indikator, 9 (sembilan) indikator
realisasi sudah sesuai target, baik menggunakan capaian 2024 atau sudah
dengan capaian triwulan I. Masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum
memenuhi target yaitu Indikator Jumlah capaian medali di bidang olahraga
pada kejuaraan multi event (emas, perak, perunggu) belum memiliki target
pada triwulan I karena kompetisi akan diselenggarakan pada triwulan IV
(target akhir 24 medali). Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total
10 indikator, ada 7 (tujuh) indikator sudah sesuai target pada TW I, sementara
masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target karena realisasi
ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 64 Sub Kegiatan,
terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada
triwulan [ karena penyaluran UKT belum dapat dilaksanakan. Demikian juga
realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan penyaluran UKT dan

belanja menyesuaikan kebutuhan.

55. DINAS PERHUBUNGAN DIY

Dinas Perhubungan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki
Kinerja tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dengan
indikator Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY dihitung
dari Rerata Persentase Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan
Umum serta Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan
Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan telah terealisasi melebihi

target sebesar 101,06%. Indikator tujuan tersebut didukung melalui tiga
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sasaran yaitu; Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum,
Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung
Pelestarian Lingkungan serta Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan [ capaian
kinerja sasaran, semuanya telah tercapai. Sedangkan pada kinerja program
dicapai melalui 14 indikator kinerja program, sampai dengan triwuilan I tahun
2025 semua indikator tersebut telah sesuai dengan target. Capaian realisasi
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, serta Program seluruhnya telah tercapai
dengan persentase capaian 100%. Untuk kinerja sub kegiatan dari total
sebanyak 43 sub kegiatan sampai triwulan I tahun 2025, hanya terdapat satu
sub kegiatan yang ditargetkan selesai dan telah terealisasi 100% yaitu sub
kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Secara umum tidak terdapat
deviasi fisik, sedangkan terkait dengan deviasi keuangan, masih terdapat tiga
sub kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% yaitu sub kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam

rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
56. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan
“Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY” dan “Kontribusi
Perdagangan Terhadap PDRB DIY” belum mencapai target yang ditetapkan
karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025. Selanjutnya
pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025, dari
total 3 (tiga) indikator semuanya belum memenuhi target disebabkan
ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 karena proses
pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.
Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 14 (empat belas)
indikator, semua indikator belum mencapai target karena realisasi ada di
Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total
41 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai
target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan
yang realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
57. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY sampai dengan triwulan I Tahun

2025, pada indikator kinerja Tujuan “Persentase pemanfaatan koleksi pustaka
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dan arsip”, realisasi sudah melebihi target namun angka realisasi tersebut
merupakan angka tahun 2024, karena realisasi tahun 2025 dihitung pada
akhir tahun. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan
triwulan I 2025, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh realisasi indikator
merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi dihitung di akhir tahun atau
awal tahun 2026. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 5
(lima) indikator, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target pada
triwulan I, yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”
serta “Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi
dan dikonservasi”. Untuk Sub Kegiatan, dari total 44 Sub Kegiatan, secara fisik
realisasi tidak sesuai target triwulan | karena adanya efisiensi anggaran yang
menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sementara kinerja
keuangan terdapat deviasi karena efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran No
B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

58. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
capaian indikator tujuan “Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang
dan penataan agraria di daerah” ini sementara masih menggunakan capaian
Triwulan IV Tahun 2024 dan sedang berproses seiring dengan penyesuaian
kebijakan nasional terkait dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan
triwulan 1 2025, dari total tiga indikator, terdapat dua indikator dengan
realisasi sudah sesuai target, tetapi masih terdapat satu indikator yang belum
memenubhi target. Hal ini disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada
triwulan IV 2025 karena perhitungan capaian dilakukan pada setiap akhir
tahun. Selanjutnya pada tahun 2025 ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
mengampu enam Program, 15 Kegiatan dan didukung dengan 37 Sub Kegiatan.
Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total sembilan indikator, ada
enam Indikator sudah sesuai target pada TW I, dan masih terdapat tiga
indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di triwulan IV 2025.
Untuk kinerja sub kegiatan dengan total sejumlah 37 sub kegiatan tercermin
pada progres kinerja fisik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
menunjukkan bahwa kinerja fisik terealisasi sebesar 18,85% sudah sesuai
dengan yang ditargetkan, sehingga tidak terdapat deviasi. Sedangkan pada

kinerja keuangan sub kegiatan terealisasi sebesar 12,29% dari target sebesar
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15,50% sehingga masih terdapat deviasi sebesar 3,21% pada tujuh sub
kegiatan. Deviasi keuangan tersebut disebabkan efisiensi, belanja
menyesuaikan dengan kebutuhan, harga pasar yang lebih rendah dari SHB]J,
dan masih dalam proses administrasi keuangan. Belanja yang menyesuaikan
dengan kebutuhan seperti pembelian buku cek bank, pengiriman barang,
tagihan telpon, air, listrik, pemeliharaan peralatan dan mesin, tenaga ahli,
narasumber dan perjalanan dinas dan hasil penyesuaian terhadap Inpres
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

59. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan yang
pertama “Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)“ belum mencapai target yang
ditetapkan karena ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan IV 2025.
Nilai PDRB Tahun 2025 baru akan dirilis dibulan Februari n+1 oleh BPS. Untuk
indikator kinerja tujuan yang ke-dua: “Peningkatan persentase kontribusi
sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)” sudah melebihi target
yang di tetapkan. Untuk indikator kinerja tujuan yang ke-tiga: “Indeks
Ketahanan Pangan (skor)” sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya
untuk indikator kinerja tujuan yang ke-empat: “Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan” juga sudah melebihi target yang di tetapkan. Selanjutnya
pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025, dari
total 5 (lima) indikator, 4 (empat) indikator realisasi sudah sesuai target,
namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target
disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada Triwulan IV tahun 2025
karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
berjalan. Kemudian untuk indikator Kinerja Program, dari total 15 (lima belas)
indikator, terdapat 3 (tiga) Indikator sudah sesuai target pada Triwulan I
Tahun 2025, sementara masih terdapat 12 (dua belas) indikator yang belum
mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja
pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 50 (lima puluh) Sub Kegiatan, terdapat 1
(satu) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target pada Triwulan I
Tahun 2025 karena terkait kendala pada DPA pergeseran. Demikian juga
terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi keuangan mengalami deviasi,

hal tersebut salah satunya dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik
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Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya kendala teknis

pelaksanaan kegiatan.
60. DINAS SOSIAL DIY

Dinas Sosial DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk indikator
kinerja tujuan “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial,
serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran
yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan
kejuangan dan kesetiakawanan sosial “ telah mencapai target triwulan I yang
ditetapkan. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan
triwulan 1 2025, dari total 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator realisasi
sudah sesuai target, namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum
memenubhi target disebabkan ketercapaian baru dapat dihitung pada triwulan
IV 2025 karena proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu)
tahun berjalan. Kemudian untuk indikator kinerja Program, dari total 9
(Sembilan) indikator, ada 5 (lima) Indikator sudah sesuai target pada TW |,
sementara masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target
karena realisasi ada di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 73 Sub
Kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai target
pada triwulan [ karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia
(INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengikuti SE Nomor
B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Demikian juga
realisasi keuangan terdapat deviasi juga dikarenakan terbitnya Instruksi
Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, sisa pengadaan

dan belanja menyesuaikan kebutuhan.
61. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

Dinas Tenaga Kerja DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki
kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Tujuan “Tingkat
produktivitas DIY (juta rupiah/tenaga kerja)“ telah mencapai target yang
ditetapkan. Selanjutnya pada indikator Kinerja Sasaran sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025, dari total 7 (tujuh) indikator, 6 (enam) indikator
realisasi sudah sesuai target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang

belum memenuhi target. Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan
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dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES)
Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Kemudian untuk indikator
Kinerja Program, dari total 14 indikator, terdapat 6 (enam) Indikator sudah
sesuai target pada Triwulan 1 Tahun 2025, sementara masih terdapat 7 (tujuh)
indikator yang belum mencapai target karena realisasi ada di Triwulan IV
Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, dari total 49 Sub
Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang capaian fisiknya tidak sesuai
target pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena terbitnya
Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025. Namun demikian terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang
realisasi keuangan terdapat deviasi, hal tersebut juga dikarenakan efisiensi

belanja pelaksanaan sub kegiatan.
62. INSPEKTORAT DIY

Inspektorat DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk indikator
kinerja tujuan “Indeks Penilaian Integritas” bersifat tahunan sehingga realisasi
Triwulan | merupakan realisasi tahun 2024. Selanjutnya pada indikator
kinerja sasaran sampai dengan triwulan [ 2025, dari total 3 (tiga) sasaran
kinerja, terdapat 1 (satu) sasaran kinerja telah melampaui target TW I, yaitu
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal dengan indikator persentase
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan capaian 90,88 dari target
TW I 88,50. Adapun dua sasaran lainnya, penghitungannya bersifat tahunan.
Kemudian untuk indikator kinerja Program, Inspektorat DIY memiliki 3 (tiga)
program dengan 3 (tiga) indikator. Terdapat satu indikator, yaitu nilai PKKI
program penunjang yang belum mencapai target karena terkait dengan
pergeseran aliran kas, juga terkait dengan kelengkapan pelaporan seperti
inovasi. Untuk kinerja pelaksanaan sub kegiatan, dari total 45 sub kegiatan,
terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan deviasi fisik cukup besar. Hal ini terkait
dengan proses pergeseran aliran kas sehingga beberapa tahap pelaksanaan
sub kegiatan terdampak. Secara keseluruhan, realisasi fisik hampir memenuhi
target, dengan deviasi yang hanya berada pada angka 0,04%. Kinerja keuangan
memiliki deviasi sebesar 8,27% (target keuangan sebesar 27,77% hanya
terealisasi sebesar 19,50%). Deviasi ini diantaranya disebabkan oleh
penundaan pelaksanaan sub kegiatan, sifatnya menyesuaikan kebutuhan.
Terdapat deviasi keuangan lebih dari 10% pada 5 (lima) sub kegiatan, hal ini
disebabkan pergeseran angkas sub kegiatan masih dalam proses, merupakan

penjagaan serta addendum pengadaan barang/jasa masih dalam proses.
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63. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja
program telah mencapai target yang ditetapkan. Sebanyak 17 sub kegiatan
penunjang dan 2 sub kegiatan utama telah menunjukkan hasil baik, dengan
tidak ada deviasi fisik. Namun, terdapat deviasi keuangan sebesar 3,89% yang
disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas, harga pasar yang lebih
rendah dari SHB]J, dan belanja yang belum dapat direalisasikan karena kendala
dari pihak penyedia. Selanjutnya, terdapat tiga sub kegiatan yang mengalami
deviasi keuangan 210%, karena karena harga pasar lebih rendah dari SHB] dan

adanya perubahan aliran kas.

64. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
Kabupaten Gunungkidul Bantul sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
indikator kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target
yang ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 20 sub kegiatan telah
menunjukkan hasil baik dan tidak ada deviasi fisik. Namun, secara keuangan
terjadi deviasi sebesar 2,16% disebabkan adanya efisiensi belanja dan
perbedaan antara harga pasar dengan SHB] dimana terdapat 3 sub kegiatan

yang mengalami deviasi keuangan 210%.
65. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, indikator
kinerja program sebanyak 2 (dua) program telah mencapai target yang
ditetapkan. Untuk Sub Kegiatan, sebanyak 21 sub kegiatan telah menunjukkan
hasil baik. Namun, terdapat sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik, yaitu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3,00%) serta Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1,00%). Penyebab deviasi fisik
tersebut adalah adanya efisiensi pada salah satu komponen belanja. Secara
keseluruhan terdapat deviasi keuangan sebesar 3,52% yang disebabkan oleh
efisiensi belanja dan terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah
dibandingkan SHBJ] dimana terdapat 2 sub kegiatan yang mengalami deviasi

keuangan =10%.
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66. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
Kabupaten Sleman sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 memiliki 2 (dua)
indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan I.
Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki Sebanyak 19 sub kegiatan telah
menunjukkan hasil baik dan tidak ada deviasi fisik. Namun, secara keseluruhan
masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab deviasi keuangan

tersebut karena adanya efisiensi.

67. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA DIY

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 memiliki 2 (dua)
indikator kinerja Program yang semuanya sudah mencapai target triwulan L.
Sedangkan jumlah Sub Kegiatan yang dimiliki sebanyak 19 sub kegiatan
menunjukkan hasil baik dan tidak mengalami deviasi fsik. Namun, secara
keseluruhan masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil. Penyebab
deviasi keuangan tersebut karena adanya selisih harga antara harga pasar

yang lebih rendah dibandingkan standar harga.
68. MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO DIY

Museum Negeri Sonobudoyo DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, pada
indikator kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, seluruh indikator telah
memenubhi target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, secara fisik
realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat
deviasi karena belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terdapat selisih
harga di pasaran yang lebih rendah dibandingkan SHB]J, serta negosiasi harga

dari pengadaan barang dan jasa.
69. PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Paniradya Kaistimewan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, untuk
indikator Kkinerja tujuan “Persentase capaian pelaksanaan urusan
keistimewaan”. Realisasi indikator tujuan tersebut telah melebihi target
karena menggunakan angka realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 90,95% atau
sebesar 101,96% dari target tahun 2025 sebesar 89,20%. Selanjutnya
Paniradya Kaistimewan memiliki 2 (dua) indikator Sasaran. Perhitungan
realisasi dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 sehingga realisasi pada
triwulan I 2025 menggunakan angka realisasi tahun 2024 sehingga seluruh

indikator sasaran telah melebihi target. Kemudian untuk indikator kinerja
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Program, dari total 2 (dua) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak
mencapai target karena aktivitas OPD yang semakin banyak sehingga rentang
kendali pun semakin panjang dan terdapat deviasi keuangan pada beberapa
sub kegiatan karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk Sub
Kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100%
namun secara total realisasi fisik melebihi target sampai dengan bulan Maret
yaitu 21,36% dari target sebesar 20,68%. Hal ini karena pada Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan terdapat
pekerjaan Penyusunan Kajian Perumusan Arah Kebijakan Keistimewaan dan
Kajian Indikator Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan
yang target fisiknya pada bulan April, namun diselesaikan pada triwulan I
(Bulan Maret) karena mengingat kontrak kerja berakhir ketika libur lebaran.
Kinerja keuangan memiliki deviasi sebesar 5,05%, dari target sebesar 20,45%,
terealisasi sebesar 15,4%. Deviasi keuangan terjadi karena beberapa aktivitas

tidak dilaksanakan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi.
70. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DIY

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng DIY sampai dengan Triwulan I Tahun
2025 memiliki kinerja sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Program, dari
2 (dua) indikator program yaitu: “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang di tetapkan. Untuk indikator
“Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/Fasilitas Pelabuhan
(skor)” belum sesuai target pada Triwulan [ Tahun 2025, karena realisasi baru
dapat dihitung di Triwulan IV Tahun 2025. Untuk kinerja pelaksanaan Sub
Kegiatan, dari total 20 Sub Kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang capaian
fisiknya mengalami deviasi. Namun terdapat 11 Sub Kegiatan yang realisasi
keuangan mengalami deviasi, hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja

pelaksanaan sub kegiatan.
71. RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DIY

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk
indikator kinerja Sasaran, dari total 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator
kinerja sasaran belum mencapai target triwulan I yaitu indikator Persentase
ODGJ berat ditangani dan tidak ditelantarkan. Faktor penghambat
ketidaktercapaian indikator tersebut adalah adanya kebijakan rujukan
berjenjang BPJS sehingga hanya pasien dengan diagnose gangguan jiwa berat
yang bisa di rawat inap di RS Jiwa Grhasia yang merupakan rumah sakit jiwa
kelas A, serta terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap sehubungan saat ini

sudah terdapat beberapa rumah sakit non kekhususan jiwa yang juga
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menyediakan layanan rawat inap bagi pasien jiwa. Kemudian untuk indikator
kinerja Program, dari total 3 (tiga) indikator, ada 2 (dua) Indikator sudah
sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang
belum mencapai target. Untuk Sub Kegiatan, dari total 29 Sub Kegiatan
terdapat deviasi antara target dengan realisasi fisik sebesar 1,10%. Deviasi
fisik terjadi karena proses pengadaan masih sampai pada tahap evaluasi
sebagai akibat terdapat calon penyedia yang mengajukan penawaran dibawah
80% sehingga BLP menetapkan kebijakan untuk melakukan reviu kewajaran
harga penawaran yang mengakibatkan penetapan penyedia melebihi dari
jadwal yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut untuk pembangunan gedung
Psikiatri Terpadu perlu dilakukan Kkajian terhadap HPS oleh Inspektorat
sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk dapat dilakukan pemaketan
ke BLP, selanjutnya untuk realisasi keuangan terdapat deviasi dikarenakan
belanja menyesuaikan dengan kebutuhan, pembayaran uang muka untuk jasa
konstruksi pembangunan gedung Psikiatri Terpadu, Instalasi Farmasi dan
Instalasi Rehabilitasi Medik belum dapat dilaksanakan dan adanya pergeseran

anggaran.
72. RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DIY

Rumah Sakit Paru Respira DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk
indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, ada 1 (satu) indikator
sudah sesuai target pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator
yang belum mencapai target yaitu Nilai PKKI Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah karena target merupakan target tahunan dan realisasi ada
di triwulan IV 2025. Untuk Sub Kegiatan, dari total 7 (tujuh) Sub Kegiatan,
capaian fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan
terdapat deviasi karena efisiensi belanja, adanya beberapa belanja yang belum
dapat dibayarkan karena terkendala aplikasi coretax dari pihak penyedia dan
pembayaran uang muka Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen
AMDAL dan Andalalin tidak dilakukan karena belum ada kepastian anggaran
DAU Pemda DIY.

73. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY

Satuan Polisi Pamong Praja DIY sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025, untuk
indikator kinerja tujuan “Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban
umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum
mencapai target. Selanjutnya pada indikator kinerja Sasaran sampai dengan
triwulan I 2025, dari 2 (dua) sasaran kinerja, seluruh indikator Sasaran telah

mencapai target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja Program,
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dari total 4 (empat) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator sudah sesuai target
pada TW I, sementara masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai
target, antara lain disebabkan pemahaman dari masyarakat/wisatawan yang
kurang dalam melihat situasi dan kondisi dari Pantai Selatan yang memiliki rip
current/palung sehingga banyak terjadi laka laut, serta belum adanya sistem
informasi yang memadai dalam mengakomodir pelaporan dari setiap
kelompok Jagawarga. Untuk Sub Kegiatan, dari total 49 Sub Kegiatan, terdapat
2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100% yang disebabkan
karena adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang terdampak
Inpres No. 1 Tahun 2025. Demikian juga, terdapat deviasi keuangan sebesar
5,4% disebabkan oleh adanya penyesuaian aliran kas dan beberapa item yang

terdampak Inpres No. 1 Tahun 2025.
74. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan sampai dengan triwulan [
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah  sesuai target, sementara kinerja  keuangan terdapat

deviasi karena adanya negosiasi harga dan fluktuasi tagihan listrik.
75. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
realisasi sudah sesuai target triwulan [, sementara kinerja keuangan terdapat

deviasi yang disebabkan adanya sisa anggaran dari pembayaran belanja.
76. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi
sudah sesuai target triwulan [, sementara kinerja keuangan terdapat
deviasi karena adanya sisa dari pembayaran listrik hingga bulan Maret 2025

dan sisa penawaran jasa keamanan dan kebersihan.
77. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan sampai dengan triwulan I Tahun
2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah
sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena terdapat

efisiensi anggaran sisa belanja dari listrik, surat kabar, telepon, perjalanan
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dinas, serta hasil negosiasi belanja BLUD seperti penyediaan bahan keramik,

bahan edotel, ATK, buku cek, bahan kulit, dan bahan tekstil.
78. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
realisasi sudah sesuai target triwulan I, sementara kinerja keuangan terdapat

deviasi karena menyesuaikan kebutuhan.
79. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah
sesuai target, sementara kinerja keuangan pelaksanaan telah melebihi target

triwulan I.
80. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena
adanya penyesuaian termin pembayaran pada triwulan [ jasa keamanan dan

kebersihan.
81. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang
disebabkan oleh belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada

selisih harga pasaran yang lebih rendah dibadingkan dengan SHB].
82. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian fisik

dan keuangnya nya sudah sesuai target pada triwulan I.
83. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan sampai dengan triwulan I

Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
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dan keuangan terdapat deviasi karena berkurangnya tagihan rutin untuk

belanja listrik akibat tidak adanya praktek di jurusan disebabkan masa ujian.

84. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
realisasi sudah sesuai target triwulan [, sementara kinerja keuangan terdapat

deviasi karena adanya efisiensi Belanja.

85. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik sudah
sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena
menyesuaikan dengan tagihan belanja listrik, telepon, sampah; serta
perjalanan dinas yang menyesuaikan kebutuhan untuk koordinasi

administrasi sekolah.

86. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean sampai dengan triwulan [ Tahun
2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik realisasi
sudah sesuai target triwulan [, sementara kinerja keuangan terdapat
deviasi yang disebabkan oleh honor UKK yang direncanakan di April
dimajukan di bulan Maret, sehingga terdapat deviasi negatif pada sub kegiatan

Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik.

87. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
dan keuangan terdapat deviasi karena adanya kendala pada pembayaran pajak
Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Termin | dan Belanja Honorarium

Pengelola Dapodik.

88. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena

adanya efisiensi dari sisa belanja listrik dan Belanja Jasa Keamanan.
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89. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah melebihi target karena Pelaksanaan Gelar Kreativitas dan Persiapan
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dilaksanakan lebih awal dari yang
direncanakan, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena
Pembuatan produk BLUD menggunakan bahan yang masih disediakan dari

anggaran BOS.

90. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
sudah sesuai target, sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang

disebabkan oleh efisiensi belanja.

91. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari DIY sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian
fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat
deviasi negatif karena adanya pembayaran THR di bulan April (Belanja Jasa
Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan), direalisasikan di
bulan Maret karena disesuaikan dengan aturan pencairan THR sebelum hari

raya.
92. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta sampai dengan triwulan I
Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
belum memenuhi target karena jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah
yang mundur dari rencana, menyesuaikan Jadwal UKK (Sesuai Surat dari
Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 0035/D2/DV.00.01/2025 tertanggal 2
Januari 2025 Perihal Penyampaian Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK
Tahun 2025), sementara kinerja keuangan terdapat deviasi yang disebabkan
adanya sisa belanja yang sesuai kebutuhan dan penundaan belanja bahan Unit

Layanan teknik mesin dan teknik otomotif.

93. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta sampai dengan triwulan I

Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, secara fisik
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belum memenuhi target karena Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan
Dasar dan Menengah RI, menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI No. 4
Tahun 2025, No. 9 Tahun 2025, No. 400.6/1432.A/S] tentang Pembelajaran di
bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dimana terdapat perbedaan
dengan Kalender Pendidikan yang semula siswa libur Ramadhan tanggal 3,4,5
Maret 2025 menjadi tanggal 27, 28 Februari 2025 sehingga kegiatan kemah
bakti yang semula akan dilaksanakan tgl 26-28 Februari menjadi mundur di
bulan Mei 2025. Sementara kinerja keuangan terdapat deviasi karena adanya
kegiatan belanja sewa peralatan kantor atau sewa panggung yang semula akan

digunakan pada kegiatan tersebut.
94. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan
[ Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian
fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat
deviasi karena sisa belanja dari belanja Cetak dan Cover dan belanja Keamanan

dan Kebersihan sekolah, serta belanja yang menyesuaikan kebutuhan.
95. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA DIY

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan
[ Tahun 2025, untuk Sub Kegiatan, dari total 2 (dua) Sub Kegiatan, capaian
fisiknya sudah sesuai target pada triwulan I. realisasi keuangan terdapat
deviasi karena belanja yang bersifat fluktuatif, terdapat selisih standar harga

dan menyesuaikan kebutuhan.
96. SEKRETARIAT DAERAH DIY

Sekretariat Daerah DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 10 Sub
Kegiatan yang ada, realisasi fisik dan keuangan terdapat deviasi. Hal ini
disebabkan karena Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat

Daerah menyesuaikan kebutuhan.
97. SEKRETARIAT DPRD DIY

Sekretariat DPRD DIY sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025, untuk indikator
kinerja tujuan “Kepuasan pelayanan kepada DPRD” dari target 84 terealisasi
sebesar 89,18 atau melebihi target. Selanjutnya pada indikator kinerja sasaran
sampai dengan triwulan I 2025, dari total 2 (dua) indikator, seluruhnya telah

sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk indikator kinerja
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Program, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dari 2 (dua)
indikator yaitu “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”,
realisasi kurang dari target karena merupakan target absolut yang akan dinilai
di akhir tahun anggaran atau triwulan IV, selain itu belum ada subkegiatan
yang selesai 100% di Triwulan [ sehingga kegiatan masih berjalan. Untuk
capaian sub kegiatan, terdapat deviasi fisik sebesar 0,02 untuk 5 sub kegiatan
dan deviasi keuangan sebesar 17,17% untuk 15 sub kegiatan. Deviasi fisik
terbesar terjadi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD karena pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan
kebutuhan dan adanya rasionalisasi 50% perjalanan dinas. Sedangkan deviasi
keuangan terbesar terjadi pada sub kegiatan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Infrastruktur, antara lain karena adanya selisih harga

tiket dan hotel dalam perjalanan dinas.
98. TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA DIY

Taman Budaya Yogyakarta DIY sampai dengan triwulan [ Tahun 2025, pada
indikator kinerja Program, dari total 2 (dua) indikator, pada indikator “Nilai
PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” realisasi belum
memenuhi target karena terdapat kegiatan yang masih berlangsung sampai
dengan triwulan [V, sementara realisasi indikator “Indeks Kepuasan
Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta” belum mencapai target karena survey
kepuasan konsumen belum dilakukan pada triwulan 1. Untuk Sub Kegiatan,
dari total 18 Sub Kegiatan, secara fisik terdapat deviasi dikarenakan terdapat
sub kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai target, sementara kinerja
keuangan juga terdapat deviasi karena terdapat kendala dalam proses NPD
(terkait kebijakan Efisiensi Anggaran) yang berdampak pada proses
penyelesaian SP], terdapat selisih harga di pasaran yang lebih rendah
dibandingkan SHB]J, serta kendala teknis terkait dengan pencairan DAK Non
Fisik.

I1.5.2 Kesimpulan Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan Triwulan 1, 2025

dapat disampaikan catatan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan program/kegiatan dan lintas sektor sampai dengan
triwulan I, disampaikan sebagai berikut:
a. Koordinasi Lintas Sektor dan Kebijakan
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kendala
penggunaan SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaan

keuangan, dan deviasi keuangan yang disebabkan refocusing APBD. Aspek
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input keuangan tersebut dapat menyebabkan tujuan/sasaran/program
Pemerintah Daerah tidak dapat tercapai. Dalam rangka mencapai kinerja
tujuan/sasarana/program Pemerintah Daerah, OPD telah melakukan
koordinasi lintas sektor untuk mendukung capaian target kinerja
tujuan/sasaran/program Pemerintah Daerah dengan sumber daya yang
efektif dan efisien dari masing-masing OPD.

b. Program Pengentasan Kemiskinan
Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Perangkat Daerah telah
melakukan koordinasi Lintas Sektor dengan melakukan akselerasi
pemanfaatan data Regsosek dan penyusunan strategi yang matang untuk
program pengentasan kemiskinan.

c. Indeks Demokrasi Indonesia
Dalam rangka meningkatankan Indeks Demokrasi Indonesia, Perangkat
Daerah telah melakukan koordinasi Lintas Sektor dengan stakeholder
terkait untuk memotret masalah dan tindak lanjutnya.

d. Keamanan Teknologi Informasi
Dalam rangka meningkatankan Keamanan Teknologi Informasi, Perangkat
Daerah telah melakukan koordinasi Lintas Sektor antara lain dengan
peningkatan sosialisasi terkait keamanan data dan optimalisasi
pengelolaan aset TIK kepada seluruh ASN agar tidak melakukan aktivitas
yang dapat membahayakan jaringan dan sistem informasi Pemerintah
Daerah.

e. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
Desentralisasi persampahan di DIY memberi dampak/eksternalitas bagi
unit layanan publik seperti Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial yang
menyebabkan tidak terkelolanya/terangkutnya sampah dengan baik.
Terkait dengan hal tersebut, dilakukan antisipasi dan ditindaklanjuti
dengan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi
pengelolaan sampah serta mengupayakan pengurangan, pemilahan dan
daur ulang sampah sesuai jenisnya.

f. Inovasi dan Pengembangan
Pemerintah Daerah telah mendorong OPD untuk melakukan inovasi
sebagai bagaian dari unjuk kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pada
masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan
program/krgiatan/subkegiatan yang diampunya. Hal ini telah ditindak
lanjuti melalui partisipasi kompetisi inovasi pelayanan publik seperti IGA

maupun KIPP.
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g. Retribusi dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Daerah berupaya untuk mengoptimalnya retribusi dan
pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan
di daerah, upaya tersebut dilakukan dengan optimalisasi asset yang
dikelola perangkat daerah serta optimalisasi penerimaan retribusi dan
layanan kepada masyarakat oleh OPD teknis terkait.

h. Kinerja Pembangunan Infrastruktur/Rehabilitasi Jalan
Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur berupaya untuk
meningkatkan kinerja pembangunan Infrastruktur dan rehabilitasi jalan.
Hal tersebut dilakukan selain sebagai upaya merespon keluhan
masyarakat namun juga memberikan manfaat berganda terhadap
pembangunan di sektor lainnya.

i. Pengelolaan BLUD
Pemerinta Daerah telah melakukan evaluasi tata kelola BLUD agar dapat
lebih berfungsi optimal. Hal tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan
koordinasi dan pembinaan manajemen tata kelola BLUD. Sebagai contoh
pembinaan yang dilakukan oleh Balai Dikmen Kabupaten/Kota dan Dinas
Dikpora terhadap SMK BLUD untuk membuat business plan yang matang
dan melakukan evaluasi kompetensi siswa secara berkala. Sehingga
kinerja SMK BLUD tersebut lebih optimal.

j. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Perangkat Daerah berupaya untuk mempertahankan ketahanan dan
kecukupan pangan dengan langkat-langkah strategis baik teknis maupun
lintas sector antara lain dengan 1) Peningkatan produksi dan efisiensi
rantai pasok pangan, penyediaan pupuk dan sarana produksi serta bibit
yang berkualitas. 2) Antisipasi dampak perubahan iklim dengan penguatan
produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pengaira. 3)
Menguatkan data rantai pasok serta memperkuat sinergi dan koordinasi
antar lembaga dalam pengendalian harga dan penanggulangan inflasi.

k. Ketenagakerjaan, Industri, dan Pariwisata
Pemerintah Daerah melalui Kerjasama antar perangkat daerah telah
melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lama tinggal dan
total belanja per kapita wisatawan. Selain itu juga untuk meningkatkan
penyerapan tenaga kerja pada sektor dominan seperti penyediaan
akomodasi makan minum, perdagangan dan jasa. Selanjutnya juga
dilakukan update data tenaga kerja berdasarkan Sakernas yang digunakan
dalam pertimbangan kebijakan, melakukan peningkatan kapasitas dan
kapabilitas SDM agar sesuai dengan standar pasar serta optimalisasi

pembinaan pelaku ekonomi kreatif.
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II.6 Kinerja Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja urusan
pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19
tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan

sebagai berikut (terlampir ).

Tabel 1I-37 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I
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5/2/25, 1:59 PM

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Target Realisasi

1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) 94.6
2 Kategori RB Perangkat Daerah 2 0
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode Renstra | sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi J |
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
I I II1 IV | Perangkat | Renja Tahun 2025
Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+ 13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp K Rp|K|Rp [K|Rp|K|Rp K Rp| K Rp K Rp K Rp
1 | Terwujudnya 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN | Persentase Jumlah Unit % 0 1.618.290.500 50 127.019.417 323.658.100 25 127.019.417 7,85 | BIRO
kelembagaan ORGANISASI Pelayanan Publik minimal ORGANISASI
istimewa yang Kategori B
Agile
Nilai rerata Reformasi % 1] 93,42 46,71 BIRO
Birokrasi Organisasi ORGANISASI
Perangkat Daerah
4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Terlaksananya Fasilitasi % 100 1.618.290.500 100 127.019.417 323.658.100 50 127.019.417 | 50,00 7,85| BIRO
Birokrasi dan Reformasi Birokrasi dan ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja | Akuntabilitas Kinerja
4.01.02.1.02.01 | Pembinaan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 7 422.025.000 2 37.937.501 84.405.000 2 37.937.501 | 28,57 8,99 | BIRO
Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ORGANISASI
4.01.02.1.02.02 | Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 5 71.893.500 1 16.556.216 14.378.700 1 16.556.216 | 20,00 | 23,03 | BIRO
Akuntabilitas Kinerja Monitoring dan Evaluasi ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja
4.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Tatalaksana | Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 15 411.065.000 82.213.000 BIRO
Pemerintahan Pengelolaan Tata Laksana ORGANISASI
Pemerintahan
4.01.02.1.02.05 | Fasilitasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | Dokumen 20 713.307.000 3 72.525.700 142.661.400 3 72.525.700 | 15,00 10,17 | BIRO
Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik ORGANISASI
4.01.10 | PROGRAM Kematangan Perangkat nilai 0 | 250.640.884.000 42| 1.966.534.036 57.994.087.000 42 | 1.966.534.036 0,78 | BIRO
PENYELENGGARAAN Daerah ORGANISASI
KEISTIMEWAAN
URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
4.01.10.5.01 | Penataan Terlaksananya penataan % 100 | 244.190.884.000| 100|( 914.777.564 56.594.087.000 50| 914.777.564 | 50,00| 0,37 | BIRO
Kelembagaan dan kelembagaan dan ORGANISASI
Ketatalak ketatalak urusan
Urusan Keistimewaan | keistimewaan
4.01.10.5.01.01 | Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan Kelembagaan | Dokumen 96 3.734.945.000 6 439.289.362 800.000.000 6 439.289.362 6,25 | 11,76 | BIRO
Kelembagaan Perangkat | Perangkat Daerah yang ORGANISASI
Daerah Dirumuskan
4.01.10.5.01.04 | Pembinaan Kelembagaan | Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 26 1.400.000.000 6 65.612.093 250.000.000 6 65.612.093 | 23,08 4,69 | BIRO
Pemerintah Pembinaan Kelembagaan ORGANISASI
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
4.01.10.5.01.05 | Pelaksanaan 5 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 5 232.692.340.000 54.294.087.000 BIRO
Kelembagaan Asli ORGANISASI
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode Renstra | sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
I II III IV | Perangkat | Renja Tahun 2025
Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp K Rp|K|Rp [K|Rp|K|Rp K Rp| K Rp K Rp K Rp
4.01.10.5.01.06 | Perumusan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 15 2.113.599.000 4 274.918.649 400.000.000 4 274.918.649 | 26,67 | 13,01 | BIRO
Analisis Jabatan dan Perumusan Kebijakan Analisis ORGANISASI
Pengembangan Kinerja Jabatan dan Pengembangan
Jabatan Kinerja Jabatan
4.01.10.5.01.08 | Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen 24 4.250.000.000 5 134.957.460 850.000.000 5 134.957.460 | 20,83 3,18 | BIRO
Pengendalian Urusan dan Pengendalian Urusan ORGANISASI
Kelembagaan Kelembagaan
4.01.10.5.02 | Peningkatan Budaya Tercapainya peningkatan % 100 5.750.000.000 | 100| 1.051.756.472 1.200.000.000 50| 1.051.756.472 | 50,00| 18,29 | BIRO
Pemerintahan implementasi budaya ORGANISASI
pemerintahan
4.01.10.5.02.01 | Implementasi Budaya Jumlah Perangkat Daerah Dokumen 5 5.750.000.000 3 1.051.756.472 1.200.000.000 3 1.051.756.472 | 60,00 | 18,29 | BIRO
Pemerintahan DIY dengan Tingkat Implementasi ORGANISASI
Budaya Pemerintahan
Berkategori Baik
4.01.10.5.07 | Sarana dan Prasarana | Terlak ya p d. % 100 700.000.000 200.000.000 BIRO
Keistimewaan sarana dan prasarana ORGANISASI
lembaga pelaksana urusan
keistimewaan
4.01.10.5.07.01 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 18 700.000.000 200.000.000 BIRO
Prasarana Lembaga Lembaga Pelaksana Urusan ORGANISASI
Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan
Kelembagaan
2 | Meningkatnya 4.01.01 | PROGRAM Nilai PKKI Program % 0 5.148.743.500 | 92,2 350.344.533 941.248.700 | 79,04 79,04 85,62 350.344.533 6,80 | BIRO
Tatakelola PENUNJANG URUSAN | Penunjang Urusan ORGANISASI
Penyelenggaraan PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah
Urusan DAERAH PROVINSI
Pemerintahan di
Perangkat
Daerah
0.00.01.1.01 | Perencanaan, Terlaksananya % 100 58.560.000 100 7.049.700 11.712.000 50 7.049.700 | 50,00 12,04 | BIRO
Penganggaran, dan perencanaan, ORGANISASI
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan evaluasi
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen 20 28.575.000 4 1.162.600 5.715.000 4 1.162.600 | 20,00 4,07 | BIRO
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah ORGANISASI
Daerah
0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 10 12.340.000 4 2.368.100 2.468.000 4 2.368.100 [ 40,00 | 19,19 | BIRO
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi ORGANISASI
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | Laporan 15 17.645.000 3 3.519.000 3.529.000 3 3.519.000 [ 20,00 | 19,94 | BIRO
Perangkat Daerah Perangkat Daerah ORGANISASI
0.00.01.1.02 | Administrasi Terlaksananya administrasi | % 100 204.025.500| 100 36.331.400 40.805.100 50 36.331.400 | 50,00| 17,81 | BIRO
Keuangan Perangkat | keuangan daerah ORGANISASI
Daerah
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode Renstra | sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
I II III IV | Perangkat | Renja Tahun 2025
Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp| K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dokumen 5 170.100.000 12 29.559.000 34.020.000 12 29.559.000 | 240,00 | 17,38 | BIRO
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ORGANISASI
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | Laporan 1 19.435.000 1 3.874.600 3.887.000 1 3.874.600 | 100,00 | 19,94 | BIRO
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil ORGANISASI
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
0.00.01.1.02.07 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan undefined 20 14.490.500 18 2.897.800 2.898.100 18 2.897.800 [ 90,00 | 20,00 [ BIRO
Penyusunan Laporan Bulanan/ ORGANISASI
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
0.00.01.1.03 | Administrasi Barang Terlaksananya administrasi | % 100 56.735.000 100 11.319.750 11.347.000 50 11.319.750| 50,00\ 19,95 | BIRO
Milik Daerah pada barang milik daerah pada ORGANISASI
Perangkat Daerah perangkat daerah
0.00.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan | Laporan 1 56.735.000 2 11.319.750 11.347.000 2 11.319.750 | 200,00 | 19,95 | BIRO
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD ORGANISASI
0.00.01.1.05 | Administrasi Terlak ya Administrasi | % 100 1.680.000.000 407.500.000 BIRO
Kepegawaian Kepegawaian Peerangkat ORGANISASI
Perangkat Daerah Daerah
0.00.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan | Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen 4 30.000.000 7.500.000 BIRO
Penilaian Kinerja Pegawai | Evaluasi, dan Penilaian Kinerja ORGANISASI
Pegawai
0.00.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Orang 66 1.650.000.000 400.000.000 BIRO
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang ORGANISASI
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Terlaksananya administrasi | % 100 1.308.829.000| 100| 174.436.283 261.765.800 50| 174.436.283| 50,00| 13,33 | BIRO
Perangkat Daerah umum perangkat daerah ORGANISASI
0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Paket 5 3.330.000 1 1.680.400 666.000 1 1.680.400 | 20,00 | 50,46 | BIRO
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan ORGANISASI
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 5 32.396.500 4 5.498.400 6.479.300 4 5.498.400 | 80,00 | 16,97 | BIRO
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang ORGANISASI
Disediakan
0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah | Paket 5 19.329.500 2 1.889.600 3.865.900 2 1.889.600 | 40,00 | 9,78 | BIRO
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan ORGANISASI
0.00.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 5 26.883.000 1 3.309.250 5.376.600 1 3.309.250 [ 20,00 | 12,31 | BIRO
Cetakan dan dan Penggandaan yang ORGANISASI
Penggandaan Disediakan
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode Renstra | sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
I II III IV | Perangkat | Renja Tahun 2025
Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp| K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | Dokumen 0 0 0 BIRO
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- ORGANISASI
Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan
0.00.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Laporan 20 1.219.390.000 12 160.558.633 243.878.000 12 160.558.633 [ 60,00 | 13,17 | BIRO
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat ORGANISASI
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0.00.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen 5 7.500.000 1 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 | 20,00 | 20,00 | BIRO
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem ORGANISASI
Berbasis Elektronik pada | Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
0.00.01.1.07 | Pengadaan Barang Terlaksananya pengadaan % 100 1.100.000.000 60.000.000 BIRO
Milik Daerah barang milik daerah ORGANISASI
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
0.00.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit 2 620.000.000 0 BIRO
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan ORGANISASI
Lapangan yang Disediakan
0.00.01.1.07.04 | Pengadaan Alat Jumlah Unit Alat Angkutan Unit 4 240.000.000 60.000.000 BIRO
Angkutan Darat Tak Darat Tak Bermotor yang ORGANISASI
Bermotor Disediakan
0.00.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Paket 2 240.000.000 0 BIRO
Disediakan ORGANISASI
0.00.01.1.08 | Penyediaan Jasa Terlaksananya penyediaan % 100 70.000.000 14.000.000 BIRO
Penunjang Urusan Jjasa penunjang urusan ORGANISASIT
Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi Perangkat
Daerah
0.00.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 5 2.500.000 500.000 BIRO
Menyurat Jasa Surat Menyurat ORGANISASI
0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 1 67.500.000 13.500.000 BIRO
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya ORGANISASI
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
0.00.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 0 0 0 BIRO
Peralatan dan Jasa Peralatan dan ORGANISASI
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang | Terlaksananya % 100 670.594.000 100 121.207.400 134.118.800 50 121.207.400 | 50,00 18,07 | BIRO
Milik Daerah pemeliharaan barang ORGANISASI
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=§§§%§%{§g§gjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬂ%ﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 4/5
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode Renstra | sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
I II III IV | Perangkat | Renja Tahun 2025
Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp| K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan | Unit 1 158.004.000 1 28.360.800 31.600.800 1 28.360.800 | 100,00 [ 17,95 | BIRO
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas ORGANISASI
Pemeliharaan dan Pajak | Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
0.00.01.1.09.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 8 92.088.000 25 20.040.000 18.417.600 25 20.040.000 | 312,50 | 21,76 | BIRO
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan ORGANISASI
Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit 7 420.502.000 7 72.806.600 84.100.400 7 72.806.600 | 100,00 | 17,31 | BIRO
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan ORGANISASI
Pemeliharaan, Pajak dan | yang Dipelihara dan Dibayarkan
Perizinan Kendaraan Pajak dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja SR | SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1) Adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat
istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut Biro Organisasi SETDA DIY diberikan Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan

kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat
memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. 2) Adanya Permendagri Nomor 8 Tahun 2017 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 3) Adanya Kerjasama, komitmen dan
dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) dan OPD lainnya dalam bidang kelembagaan organisasi. 4) Adanya koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sehingga pemda DIY
memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan. 5) Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sehingga ada pedoman yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 6) Adanya percepatan Reformasi Birokrasi

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 2. Data dan informasi yang tersedia (kelembagaan
Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur) belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses implementasi kebijakan kelembagaan
Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. 3. Perubahan kebijakan implementasi reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat yang berkontribusi pada target pembangunan. 4.
Belum Optimalnya implementasi one agency one inovation menuju budaya inovatif. 5. Adanya Inpres Nomer 1 Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam
APBD Tahun Anggaran 2025.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

1. Dinamika implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2. Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan; 3. Budaya kerja, etos kerja, kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja ASN berkelas dunia; 4. Akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi; 5. Industrialisasi 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas tinggi dalam pelayanan publik; 6. Adaptasi kebiasaan baru
birokrasi pemerintah pasca efisiensi anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov’?enctl\gé:,s?Déf?gc%g;gg%gf;lcglfjétgf}‘?'ggé;'%[7f@£7}’13?,(@%‘?\5@}5%{%%({@\?(&I’B@’%7 ﬁ%ggﬁ%gggg}ﬁé@f{ﬁ%@%gZYzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 5/5



5/2/25, 2:01 PM

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM DAN PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Target Realisasi

1 Kategori Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Protool Setda DIY 2 2
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan Tahun s/d Tahun
Periode Renja I I m v 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 + 13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 [ Meningkatnya 1.03.13 | PROGRAM Persentase % | 100 200.000.000 | 22,5 45.000.000 22,5 45.000.000 22,50 (11,25 45.000.000 | 11,25 BIRO UMUM
tata kelola PENYELENGGARAAN pelayanan DAN
penyelenggaraan KEISTIMEWAAN sarana dan PROTOKOL
urusan YOGYAKARTA prasarana
pemerintahan di URUSAN TATA RUANG | Komplek
Perangkat Kepatihan
Daerah sebagai bagian
dari satuan
ruang sumbu
filosofis dalam
mendukung
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan di
Perangkat
Daerah
1.03.13.5.02 | Pemanfaatan Ruang Terlaksananya % | 100 200.000.000 45.000.000 45.000.000 22,50 45.000.000 BIRO UMUM
Satuan Ruang Pemanfaatan DAN
Strategis Kasultanan | Ruang Satuan PROTOKOL
dan Kadipaten Ruang Strategis
Kasultanan dan
Kadipaten
1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang 200.000.000 45.000.000 45.000.000 22,50 45.000.000 BIRO UMUM
Satuan Ruang Strategis DAN
Sumbu Filosofis PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja SR SR SR ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov?enC%=I?§§?%§g%gﬂég[gjﬁ%é@f@gﬁk%%?@gﬁ%wg@% ﬁ%§§%§§%§lﬁﬁé@lg{ﬁ%ﬁ%¥2YzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 1/7




5/2/25, 2:01 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01 | PROGRAM Nilai PKKI % 89 16.204.745.860 | 84,86 | 2.036.518.859 84,86 | 2.036.518.859 12,57 | 42,43 | 2.036.518.859 | 47,67 BIRO UMUM
PENUNJANG URUSAN | Program DAN
PEMERINTAHAN Penunjang PROTOKOL
DAERAH PROVINSI Urusan
Pemerintah
Daerah
4.01.01.1.01 | Perencanaan, Terlaksananya % | 100 12.117.000 4.840.113 4.840.113 39,94 4.840.113 BIRO UMUM
Penganggaran, dan Perencanaan, DAN
Evaluasi Kinerja Penganggaran, PROTOKOL
Perangkat Daerah dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen 4.993.000 3.885.113 3.885.113 77,81 3.885.113 BIRO UMUM
Perencanaan Perangkat DAN
Daerah PROTOKOL
4.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan 5.549.000 955.000 955.000 17,21 955.000 BIRO UMUM
Penyusunan DPA-SKPD DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja 1.575.000 BIRO UMUM
Perangkat Daerah DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.02 | Administrasi Terlaksananya % | 100 10.920.500 608.350 608.350 5,57 608.350 BIRO UMUM
Keuangan Perangkat | Administrasi DAN
Daerah Keuangan PROTOKOL
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan 9.015.000 BIRO UMUM
Penatausahaan dan DAN
Pengujian/Verifikasi PROTOKOL
Keuangan SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.404.745.860 2.081.518.859 2.081.518.859 12,69 2.081.518.859 | 4,91 | inf
Predikat Kinerja SR SR SR ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraﬁlaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§gﬁgﬂc%§gﬁg§é%}@gl &%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§g i’y@;ﬁé@!f%ﬁ)@g@?MZYzYxMSJQ.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 2/7
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan 555.500 408.500 408.500 73,54 408.500 BIRO UMUM
Penyusunan Laporan DAN
Keuangan Akhir Tahun PROTOKOL
SKPD
4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan 1.350.000 199.850 199.850 14,80 199.850 BIRO UMUM
Penyusunan Laporan DAN
Keuangan Bulanan/ PROTOKOL
Triwulanan/Semesteran
SKPD
4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Terlaksananya % | 100 70.597.000 BIRO UMUM
Milik Daerah pada Administrasi DAN
Perangkat Daerah Barang Milik PROTOKOL
Daerah pada
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang 10.500.000 BIRO UMUM
Milik Daerah SKPD DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang 60.097.000 BIRO UMUM
Milik Daerah pada SKPD DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Terlaksananya % | 100 1.426.172.420 248.018.926 248.018.926 17,39 248.018.926 BIRO UMUM
Perangkat Daerah Administrasi DAN
Umum PROTOKOL
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen 120.222.000 120.222.000 120.222.000 100,00 120.222.000 BIRO UMUM
Instalasi DAN
Listrik/Penerangan PROTOKOL
Bangunan Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.404.745.860 2.081.518.859 2.081.518.859 12,69 2.081.518.859 | 4,91 | inf
Predikat Kinerja SR SR SR ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€é?§%§g@{§iigjﬁg§é%g@gi %%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬁ@pﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 3/7




5/2/25, 2:01 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 + 13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan 189.388.900 52.240.470 52.240.470 27,58 52.240.470 BIRO UMUM
dan Perlengkapan Kantor DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan 181.891.270 8.252.416 8.252.416 4,54 8.252.416 BIRO UMUM
Rumah Tangga DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang 144.591.250 1.461.950 1.461.950 1,01 1.461.950 BIRO UMUM
Cetakan dan DAN
Penggandaan PROTOKOL
4.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan 47.004.000 5.700.000 5.700.000 12,13 5.700.000 BIRO UMUM
Bacaan dan Peraturan DAN
Perundang-Undangan PROTOKOL
4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat 573.786.000 46.589.599 46.589.599 8,12 46.589.599 BIRO UMUM
Koordinasi dan Konsultasi DAN
SKPD PROTOKOL
4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip 169.289.000 13.552.491 13.552.491 8,01 13.552.491 BIRO UMUM
Dinamis pada SKPD DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Terlaksananya % | 100 169.210.000 15.207.000 15.207.000 8,99 15.207.000 BIRO UMUM
Milik Daerah Pengadaan DAN
Penunjang Urusan Barang Milik PROTOKOL
Pemerintah Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan 112.830.000 15.207.000 15.207.000 13,48 15.207.000 BIRO UMUM
Mesin Lainnya DAN
PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.404.745.860 2.081.518.859 2.081.518.859 12,69 2.081.518.859 | 4,91 | inf
Predikat Kinerja SR SR SR ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda
Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§g@£&ggjﬁtg§é%g@gi @%ﬁ@gﬁ@%ﬁ@@%ﬁ%@ﬁ@gg %g}?é@!f%ﬁﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... a/7



5/2/25, 2:01 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 + 13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan 56.380.000 BIRO UMUM
Prasarana Gedung Kantor DAN
atau Bangunan Lainnya PROTOKOL
4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Terlaksananya % | 100 6.102.706.000 741.777.628 741.777.628 12,15 741.777.628 BIRO UMUM
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa DAN
Pemerintahan Daerah | Penunjang PROTOKOL
Urusan
Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat 7.950.000 654.378 654.378 8,23 654.378 BIRO UMUM
Menyurat DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa 3.253.828.000 485.928.250 485.928.250 14,93 485.928.250 BIRO UMUM
Komunikasi, Sumber DAN
Daya Air dan Listrik PROTOKOL
4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa 124.369.000 19.465.000 19.465.000 15,65 19.465.000 BIRO UMUM
Peralatan dan DAN
Perlengkapan Kantor PROTOKOL
4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa 2.716.559.000 235.730.000 235.730.000 8,68 235.730.000 BIRO UMUM
Pelayanan Umum Kantor DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang | Terlaksananya % | 100 3.344.889.090 348.177.842 348.177.842 10,41 348.177.842 BIRO UMUM
Milik Daerah Pemeliharaan DAN
Penunjang Urusan Barang Milik PROTOKOL
Pemerintahan Daerah | Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.404.745.860 2.081.518.859 2.081.518.859 12,69 2.081.518.859 | 4,91 | inf
Predikat Kinerja SR SR SR | ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda
Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€é?§%§g@{§iigjﬁg§é%g@gi %%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬁ@pﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 517



5/2/25, 2:01 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 + 13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa 554.866.000 56.156.252 56.156.252 10,12 56.156.252 BIRO UMUM
Pemeliharaan, Biaya DAN
Pemeliharaan dan Pajak PROTOKOL
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa 1.314.843.090 200.017.136 200.017.136 15,21 200.017.136 BIRO UMUM
Pemeliharaan, Biaya DAN
Pemeliharaan, Pajak dan PROTOKOL
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan 260.880.000 21.066.666 21.066.666 8,08 21.066.666 BIRO UMUM
dan Mesin Lainnya DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 1.085.800.000 63.937.788 63.937.788 5,89 63.937.788 BIRO UMUM
Gedung Kantor dan DAN
Bangunan Lainnya PROTOKOL
4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 128.500.000 7.000.000 7.000.000 5,45 7.000.000 BIRO UMUM
Sarana dan Prasarana DAN
Gedung Kantor atau PROTOKOL
Bangunan Lainnya
4.01.01.1.13 | Fasilitasi Materi dan Terlaksananya % | 100 33.086.000 17.726.000 17.726.000 53,58 17.726.000 BIRO UMUM
Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Materi DAN
dan Komunikasi PROTOKOL
Pimpinan
4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi 33.086.000 17.726.000 17.726.000 53,58 17.726.000 BIRO UMUM
Pimpinan DAN
PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.404.745.860 2.081.518.859 2.081.518.859 12,69 2.081.518.859 | 4,91 | inf
Predikat Kinerja SR SR SR | ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda
Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€é?§%§g@{§iigjﬁg§é%g@gi %%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬁ@pﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 6/7



5/2/25, 2:01 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Target Realisasi | Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan/ Renstra Capaian Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian | Anggaran Renstras/d | Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja | Penanggung
Kegiatan/ Sub Daerah Renstra Tahun berjalan Daerah yang dan Tahun Pelaksanaan dan Jawab
Kegiatan pada Perangkat (2025) yang dievaluasi (2025) Realisasi Renja Perangkat Realisasi
Tahun Daerah dievaluasi Anggaran Daerah) Anggaran
2027 sampai Renja Renstra
(Akhir dengan 1 I I v Tahun s/d Tahun
Periode Renja 2025 (%) 2025 (%)
Renstra | Perangkat
Perangkat | Daerah
Daerah) Tahun
Lalu
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16 =15/ 17
13/8x100 6 x 100%
K Rp | K Rp |K Rp K Rp K|[{Rp |K|Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan 0 BIRO UMUM
Dokumentasi Pimpinan DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.14 | Fasilitasi Terlaksananya % | 100 5.035.047.850 660.163.000 660.163.000 13,11 660.163.000 BIRO UMUM
Keprotokolan Fasilitasi DAN
Keprotokolan PROTOKOL
4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi 2.836.211.300 25.055.000 25.055.000 0,88 25.055.000 BIRO UMUM
Pelaksanaan Acara DAN
PROTOKOL
4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan 1.484.558.000 582.520.000 582.520.000 39,24 582.520.000 BIRO UMUM
Tamu Kepala Daerah dan DAN
Wakil Kepala Daerah PROTOKOL
4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan 714.278.550 52.588.000 52.588.000 7,36 52.588.000 BIRO UMUM
Keprotokolan DAN
PROTOKOL
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja SR SR SR ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan acara/kegiatan pimpinan maupun dalam penerimaan kunjungan tamu Pemda
Faktor penghambat pencapaian kinerja: keterbatasan SDM pelayanan pimpinan dan tamu baik petugas protokol maupun rumah tangga pada saat terdapat kegiatan/acara yang padat sehingga pelayanan kepada pimpinan kurang maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): koordinasi persiapan acara dan memaksimalkan petugas protokol dan rumah tangga dalam pelayanan acara/kegiatan pimpinan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov?enC%=I?§§?%§g%gﬂcgggﬁ%ég@gﬁé%?@gﬁ%%@@% ﬁgg@gﬁ%§§%§;ﬁé@/§{ﬁﬁﬁg@?g2YzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 717



5/2/25, 2:02 PM

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Target Realisasi

1 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas 100 28.13
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 2
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat | Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) 1 II III IV | Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp ([K|(Rp|K|Rp|K|Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
1 | Terwujudnya 2.10.11 | PROGRAM Persentase capaian bantuan | % 100 | 2.809.806.232| 100 168.549.756 528.184.360 27 27 63,5 168.549.756 63,50 | 6,00 | BIRO
produk hukum PENYELENGGARAAN | hukum terkait HUKUM
daerah dan KEISTIMEWAAN penyelenggaraan
bantuan hukum YOGYAKARTA keistimewaan urusan
yang berkualitas URUSAN pertanahan
PERTANAHAN
2,10.11.5.02 | Pemanfaatan Tanah Terlaksananya % 100| 2.429.806.232| 100| 168.549.756 528.184.360 50| 168.549.756 50,00| 6,94 | BIRO
Kasultanan dan Tanah | Pemanfaatan Tanah HUKUM
Kadipaten Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
2.10.11.5.02.01 | Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Pertimbangan | Dokumen | 150 504.394.800 1 134.300.000 1 0,67 BIRO HUKUM
Pertimbangan Teknis Ijin | Teknis Ijin Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
Kasultanan dan
Kadipaten
2.10.11.5.02.02 | Penanganan Keberatan Jumlah Berita Acara Berita 5 1.925.411.432 1 168.549.756 393.884.360 1 168.549.756 20,00 | 8,75 | BIRO HUKUM
dan Sengketa Penyelesaian Penanganan Acara
Pertanahan Tanah Keberatan dan Sengketa
Kasultanan, Tanah Pertanahanan Tanah
Kadipaten dan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten
Desa dan Tanah Desa
2.10.11.5.03 | Sarana dan Prasarana | Terlaksananya Penyediaan % 100 380.000.000 nan BIRO
Keistimewaan sarana dan prasarana HUKUM
pendukung pelaksanaan
kegiatan keistimewaan
urusan pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€é?§%§g@{§iigjﬁg§é%g@gi %%g@gﬁ%@g@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬁ@pﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 1/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/

Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Target Renstra
Perangkat Daerah
pada Tahun 2027

(Akhir Periode
Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2024)

Target Kinerja
dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Tahun
berjalan (2025)
yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

III v

Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah
yang
dievaluasi
(2025)

Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Tahun
2025 (%)

Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra s/d
Tahun 2025 (Akhir
Tahun Pelaksanaan
Renja Perangkat
Daerah)

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstras/d
Tahun 2025
(%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

13

14 =
13/8x100

15=7+13

16=15/6x
100%

K Rp

Rp

K Rp

K Rp

K Rp

17

2.10.11.5.03.01

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Pelaksanaan Kegiatan
Keistimewaan Urusan
Pertanahan

Jumlah sarana dan prasarana
pendukung pelaksanaan
kegiatan keistimewaan urusan
pertanahan

Unit

[y

380.000.000

BIRO HUKUM

4.01.05

PROGRAM
FASILITASI DAN
KOORDINASI HUKUM

Persentase capaian produk
hukum daerah yang sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan serta
bantuan dan layanan
hukum (Bagian Perundang -
undangan dan Dokumentasi
Hukum)

%

100 | 17.612.912.980

100 | 2.513.350.863

3.550.000.000

32,28

32,28

66,14 | 2.513.350.863

66,14 | 14,27

BIRO
HUKUM

Persentase capaian produk
hukum daerah yang sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan serta
bantuan dan layanan
hukum (Bagian Pembinaan
dan Pengawasan PH
Kab/Kota)

%

100

100

32,38

32,38

66,19

66,19

BIRO
HUKUM

Persentase capaian produk
hukum daerah yang sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan serta
bantuan dan layanan
hukum (Bagian Bantuan
dan Layanan Hukum)

%

100

100

32,38

32,38

66,19

66,19

BIRO
HUKUM

4.01.05.1.01

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

Terlaksananya fasilitasi
penyusunan produk hukum
pengaturan, fasilitasi
penyusunan produk hukum
penetapan,
pendoklumentasian produk
hukum dan naskah hukum
lainnya, dan Fasilitasi dan
Evaluasi Produk Hukum
kabupaten/ Kota

%

100| 7.211.996.500

1.003.577.900

1.450.000.000

1.003.577.900

13,92

BIRO
HUKUM

Rata-rata capaian kinerja (%)

31.755.924.112

3.973.565.709

6.955.719.360

3.973.565.709

180,53 | 12,51

Predikat Kinerja

SR | SR

ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§g@£&ggjﬁtg§é%g@gi %%g@gﬁ%wg@%ﬁgg@gﬁ@g§g %g}?é@!f%ﬁﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 2/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp |K|(Rp|K|Rp|K|Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
4.01.05.1.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Dokumen | 158 449.196.000 | 128 106.595.000 90.000.000 128 106.595.000 81,01 | 23,73 | BIRO HUKUM
Produk Hukum Pengaturan yang Disusun
Pengaturan
4.01.05.1.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Dokumen | 315 146.386.000 | 428 34.075.000 30.000.000 428 34.075.000 135,87 | 23,28 | BIRO HUKUM
Produk Hukum Penetapan yang Disusun
Penetapan
4.01.05.1.01.03 | Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum yang Dokumen | 15 5.379.663.700 | 570 726.938.100 1.080.000.000 570 726.938.100 | 3.800,00 | 13,51 | BIRO HUKUM
Produk Hukum dan Didokumentasi dan Dikelola
Naskah Hukum Lainnya Informasi Hukumnya
4.01.05.1.01.04 | Fasilitasi dan Evaluasi Jumlah Produk Hukum Dokumen | 570 1.236.750.800 70 135.969.800 250.000.000 70 135.969.800 12,28 | 10,99 | BIRO HUKUM
Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi
Kabupaten/Kota dan Dievaluasi
4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Fasilitasi % 100 | 10.400.916.480 1.509.772.963 2.100.000.000 1.509.772.963 14,52 | BIRO
Hukum Penyelesaian Masalah HUKUM
Hukum dan Fasilitasi
Penyelesaian Masalah Non
Litigasi dan HAM
4.01.05.1.02.01 | Fasilitasi Penyelesaian Jumlah Masalah Hukum yang Kasus 5 1.983.430.900 1 218.836.000 400.000.000 1 218.836.000 20,00 | 11,03 | BIRO HUKUM
Masalah Hukum Diselesaikan
4.01.05.1.02.02 | Fasilitasi Penyelesaian Jumlah Masalah Non Litigasi Kasus 500 8.417.485.580 | 187 1.290.936.963 1.700.000.000 187 1.290.936.963 37,40 | 15,34 | BIRO HUKUM
Masalah Non Litigasi dan | dan HAM yang Diselesaikan
HAM
4.01.10 | PROGRAM Persentase capaian produk | % 100 | 4.950.000.000 | 100 | 645.275.947 1.000.000.000 25 25 62,5 645.275.947 62,50 | 13,04 | BIRO
PENYELENGGARAAN hukum daerah tindak lanjut HUKUM
KEISTIMEWAAN urusan keistimewaan yang
URUSAN sesuai dengan peraturan
KELEMBAGAAN DAN perundang-undangan
KETATALAKSANAAN (Bagian Pembinaan dan
Pengawasan Kab/Kota)
Persentase capaian produk | % 100 100 25 25 62,5 62,50 BIRO
hukum daerah tindak lanjut HUKUM
urusan keistimewaan yang
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
(Bagian Perundang-
undangan dan Dokumentasi
Hukum)
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%%g?(gc?%g%{éggjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %gﬁﬁg@%{)@gg\g?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 3/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp |K|(Rp|K|Rp|K|Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
4.01.10.5.01 | Penataan Terlak ya Penga % 100| 4.950.000.000 645.275.947 1.000.000.000 645.275.947 13,04 | BIRO
Kelembagaan dan Rancangan Produk Hukum HUKUM
Ketatalaksanaan dan Produk Hukum
Urusan Keistimewaan | Kabupaten/Kota Tindak
Lanjut Pelaksanaan
Kewenangan Keistimewaan
dan Penyusunan Rancangan
Produk Hukum Daerah
Tindak Lanjut Pelaksanaan
Keistimewaan dan
Penyusunan Rancangan
Produk Hukum Daerah
Tindak Lanjut Pelaksanaan
Keistimewaan
4.01.10.5.01.07 | Pengawasan Rancangan | Jumlah Dokumen Rancangan Dokumen | 110 2.950.000.000 26 234.253.000 600.000.000 26 234.253.000 23,64 7,94 | BIRO HUKUM
Produk Hukum dan Produk Hukum dan Produk
Produk Hukum Hukum Kabupaten/Kota Tindak
Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan
Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
Kewenangan yang Diawasi
Keistimewaan
4.01.10.5.01.09 | Penyusunan Rancangan | Jumlah Dokumen Rancangan Dokumen | 75 2.000.000.000 16 411.022.947 400.000.000 16 411.022.947 21,33 20,55 | BIRO HUKUM
Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah Tindak
Tindak Lanjut Lanjut Pelaksanaan
Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun
Keistimewaan
2 | Meningkatnya 0.00.01 | PROGRAM Nilai PKKI Program Nilai 3| 6.383.204.900 | 87,2 ( 646.389.143 1.877.535.000 | 72,4 72,4 159,6 | 646.389.143 | 5.320,00 | 10,13 | BIRO
tata kelola PENUNJANG URUSAN | Penunjang Urusan PKKI HUKUM
penyelenggaraan PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah
urusan DAERAH PROVINSI
pemerintahan di
Perangkat
Daerah
0.00.01.1.01 | Perencanaan, Terlak ya Peny % 100 93.050.400 3.842.500 18.535.000 3.842.500 4,13 | BIRO
Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan HUKUM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§g@£&ggjﬁtg§é%g@gi @%ﬁ@gﬁ@%ﬁ@@%ﬁ%@ﬁ@gg %g}?é@!f%ﬁﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 4/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen 30 25.173.800 5 2.302.500 5.035.000 5 2.302.500 16,67 9,15 | BIRO HUKUM
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen | 20 40.637.000 1 8.000.000 1 5,00 BIRO HUKUM
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | Laporan 15 27.239.600 3 1.540.000 5.500.000 3 1.540.000 20,00 5,65 | BIRO HUKUM
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
0.00.01.1.02 | Administrasi Terlaksananya Pelaksanaan | % 100 245.780.300 33.838.000 49.500.000 33.838.000 13,77 | BIRO
Keuangan Perangkat | Penatausahaan dan HUKUM
Daerah Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD, Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD, Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD
0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dokumen | 60 198.680.000 12 32.380.000 40.000.000 12 32.380.000 20,00 [ 16,30 | BIRO HUKUM
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | Dokumen 5 12.187.600 1 710.000 2.500.000 1 710.000 20,00 5,83 | BIRO HUKUM
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
0.00.01.1.02.07 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Dokumen | 70 34.912.700 14 748.000 7.000.000 14 748.000 20,00 2,14 | BIRO HUKUM
Penyusunan Laporan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=§§§%§%{§g§gjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬂ%ﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 5/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.03 | Administrasi Barang Terlaksananya % 100 64.320.000 12.820.000 13.000.000 12.820.000 19,93 | BIRO
Milik Daerah pada Penatausahaan Barang HUKUM
Perangkat Daerah Milik Daerah Pada SKPD
0.00.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan | Laporan 20 64.320.000 4 12.820.000 13.000.000 4 12.820.000 20,00 [ 19,93 | BIRO HUKUM
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD
0.00.01.1.05 | Administrasi Terlaksananya Monitoring, % 100 229.761.400 6.300.000 58.000.000 6.300.000 2,74 | BIRO
Kepegawaian Evaluasi, dan Penilaian HUKUM
Perangkat Daerah Kinerja Pegawai, serta
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
0.00.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan | Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen 5 40.261.400 1 6.300.000 8.000.000 1 6.300.000 20,00 [ 15,65 | BIRO HUKUM
Penilaian Kinerja Pegawai | Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
0.00.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Orang 5 189.500.000 50.000.000 BIRO HUKUM
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Terlaksananya Penyediaan % 100 2.170.248.100 353.413.267 439.000.000 353.413.267 16,28 | BIRO
Perangkat Daerah Komponen Instalasi HUKUM
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor,
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor,
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga, Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga,
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan,
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan,
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§g@£&ggjﬁtg§é%g@gi &%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§g %g}?é@!f%ﬁﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 6/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp |K|(Rp|K|Rp|K|Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Paket 5 32.130.200 1 2.744.500 6.500.000 1 2.744.500 20,00 8,54 | BIRO HUKUM
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 10 355.762.500 2 64.383.600 70.000.000 2 64.383.600 20,00 | 18,10 | BIRO HUKUM
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah | Paket 5 39.716.000 1 4.785.000 8.000.000 1 4.,785.000 20,00 | 12,05 | BIRO HUKUM
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
0.00.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 5 246.539.000 1 32.765.900 50.000.000 1 32.765.900 20,00 [ 13,29 | BIRO HUKUM
Cetakan dan dan Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan
0.00.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | Paket 10 21.738.400 2 5.040.000 4.500.000 2 5.040.000 20,00 [ 23,18 | BIRO HUKUM
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan
0.00.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 5 1.474.362.000 1 243.694.267 300.000.000 1 243.694.267 20,00 | 16,53 | BIRO HUKUM
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0.00.01.1.07 | Pengadaan Barang Terlaksananya Pengadaan % 100| 1.469.113.900 87.804.000 836.000.000 87.804.000 5,98 | BIRO
Milik Daerah Mebel, Pengadaan HUKUM
Penunjang Urusan Peralatan dan Mesin
Pemerintah Daerah Lainnya, Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
0.00.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Unit 1 700.000.000 700.000.000 BIRO HUKUM
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
0.00.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Paket 4 137.000.000 9.000.000 BIRO HUKUM
Disediakan
0.00.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan Unit 35 547.896.900 34 81.904.000 110.000.000 34 81.904.000 97,14 ( 14,95 | BIRO HUKUM
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
0.00.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Unit 10 84.217.000 1 5.900.000 17.000.000 1 5.900.000 10,00 7,01 | BIRO HUKUM
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor atau
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%%g?(gc?%g%{éggjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %gﬁﬁg@%{)@gg\g?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 719
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
(2024) I II III v Perangkat Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
0.00.01.1.08 | Penyediaan Jasa Terlaksananya Penyediaan % 100 232.720.000 4.316.572 53.500.000 4.316.572 1,85 | BIRO
Penunjang Urusan Jasa Surat Menyurat , HUKUM
Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik , Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
0.00.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 5 17.120.000 1 1.020.000 3.500.000 1 1.020.000 20,00 5,96 | BIRO HUKUM
Menyurat Jasa Surat Menyurat
0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 5 25.600.000 1 3.296.572 5.000.000 1 3.296.572 20,00 | 12,88 | BIRO HUKUM
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
0.00.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 4 190.000.000 45.000.000 BIRO HUKUM
Peralatan dan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang | Terlaksananya Penyediaan % 100 | 1.878.210.800 144.054.804 410.000.000 144.054.804 7,67 | BIRO
Milik Daerah Jasa Pemeliharaan, Biaya HUKUM
Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak dan
Pemerintahan Daerah | Perizinan Kendaraan Dinas
Oper: | atau Lapangan,
Pemeliharaan Mebel,
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya,
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Unit 5 198.707.900 1 32.183.302 40.000.000 1 32.183.302 20,00 | 16,20 | BIRO HUKUM
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak | Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit 30 475.692.700 6 88.311.502 95.000.000 6 88.311.502 20,00 | 18,56 | BIRO HUKUM
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Rata-rata capaian kinerja (%) 31.755.924.112 3.973.565.709 6.955.719.360 3.973.565.709 180,53 | 12,51
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=,§}é?§%§%{¢ggfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@%@%ﬁ%@gﬂ@g§é %gﬁﬁg@!ﬁgféﬁgjé%?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 8/9



5/2/25, 2:02 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan | Tingkat Capaian | Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Capaian Capaian | Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Daerah
Daerah Dan Program/ pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Realisasi Penanggung
Kegiatan/ Sub (Akhir Periode sampai dengan Daerah Tahun dan dan Tahun Pelaksanaan Anggaran Jawab
Kegiatan Renstra Perangkat Renja Perangkat berjalan (2025) Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Renstra s/d
Daerah) Daerah Tahun Lalu yang dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Tahun 2025
I I III IV | Perangkat | Renja (%)
Daerah Tahun
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K K Rp K Rp |K|(Rp|K|Rp|K|Rp K Rp | K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan, Pajak dan | yang Dipelihara dan Dibayarkan
Perizinan Kendaraan Pajak dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
0.00.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 12 130.000.000 30.000.000 BIRO HUKUM
0.00.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 35 223.410.200 38 23.560.000 45.000.000 38 23.560.000 108,57 | 10,55 | BIRO HUKUM
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
0.00.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Unit 12 850.400.000 [ 0,5 200.000.000 0,5 4,17 BIRO HUKUM
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov’?enctl\gé:,s?Déf?gc%g;gg%gf;lcglfjétgf}‘?'ggé;'%[7f@£7}’13?,(@%‘?\5@}5%{%{%@\?(&I’B@’%7 ﬁ%ggﬁ%gggg}ﬁé@f{ﬁ%@%gZYzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 9/9



5/2/25, 2:03 PM

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO TATA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Target Realisasi

1 Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi 100 26
2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 2
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat | Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Kinerja dan Capaian Anggaran Renstra Capaian Daerah
Pemerintahan pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Anggaran Renja Kinerja s/d Tahun 2025 Kinerja dan Penanggung
Daerah Dan (Akhir Periode sampai dengan Renja Daerah Tahun Perangkat Daerah dan (Akhir Tahun Realisasi Jawab
Program/ Kegiatan/ Renstra Perangkat Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi Reali Pelaksanaan Renja Anggaran
Sub Kegiatan Daerah) Tahun Lalu (2024) yang dievaluasi I II III v (2025) Anggaran | Perangkat Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K| Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 | Meningkatnya tertib 2.10.11 | PROGRAM Persentase garis | % 100 | 1.314.140.000 35,7 | 161.645.628 300.000.000 | 42,86 42,86 39,28 | 161.645.628 | 39,28 | 12,30 | BIRO TATA
tata kelola PENYELENGGARAAN | batas daerah PEMERINTAHAN
penyelenggaraan KEISTIMEWAAN provinsi dan
pemerintahan umum, YOGYAKARTA kabupaten/kota
otonomi daerah, dan URUSAN yang
kerja sama dalam PERTANAHAN tersinkronisasi
negeri serta
Pemerintahan
Kalurahan/Kelurahan
dan Kapanewon/
Kemantren
2.10.11.5.01 | Pengelolaan Tanah | Terlak ya dok 19| 1.314.140.000 161.645.628 300.000.000 161.645.628 12,30 | BIRO TATA
Kasultanan dan pengelolaan PEMERINTAHAN
Tanah Kadipaten tanah
kasultanan,
tanah kadipaten
yang meliputi
aspek
penatausahaan,
aspek
pemeliharaan
dokumen, aspek
pengawasan
2.10.11.5.01.01 | Penatausahaan Tanah | Jumlah Dokumen dokumen 19 1.314.140.000 5| 161.645.628 300.000.000 5| 161.645.628 26,32 | 12,30 | BIRO TATA
Kasultanan dan Tanah | Penatausahaan PEMERINTAHAN
Kadipaten Tanah Kasultanan
Dan Tanah
Kadipaten Dalam
Rangka
Pengembangan
Kebudayaan,
Kepentingan Sosial,
Dan Kesejahteraan
Masyarakat
2.10.11.5.03 | Sarana dan Terlaksananya % 100 nan BIRO TATA
Prasarana Pengelolaan PEMERINTAHAN
Keistimewaan Tanah
Rata-rata capaian kinerja (%) 48.299.155.423 5.077.024.168 6.968.335.445 47.482.663 47.482.663 0,68 5.124.506.831 38,80 | 10,61
Predikat Kinerja SR SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=#§%%;§g@£§ggjﬁg§é%g@gi &%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§g %gwg@r%ﬁ)@gfé{g?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 1/4



5/2/25, 2:03 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingk Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Kinerja dan Capaian Anggaran Renstra Capaian Daerah
Pemerintahan pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Anggaran Renja Kinerja s/d Tahun 2025 Kinerja dan Penanggung
Daerah Dan (Akhir Periode sampai dengan Renja Daerah Tahun Perangkat Daerah dan (Akhir Tahun Realisasi Jawab
Program/ Kegiatan/ Renstra Perangkat Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Anggaran
Sub Kegiatan Daerah) Tahun Lalu (2024) yang dievaluasi I II III v (2025) Anggaran | Perangkat Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|{Rp |K|Rp K| Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kasultanan dan
Kadipaten
2.10.11.5.03.01 | Pengadaan Sarana dan | Tersedianya sarana | unit 1 0 0 BIRO TATA
Prasarana Pendukung | pendukung PEMERINTAHAN

Pelaksanaan Kegiatan | pelaksanaan
Keistimewaan Urusan kegiatan urusan
Pertanahan keistimewaan
berupa: - Laptop

Tersedianya sarana | unit 1 BIRO TATA
pendukung PEMERINTAHAN
pelaksanaan

kegiatan urusan
keistimewaan
berupa: - Software

arc gis

Tersedianya sarana | unit 1 BIRO TATA
pendukung PEMERINTAHAN
pelaksanaan

kegiatan urusan
keistimewaan
berupa: - Printer

2.22.08 | PROGRAM Presentase % 100 | 2.035.029.000 300 | 907.539.236 500.000.000 150 | 907.539.236 | 150,00 | 44,60 | BIRO TATA
PENYELENGGARAAN | rumusan bahan PEMERINTAHAN
KEISTIMEWAAN kebijakan urusan
YOGYAKARTA kebudayaan
URUSAN
KEBUDAYAAN

2.22.08.5.01 | Sejarah, Bahasa, Terlaksananya undefined | 100| 1.800.000.000 907.539.236 500.000.000 907.539.236 50,42 | BIRO TATA
Sastra dan kegiatan PEMERINTAHAN
Permuseuman sejarah, bahasa,
sastra dan
permuseuman
2.22.08.5.01.01 | Pembinaan dan Jumlah Dokumen dokumen 6 1.800.000.000 3| 907.539.236 500.000.000 3| 907.539.236 50,00 | 50,42 | BIRO TATA
Pengembangan Hasil Pembinaan PEMERINTAHAN
Kesejarahan dan
Pengembangan
Kesejarahan
2.22.08.5.06 | Sarana Prasarana Tersedianya % 100 235.029.000 nan BIRO TATA
Keistimewaan Sarana PEMERINTAHAN
Urusan Kebudayaan | Prasarana
Keistimewaan
Urusan
Kebudayaan
Rata-rata capaian kinerja (%) 48.299.155.423 5.077.024.168 6.968.335.445 47.482.663 47.482.663 0,68 5.124.506.831 38,80 | 10,61
Predikat Kinerja SR SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=§§§%§%{§g§gjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %@ﬁﬁé@!ﬁ@ﬁ)@ﬂ%ﬁZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 2/4




5/2/25, 2:03 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingk Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Kinerja dan Capaian Anggaran Renstra Capaian Daerah
Pemerintahan pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Anggaran Renja Kinerja s/d Tahun 2025 Kinerja dan Penanggung
Daerah Dan (Akhir Periode sampai dengan Renja Daerah Tahun Perangkat Daerah dan (Akhir Tahun Realisasi Jawab
Program/ Kegiatan/ Renstra Perangkat Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi Reali Pelaksanaan Renja Anggaran
Sub Kegiatan Daerah) Tahun Lalu (2024) yang dievaluasi I II III v (2025) Anggaran | Perangkat Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K| Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.22.08.5.06.03 | Pengadaan Sarana Jumlah Sarana undefined 0 235.029.000 0 BIRO TATA
Publikasi dan Penanda | Publikasi dan PEMERINTAHAN
Keistimewaan Penanda
Keistimewaan
4.01.03 | PROGRAM Persentase % 100 | 22.531.553.050 | 191,67 | 557.584.486 1.222.750.000 | 28,57 | 44.968.001 28,57 | 44.968.001 3,68 | 110,12 | 602.552.487 | 110,12 | 2,67 | BIRO TATA
PEMERINTAHAN rumusan bahan PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI kebijakan
DAERAH pemerintahan
umum dan
penataan
wilayah
4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas | Terlaksananya % 100 | 19.590.799.900 277.206.916 592.000.000 277.206.916 1,41 | BIRO TATA
Pemerintahan tugas PEMERINTAHAN
pemerintahan
4.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan | Jumlah Dokumen dokumen 17 17.948.800.000 5 230.087.716 192.000.000 5 230.087.716 29,41 1,28 | BIRO TATA
Pemerintahan Umum Hasil Koordinasi PEMERINTAHAN
Pelaksanaan
Pemerintahan
Umum
4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen dokumen 19 1.641.999.900 1 47.119.200 400.000.000 1 47.119.200 5,26 2,87 | BIRO TATA
Wilayah Hasil Fasilitasi PEMERINTAHAN
Penataan Wilayah
4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Terlaksananya % 100 | 1.450.053.750 83.984.010 330.750.000 44.968.001 44.968.001 13,60 128.952.011 8,89 | BIRO TATA
Otonomi Daerah Pelaksanaan PEMERINTAHAN
Otonomi Daerah
4.01.03.1.02.03 | Evaluasi dan Jumlah Laporan laporan 14 1.450.053.750 2 83.984.010 330.750.000 44.968.001 44.968.001 13,60 2| 128.952.011 14,29 | 8,89 | BIRO TATA
Penyelenggaraan Hasil Evaluasi dan PEMERINTAHAN
Pemerintahan Penyelenggaraan
Pemerintahan
4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Terlaksananya % 100 | 1.490.699.400 196.393.560 300.000.000 196.393.560 13,17 | BIRO TATA
Sama Daerah fasilitasi PEMERINTAHAN
kerjasama
daerah
4.01.03.1.03.01 | Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Kerja Sama | dokumen 0 1.490.699.400 2| 196.393.560 300.000.000 2| 196.393.560 13,17 | BIRO TATA
Antar Pemerintah Antar Pemerintah PEMERINTAHAN
yang Difasilitasi
4.01.03. | PROGRAM Persentase % 100 146,15 33,34 33,34 nan | 89,745 89,75 BIRO TATA
PEMERINTAHAN rumusan bahan PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI kebijakan
DAERAH penyelenggaraan
otonomi daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 48.299.155.423 5.077.024.168 6.968.335.445 47.482.663 47.482.663 0,68 5.124.506.831 38,80 | 10,61
Predikat Kinerja SR SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=§§§%§%i§g§gjﬁ%ég@%%%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§é i’y@;ﬁé@.’m{)@g@r’%ZYzYxMSJQ.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 3/4



Evaluasi Renja

5/2/25, 2:03 PM
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingk Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kinerja Renstra dan Anggaran Kinerja dan Capaian Anggaran Renstra Capaian Daerah
Pemerintahan pada Tahun 2027 Perangkat Daerah Renja Perangkat Anggaran Renja Kinerja s/d Tahun 2025 Kinerja dan Penanggung
Daerah Dan (Akhir Periode sampai dengan Renja Daerah Tahun Perangkat Daerah dan (Akhir Tahun Realisasi Jawab
Program/ Kegiatan/ Renstra Perangkat Perangkat Daerah berjalan (2025) yang dievaluasi Reali Pelaksanaan Renja Anggaran
Sub Kegiatan Daerah) Tahun Lalu (2024) yang dievaluasi I II III v (2025) Anggaran | Perangkat Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|{Rp|K|Rp K| Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase % 100 325 15 15 170 170,00 BIRO TATA
naskah PEMERINTAHAN
kerjasama dalam
negeri yang
terealisasi
2 | Meningkatnya tata 4.01.01 | PROGRAM Nilai PKKI Angka 88 95,42 87,51 87,51 nan | 182,93 207,88 BIRO TATA
kelola PENUNJANG Program PEMERINTAHAN
penyelenggaraan URUSAN Penunjang
urusan pemerintahan PEMERINTAHAN Urusan
di Perangkat Daerah DAERAH PROVINSI | Pemerintah
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja SR SR SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov’?enct)(}gf?&@c#@@;.;l%g{%ﬁgﬁ!}%’ggé;'%[7f@‘£7}4}’?,(%%‘;/{5@754[%%;@\?(&/‘B@’%l7 ﬁ%@gf@%§§%§ﬁﬁ@m%‘g@y2YzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 4/4



5/2/25, 2:04 PM Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD: Target Realisasi
1 Persentase Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN 70.73 0
2 Kategori RB Perangkat Daerah 2
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
I II 111 v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K|Rp|K|(Rp|K|{Rp|K|Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
1 | Meningkatnya 4.01.10 | PROGRAM Persentase pegawai yang % 85 5.800.739.000 | 90,73 970.047.497 1.136.464.000 45,365 970.047.497 | 53,37 | 16,72 | BADAN
Kualitas PENYELENGGARAAN meningkat pemahamannya KEPEGAWAIAN
Manajemen ASN KEISTIMEWAAN tentang keistimewaan DIY DAERAH
URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
4.01.10.5.02 | Peningkatan Budaya Tercapainya peningkatan % 100 5.800.739.000 25 970.047.497 1.136.464.000 12,5 970.047.497 | 12,50 | 16,72 | BADAN
Pemerintahan implementasi budaya KEPEGAWAIAN
pemerintahan DAERAH
4.01.10.5.02.01 | Implementasi Budaya Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 8 1.790.700.000 2 310.331.896 310.000.000 2 310.331.896 | 25,00 | 17,33 [ BADAN
Pemerintahan DIY Implementasi Budaya KEPEGAWAIAN
Pemerintahan DIY DAERAH
4.01.10.5.02.03 | Penyelenggaraan Diklat | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Orang 3.013 4.010.039.000 630 659.715.601 826.464.000 630 659.715.601 | 20,91 [ 16,45 | BADAN
Keistimewaan Keistimewaan KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02 | PROGRAM Persentase Pemenuhan ASN | % 66,48 | 76.745.275.785 | 79,47 | 2.802.496.982 17.067.801.978 39,735 | 2.802.496.982 | 59,77 | 3,65 | BADAN
KEPEGAWAIAN sesuai Formasi KEPEGAWAIAN
DAERAH DAERAH
Persentase Pemenuhan % 96,9 97,27 48,635 50,19 BADAN
Pemutakhiran Data ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Persentase Pemenuhan % 70 79,66 39,83 56,90 BADAN
Kompetensi ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Persentase Keterisian % 89,8 87,89 43,945 48,94 BADAN
Jabatan KEPEGAWAIAN
DAERAH
Persentase Kompetensi ASN | % 35,28 29,15 14,575 41,31 BADAN
yang Terpetakan KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR | SR ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):
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No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
DAERAH
Persentase Penilaian % 95 94,8 47,4 49,89 BADAN
Capaian Kinerja ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Persentase Penyelesaian SK | % 90 95,65 47,825 53,14 BADAN
Kenaikan Pangkat dan KEPEGAWAIAN
Pemberhentian PNS DAERAH
Nilai Survei Kepuasan dari % 87,46 88,81 44,405 50,77 BADAN
Pelayanan Kepegawaian KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.01 | Pengadaan, Terlaksananya Pengadaan, | % 100| 23.125.487.700 25| 1.170.263.722 5.317.430.000 12,5| 1.170.263.722| 12,50 | 5,06 | BADAN
Pemberhentian dan Pemberhentian dan KEPEGAWAIAN
Informasi Informasi Kepegawaian DAERAH
Kepegawaian ASN ASN
5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2 581.254.600 2 3.257.669 142.000.000 2 3.257.669 | 100,00 0,56 | BADAN
Kebutuhan, Jenis dan Penyusunan Rencana KEPEGAWAIAN
Jumlah Jabatan untuk Kebutuhan, Jenis dan Jumlah DAERAH
Pelaksanaan Pengadaan | Jabatan untuk Pelaksanaan
ASN Pengadaan ASN
5.03.02.1.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi | Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen 2 15.945.618.000 2 1.039.220.648 3.700.000.000 2 1.039.220.648 | 100,00 6,52 | BADAN
Pengadaan PNS dan Koordinasi dan Fasilitasi KEPEGAWAIAN
PPPK Pengadaan PNS dan PPPK DAERAH
5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan | Dokumen 500 2.174.962.000 619 67.179.725 463.430.000 619 67.179.725 | 123,80 3,09 | BADAN
Administrasi Koordinasi Pelaksanaan KEPEGAWAIAN
Pemberhentian Administrasi Pemberhentian DAERAH
5.03.02.1.01.10 | Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 7 2.692.672.000 1 27.591.516 612.000.000 1 27.591.516 | 14,29 1,02 | BADAN
Informasi Kepegawaian Pengelolaan Sistem Informasi KEPEGAWAIAN
Kepegawaian DAERAH
5.03.02.1.01.11 [ Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 7 1.730.981.100 2 33.014.164 400.000.000 2 33.014.164 | 28,57 1,91 | BADAN
Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.02 | Mutasi dan Pr Terlak ya Mutasi dan % 100 6.871.410.390| 100 362.019.959 1.496.184.900 50 362.019.959 | 50,00 5,27 BADAN
ASN Promosi ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN [ Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 220 1.213.262.700 248 21.749.066 260.100.000 248 21.749.066 | 112,73 1,79 | BADAN
Pelaksanaan Mutasi Jabatan KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR | SR ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
Pimpinan Tinggi, Jabatan DAERAH
Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN Antar Daerah
5.03.02.1.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan Kenaikan Laporan 2 1.847.673.590 2 82.430.052 403.764.900 2 82.430.052 | 100,00 | 4,46 | BADAN
Pangkat ASN Pangkat ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN [ Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 3.810.474.100 1 257.840.841 832.320.000 1 257.840.841 | 100,00 6,77 | BADAN
Pengelolaan Promosi ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.03 | Pengembangan Terlaksananya % 100| 41.837.972.162 25| 1.068.235.155 9.108.724.022 12,5| 1.068.235.155| 12,50 | 2,55| BADAN
Kompetensi ASN Pengemb Kompet i KEPEGAWAIAN
ASN DAERAH
5.03.02.1.03.02 | Pengelolaan Assessment | Jumlah Dokumen Pengelolaan Dokumen 6 5.575.188.000 6 372.526.549 1.174.656.500 6 372.526.549 | 100,00 6,68 | BADAN
Center Assessment Center KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.03.03 | Pengeloaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 1.165.697.650 1 28.820.400 240.566.150 1 28.820.400 | 100,00 2,47 | BADAN
Diklat dan Sertifikasi ASN | Pengelolaan Administrasi Diklat KEPEGAWAIAN
dan Sertifikasi ASN DAERAH
5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan [ Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 21.729.469.145 1 543.374.930 4.730.777.293 1 543.374.930 | 100,00 2,50 | BADAN
Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan ASN yang KEPEGAWAIAN
Dikelola DAERAH
5.03.02.1.03.05 | Koordinasi dan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 12.060.698.867 1 111.820.609 2.658.342.079 1 111.820.609 | 100,00 | 0,93 | BADAN
Sama Pelaksanaan Diklat | Koordinasi dan Kerja Sama KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Diklat DAERAH
5.03.02.1.03.10 | Fasilitasi Sertifikasi Jumlah ASN yang Mendapatkan | Orang 30 742.752.000 28 4.970.183 174.332.000 28 4.970.183 | 93,33 0,67 | BADAN
Fungsional ASN Layanan Fasilitasi Sertifikasi KEPEGAWAIAN
Fungsional ASN DAERAH
5.03.02.1.03.13 | Pembinaan Jabatan Jumlah Fungsional ASN yang Orang 115 564.166.500 216 6.722.484 130.050.000 216 6.722.484 | 187,83 1,19 | BADAN
Fungsional ASN Dibina KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi | Terlak: ya Penilaian % 100 4.910.405.533 0 201.978.146 1.145.463.056 201.978.146 4,11 | BADAN
Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja KEPEGAWAIAN
Aparatur DAERAH
5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 4 285.016.884 4 16.463.397 57.594.366 4 16.463.397 | 100,00 5,78 | BADAN
dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penilaian dan KEPEGAWAIAN
Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan Orang 20 3.675.400.149 14 118.156.809 888.368.690 14 118.156.809 | 70,00 3,21 | BADAN
Penghargaan bagi Penghargaan KEPEGAWAIAN
Pegawai DAERAH
5.03.02.1.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa | Jumlah ASN yang Diberikan Orang 480 122.943.500 519 16.677.407 25.500.000 519 16.677.407 | 108,13 | 13,57 | BADAN
bagi Pegawai Tanda Jasa KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN [ Jumlah ASN yang Mendapatkan | Orang 250 765.603.000 450 44.682.138 160.000.000 450 44.682.138 | 180,00 5,84 | BADAN
Pembinaan Kedisiplinan KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian | Jumlah Laporan Hasil Laporan 1 61.442.000 1 5.998.395 14.000.000 1 5.998.395 | 100,00 9,76 | BADAN
Pelanggaran Disiplin ASN | Pengelolaan Penyelesaian KEPEGAWAIAN
Pelanggaran Disiplin ASN DAERAH
2 | Meningkatnya 5.03.01 | PROGRAM Nilai PKKI Program % 87,5| 299.721.781.168 | 92,11 | 76.361.440.845 23.875.433.182 46,055 | 76.361.440.845 | 52,63 | 25,48 | BADAN
tata kelola PENUNJANG URUSAN | Penunjang Urusan KEPEGAWAIAN
penyelenggaraan PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah DAERAH
urusan DAERAH PROVINSI
pemerintahan di
Perangkat
Daerah
0.00.01.1.01 | Perencanaan, Terlaksananya % 100 773.043.300 25 20.572.705 166.000.000 12,5 20.572.705 | 12,50 | 2,66 | BADAN
Penganggaran, dan Perencanaan, KEPEGAWAIAN
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi DAERAH
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen 5 561.330.600 5 12.589.687 120.000.000 5 12.589.687 | 100,00 2,24 | BADAN
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN
Daerah DAERAH
0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 35.905.200 4 2.341.361 8.000.000 4 2.341.361 | 200,00 6,52 | BADAN
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi KEPEGAWAIAN
Penyusunan Dokumen DPA- DAERAH
SKPD
0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | Laporan 3 175.807.500 3 5.641.657 38.000.000 3 5.641.657 | 100,00 3,21 | BADAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.02 | Administrasi Terlaksananya Administrasi | % 0| 76.182.077.968| 100 | 14.503.668.279 15.354.633.182 50| 14.503.668.279 19,04 | BADAN
Keuangan Perangkat | Keuangan Perangkat KEPEGAWAIAN
Daerah Daerah DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR | SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Orang 97 75.797.351.568 90 14.476.717.285 15.277.633.182 90 14.476.717.285 | 92,78 | 19,10 | BADAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dokumen 12 265.884.500 12 14.307.346 53.000.000 12 14.307.346 | 100,00 5,38 | BADAN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan KEPEGAWAIAN
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan DAERAH
Keuangan SKPD SKPD
0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | Laporan 1 23.428.000 1 2.130.805 5.000.000 1 2.130.805 | 100,00 | 9,10 | BADAN
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil KEPEGAWAIAN
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan DAERAH
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
0.00.01.1.02.07 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 14 95.413.900 18 10.512.843 19.000.000 18 10.512.843 | 128,57 | 11,02 | BADAN
Penyusunan Laporan Bulanan/ KEPEGAWAIAN
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD DAERAH
Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
0.00.01.1.03 | Administrasi Barang Terlaksananya Administrasi | % 100 114.480.000 0 325.850 25.000.000 325.850 0,28 | BADAN
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada KEPEGAWAIAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAERAH
0.00.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan | Laporan 2 114.480.000 2 325.850 25.000.000 2 325.850 | 100,00 0,28 | BADAN
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.05 | Administrasi Terlaksananya Administrasi | % 100 130.500.000| 100 30.000.000 50 50,00 BADAN
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat KEPEGAWAIAN
Perangkat Daerah Daerah DAERAH
0.00.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan | Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen 13 130.500.000 30.000.000 BADAN
Penilaian Kinerja Pegawai | Evaluasi, dan Penilaian Kinerja KEPEGAWAIAN
Pegawai DAERAH
0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi | % 100 6.572.287.100 25 175.595.497 1.599.500.000 12,5 175.595.497 | 12,50 | 2,67 | BADAN
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Paket 1 162.181.700 1 17.784.039 35.000.000 1 17.784.039 | 100,00 | 10,97 | BADAN
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan KEPEGAWAIAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DAERAH
Bangunan Kantor Disediakan
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR | SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=€§§%§g@£&ggjﬁtg§é%g@gi &%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§g %g}?é@!f%ﬁﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 5/8




5/2/25, 2:04 PM Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 1 538.925.800 5 19.280.088 125.500.000 5 19.280.088 | 500,00 3,58 | BADAN
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang KEPEGAWAIAN
Disediakan DAERAH
0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah | Paket 1 332.501.900 6 14.482.970 133.000.000 6 14.482.970 | 600,00 4,36 | BADAN
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 2 416.462.000 2 28.698.264 87.000.000 2 28.698.264 | 100,00 6,89 | BADAN
Cetakan dan dan Penggandaan yang KEPEGAWAIAN
Penggandaan Disediakan DAERAH
0.00.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | Dokumen 4 36.343.200 4 1.920.000 7.000.000 4 1.920.000 | 100,00 5,28 | BADAN
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- KEPEGAWAIAN
Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan DAERAH
0.00.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 2 5.085.872.500 12 93.430.136 1.212.000.000 12 93.430.136 | 600,00 1,84 | BADAN
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat KEPEGAWAIAN
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH
0.00.01.1.07 | Pengadaan Barang Terlaksananya Pengadaan % 100| 81.179.738.000 25| 59.956.973.540 4.525.300.000 12,5| 59.956.973.540 | 12,50 | 73,86 | BADAN
Milik Daerah Barang Milik Daerah KEPEGAWAIAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan DAERAH
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
0.00.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit 0 1.477.600.000 1.477.600.000 BADAN
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan KEPEGAWAIAN
Lapangan yang Disediakan DAERAH
0.00.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Paket 2 2.481.700.000 1.811.700.000 BADAN
Disediakan KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan Unit 10 1.030.560.600 836.000.000 BADAN
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor Unit 0 75.300.000.000 1 59.956.973.540 0 1 59.956.973.540 79,62 | BADAN
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang KEPEGAWAIAN
Lainnya Disediakan DAERAH
0.00.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Unit 0 539.877.400 300.000.000 BADAN
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor atau KEPEGAWAIAN
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang DAERAH
Disediakan
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR SR ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=§é?§%§%%gfﬁ%ﬁg@%&%@?@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %gﬁﬁé@%ﬁﬁﬁgﬁpszYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 6/8




5/2/25, 2:04 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
II III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Unit 1 350.000.000 100.000.000 BADAN
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung KEPEGAWAIAN
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya DAERAH
Bangunan Lainnya yang Disediakan
0.00.01.1.08 | Penyediaan Jasa Terlaksananya Penyediaan % 100\ 131.774.491.900 0| 1.364.124.674 1.582.000.000 1.364.124.674 1,04 | BADAN
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan KEPEGAWAIAN
Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah DAERAH
0.00.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 1 127.518.000 1 14.268.723 27.000.000 1 14.268.723 | 100,00 | 11,19 [ BADAN
Menyurat Jasa Surat Menyurat KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 3 2.388.418.700 12 223.065.951 475.000.000 12 223.065.951 | 400,00 9,34 | BADAN
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya KEPEGAWAIAN
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan DAERAH
0.00.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 2 129.258.555.200 12 1.126.790.000 1.080.000.000 12 1.126.790.000 | 600,00 0,87 | BADAN
Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor KEPEGAWAIAN
yang Disediakan DAERAH
0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang | Terlaksananya % 100 2.995.162.900 25 340.180.300 593.000.000 12,5 340.180.300 | 12,50 11,36 | BADAN
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik KEPEGAWAIAN
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan DAERAH
Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah
0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Unit 1 66.005.400 1 13.788.000 13.000.000 1 13.788.000 | 100,00 | 20,89 | BADAN
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan dan Pajak | Jabatan yang Dipelihara dan DAERAH
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit 11 934.989.900 11 166.862.300 180.000.000 11 166.862.300 | 100,00 | 17,85 | BADAN
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, Pajak dan | yang Dipelihara dan Dibayarkan DAERAH
Perizinan Kendaraan Pajak dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
0.00.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 300 1.299.989.600 227 119.530.000 300.000.000 227 119.530.000 | 75,67 | 9,19 | BADAN
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara KEPEGAWAIAN
DAERAH
0.00.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Unit 1 694.178.000 1 40.000.000 100.000.000 1 40.000.000 | 100,00 5,76 | BADAN
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%) 382.267.795.953 80.133.985.324 42.079.699.160 80.133.985.324 | 98,14 [ 20,96
Predikat Kinerja SR | SR ST SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov’?enct%=#§%%§gﬁﬁdjggjﬁg§é%g@gi %%g@gﬁ%%@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %g@g@%{ﬁg%MZYZYXMSJQ.7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 718




Evaluasi Renja

5/2/25, 2:04 PM
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Realisasi Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Triwulan Capaian Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan dan dan Tahun Pelaksanaan Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang Anggaran | Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi Renja Anggaran Daerah) Renstra s/d
Perangkat Renja Tahun 2025
1 11 III v Daerah Tahun (%)
yang 2025 (%)
dievaluasi
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7 +13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp Rp|(K|Rp|K|Rp|K|[Rp| K Rp K Rp K Rp K Rp
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)
SR | SR ST SR

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstraflaporan/renjaﬁprov’?enctl\<}é=,s?DéEF§€#§p],§;.;l%g{%ﬁgﬁ!}%’ggé;'%[7f@‘£7}4}’?,(%%‘?\5@754[%%6/le£(&/‘B@’%l7 ﬁ%@gf@%§§%§ﬁﬁ@m%‘g@p¥2YzYxMSJ9.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 8/8




5/2/25, 2:08 PM

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Realisasi

Evaluasi Renja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI

PERIODE PELAKSANAAN : 2025

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI 73.57  79.55
2 Kategori RB Perangkat Daerah 84 91.36
No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun F lisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16 =15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K [Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 | Meningkatnya 0.00.01 | PROGRAM Nilai PKKI Program Penunjang Angka 96,98 | 68.041.481.906 | 93,32 | 8.852.796.984 13.365.844.700 | 87,1 | 1.644.506.863 87,1 | 1.644.506.863 12,30 | 180,42 | 10.497.303.847 | 186,04 | 15,43 | BADAN
kualitas PENUNJANG URUSAN | Urusan Pemerintah Daerah KESATUAN
kebebasan PEMERINTAHAN BANGSA
berkumpul, DAERAH PROVINSI DAN
berekspresi, POLITIK
berserikat,
berpendapat,
dan
berkeyakinan,
serta hak
memilih dan
dipilih dalam
pemilu
0.00.01.1.01 | Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi dan % 100 509.633.000| 100 67.550.477 101.007.000 | 35,06 35,06 67,53 67.550.477| 67,53 | 13,25 | BADAN
Penganggaran, dan penyusunan DPA SKPD, KESATUAN
Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen BANGSA
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah DAN
dan luasi Kinerja Per k POLITIK
Daerah
0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 25 146.422.000 5 20.397.437 29.020.000 2 2 7 20.397.437 28,00 | 13,93 | BADAN
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah KESATUAN
Daerah BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen 10 202.522.000 4 24.648.225 40.139.000 1 1 5 24.648.225 50,00 [ 12,17 | BADAN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan KESATUAN
Dokumen DPA-SKPD BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 15 160.689.000 3 22.504.815 31.848.000 3 3 6 22.504.815 40,00 | 14,01 | BADAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.02 | Administrasi Terlak ya Penyedic Gaji Lap. 100 | 45.094.958.319 100| 6.723.800.885 8.937.593.000 | 25,74 | 1.644.506.863 25,74 1.644.506.863 18,40| 125,74 | 8.368.307.748| 125,74 | 18,56 | BADAN
Ke Per k dan Ti ASN, Pelak KESATUAN
Daerah Penatausahaan dan BANGSA
P jian/ Verifikasi k DAN
SKPD, Koordinasi dan POLITIK
Peny Laporan K
Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=,§}é?§?%§%{éﬁégfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@%@%ﬁ%@gﬂ@g§é %’; ";ﬁg@!ﬁgffﬁg@gZYzYxMSJg7SKwJKIfI KaCxulBPv8BDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R... 111



5/2/25, 2:08 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun P Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|(Rp |K[Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
r Triwal 7S
SKPD
0.00.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji Orang/Bulan 52 44.514.116.319 46 6.631.363.136 8.822.473.000 47 1.644.506.863 47 1.644.506.863 18,64 93 8.275.869.999 | 178,85 | 18,59 | BADAN
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan | Dokumen 60 245.061.000 12 46.680.000 48.570.000 3 3 15 46.680.000 25,00 | 19,05 | BADAN
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KESATUAN
Pengujian/Verifikasi BANGSA DAN
Keuangan SKPD POLITIK
0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan 5 122.102.000 1 15.015.645 24.200.000 1 15.015.645 20,00 | 12,30 | BADAN
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil KESATUAN
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan BANGSA DAN
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD POLITIK
0.00.01.1.02.07 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan 90 213.679.000 18 30.742.104 42.350.000 3 3 21 30.742.104 23,33 | 14,39 | BADAN
Penyusunan Laporan Triwulanan/Semesteran SKPD dan KESATUAN
Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan BANGSA DAN
Triwulanan/Semesteran Laporan Keuangan POLITIK
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
0.00.01.1.03 | Administrasi Barang Terlak ya P h % 100 57.000.000| 100 12.013.000 11.400.000 | 29,26 29,26 64,63 12.013.000| 64,63 | 21,08 BADAN
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada SKPD KESATUAN
Perangkat Daerah BANGSA
DAN
POLITIK
0.00.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Laporan 5 57.000.000 2 12.013.000 11.400.000 2 12.013.000 40,00 | 21,08 | BADAN
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.05 | Administrasi Terlaksananya Pendidikan dan % 100 600.000.000 140.000.000 BADAN
Kepegawaian pelatihan pegawai berdasarkan KESATUAN
Perangkat Daerah tugas dan fungsi BANGSA
DAN
POLITIK
0.00.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Orang 8 600.000.000 140.000.000 BADAN
Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan KESATUAN
Tugas dan Fungsi dan Pelatihan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Terlak ya penyedi % 100| 3.749.415.400| 100 440.398.122 768.019.000 | 36,44 36,44 68,22 440.398.122| 68,22 | 11,75 | BADAN
Perangkat Daerah peralatan dan perlengkapan KESATUAN
kantor, penyediaan peralatan BANGSA
rumah tangga, penyediaan DAN
barang cetakan dan POLITIK
penggandaan, penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
penyedi. k P L
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=ﬁué?§e%g}z§%{¢jﬂ;§gfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§# %gﬁﬁg@%ffﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPvBDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R...  2/11



5/2/25, 2:08 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun P Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|(Rp |K[Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
listrik/penerangan bangunan
kantor dan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 60 155.675.900 6 7.783.377 30.854.000 6 7.783.377 10,00 5,00 | BADAN
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KESATUAN
Listrik/Penerangan yang Disediakan BANGSA DAN
Bangunan Kantor POLITIK
0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 160 323.493.100 4 50.341.235 64.115.000 3 3 7 50.341.235 4,38 | 15,56 | BADAN
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang Disediakan KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Paket 51 271.860.000 1 29.834.691 55.274.000 1 1 2 29.834.691 3,92 | 10,97 | BADAN
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 25 208.814.400 8 29.210.531 41.959.000 1 1 9 29.210.531 36,00 | 13,99 | BADAN
Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KESATUAN
Penggandaan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan | Dokumen 5 9.123.000 1.808.000 BADAN
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang KESATUAN
Perundang-Undangan Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 60 2.575.449.000 12 323.228.288 529.009.000 3 3 15 323.228.288 25,00 | 12,55 | BADAN
Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KESATUAN
SKPD BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen 5 205.000.000 45.000.000 BADAN
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan KESATUAN
Berbasis Elektronik pada | Berbasis Elektronik pada SKPD BANGSA DAN
SKPD POLITIK
0.00.01.1.07 | P d: B Ter ya P d: % 100| 7.666.647.200| 100 115.050.000 1.376.854.000| 100 100 100 115.050.000 | 100,00 | 1,50 | BADAN
Milik Daerah Peralatan dan Mesin Lainnya KESATUAN
Penunjang Urusan BANGSA
Pemerintah Daerah DAN
POLITIK
0.00.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Unit 4 1.954.580.000 488.645.000 BADAN
Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KESATUAN
Kendaraan Dinas Jabatan | yang Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit 16 1.876.300.000 469.075.000 BADAN
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan yang KESATUAN
Lapangan Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=§§é}%§%%gfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§# %g}ﬁé@!ﬁg{fﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R...  3/11



5/2/25, 2:08 PM

Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun P Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K [Rp Rp | K| Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0.00.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit 20 315.259.300 62.199.000 BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Unit 54 934.841.700 4 71.050.000 136.500.000 3 3 7 71.050.000 12,96 7,60 | BADAN
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau Unit 8 997.000.000 199.000.000 BADAN
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang Disediakan KESATUAN
Lainnya BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Unit 30 1.588.666.200 4 44.000.000 21.435.000 4 44.000.000 13,33 2,77 | BADAN
Prasarana Gedung Kantor | Gedung Kantor atau Bangunan KESATUAN
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.08 | Penyediaan Jasa Terlak k ya Penyedi. % 100| 6.345.915.200 100| 1.082.232.213 1.283.596.000 | 51,69 51,69 75,845 | 1.082.232.213| 75,85| 17,05| BADAN
Penunjang Urusan Jasa Komunikasi, Sumber Daya KESATUAN
Pemerintahan Daerah | Air dan Listrik dan Penyediaan BANGSA
Jasa Pelayanan Umum Kantor DAN
POLITIK
0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 15 1.417.358.800 12 163.435.067 288.175.000 3 3 15 163.435.067 | 100,00 [ 11,53 | BADAN
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan KESATUAN
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 8 200.781.000 3 66.997.646 47.589.000 3 66.997.646 37,50 | 33,37 | BADAN
Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KESATUAN
Perlengkapan Kantor yang Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 14 4.727.775.400 12 851.799.500 947.832.000 3 3 15 851.799.500 [ 107,14 | 18,02 | BADAN
Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor yang KESATUAN
Disediakan BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang | Terlaksananya Pemeliharaan % 100| 4.017.912.787| 100 411.752.287 747.375.700 | 22,68 22,68 61,34 411.752.287 | 61,34 | 10,25 | BADAN
Milik Daerah /Rehabilitasi Gedung Kantor dan KESATUAN
Penunjang Urusan B Lainnya; Penyedi BANGSA
Pemerintahan Daerah | Jasa Pemeliharaan, Biaya DAN
Pemeliharaan dan Pajak POLITIK
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kend. Dinas Jab
dan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas | Unit 1 181.988.100 1 62.601.500 36.069.000 1 62.601.500 | 100,00 | 34,40 | BADAN
Pemeliharaan, Biaya atau Kendaraan Dinas Jabatan yang KESATUAN
Pemeliharaan dan Pajak | Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya BANGSA DAN
Kendaraan Perorangan POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=ﬁué?§e%g}z§%{¢jﬂ;§gfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§# %gﬁﬁg@%ffﬁg@?MZYzYxMSJg.7SKwJKIfI KaCxulBPvBDXVEVxf57MsVKtv4Oy6W7R...  4/11
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun P Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K [Rp Rp | K| Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | Unit 13 1.553.292.987 10 246.414.487 307.854.700 2 2 12 246.414.487 92,31 | 15,86 | BADAN
Pemeliharaan, Biaya atau Lapangan yang Dipelihara dan KESATUAN
Pemeliharaan, Pajak dan | Dibayarkan Pajak dan Perizinannya BANGSA DAN
Perizinan Kendaraan POLITIK
Dinas Operasional atau
Lapangan
0.00.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 9 356.842.100 71.703.000 BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit 28 669.789.600 144 102.736.300 132.749.000 18 18 162 102.736.300 | 578,57 | 15,34 | BADAN
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0.00.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | Unit 1 1.256.000.000 199.000.000 BADAN
Gedung Kantor dan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KESATUAN
Bangunan Lainnya BANGSA DAN
POLITIK
2.22.08 | PROGRAM Jumlah Lembaga yang Terbina Lembaga 3| 17.308.686.300 3| 2.153.547.006 3.630.000.000 3| 2.153.547.006 | 100,00 | 12,44 | BADAN
PENYELENGGARAAN Sadar Kerukunan KESATUAN
KEISTIMEWAAN BANGSA
YOGYAKARTA DAN
URUSAN POLITIK
KEBUDAYAAN
2,22.08.5.09 | Adat, Seni, Tradisi dan | Jumlah Pembangunan Ketahanan | Dokumen 18| 17.308.686.300 9| 2.153.547.006 3.630.000.000 9| 2.153.547.006| 50,00 | 12,44 | BADAN
Lembaga Budaya Sosial Budaya KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
2.22.08.5.09.21 | Pembangunan Ketahanan | Jumlah Dokumen Pembangunan Dokumen 30 17.308.686.300 3 2.153.547.006 3.630.000.000 3 2.153.547.006 10,00 | 12,44 | BADAN
Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.02 | PROGRAM Skor Terjaminnya kebebasan Angka 30,05 | 19.906.368.800 | 82,7 | 2.129.240.907 4.133.795.000 | 82,7 8.446.175 82,7 8.446.175 0,20 | 165,4| 2.137.687.082 | 550,42 | 10,74 | BADAN
PENGUATAN berkumpul, berekspresi, KESATUAN
IDEOLOGI berserikat dan berpendapat BANGSA
PANCASILA DAN antar masyarakat dalam Aspek DAN
KARAKTER Kebebasan IDI POLITIK
KEBANGSAAN
8.01.02.1.01 | Per bijak Terlak ya Per % 100 19.906.368.800 100| 2.129.240.907 4.133.795.000 | 6,09 8.446.175 6,09 8.446.175 0,20 | 53,045| 2.137.687.082| 53,05| 10,74 | BADAN
Teknis dan Kebijakan Teknis dan KESATUAN
Pemantapan P Pelak Bidang BANGSA
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter DAN
Ideologi Pancasila Kebangsaan POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=,§}é?§?%§%{éﬁégfﬁ%ég@%%%g@gﬁ%@%@%ﬁ%@gﬂ@g§é %’; ";ﬁg@!ﬁgffﬁg@gZYzYxMSJg7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKitv4Oy6W7R...  5/11
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun P Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|(Rp |K[Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Karakter
Kebangsaan
8.01.02.1.01.01 | Penyusunan Program Jumlah Dokumen Program Kerja di Dokumen 4 58.429.000 13.850.000 BADAN
Kerja di Bidang Ideologi | Bidang Ideologi Wawasan KESATUAN
Wawasan Kebangsaan, Kebangsaan, Bela Negara, Karakter BANGSA DAN
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, POLITIK
Bangsa, Pembauran Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan, Bhineka Kebangsaan yang Disusun
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di | Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 80 15.600.000.000 3.850.000.000 BADAN
Bidang Ideologi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KESATUAN
Wawasan Kebangsaan, Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela BANGSA DAN
Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran POLITIK
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Kebangsaan, Bhineka Sejarah Kebangsaan
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 600 796.824.000 50 16.929.772 188.875.000 50 16.929.772 8,33 | 2,12 | BADAN
di Bidang Ideologi Koordinasi di Bidang Ideologi KESATUAN
Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, BANGSA DAN
Bela Negara, Karakter Karakter Bangsa, Pembauran POLITIK
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Kebangsaan, Bhineka Sejarah Kebangsaan
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Monitoring Laporan 15 572.113.800 2 83.959.600 81.070.000 8.446.175 1 8.446.175 10,42 3 92.405.775 20,00 | 16,15 | BADAN
Evaluasi dan Pelaporan di | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang KESATUAN
Bidang Ideologi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela BANGSA DAN
Wawasan Kebangsaan, Negara, Karakter Bangsa, Pembauran POLITIK
Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Bangsa, Pembauran Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.1.01.07 | Pengangkatan Jumlah Purnapaskibraka Duta Orang 0 135.260.000 38 43.866.590 0 38 43.866.590 32,43 | BADAN
Purnapaskibraka Duta Pancasila KESATUAN
Pancasila BANGSA DAN
POLITIK
8.01.02.1.01.08 | Pembinaan terhadap Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Dokumen 0 400.282.000 1 0 1 BADAN
aktivitas kepaskibrakaan | Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil KESATUAN
dan Purnapaskibraka Pembinaan Purnapaskibraka BANGSA DAN
POLITIK
8.01.02.1.01.09 | Pelaksanaan tugas Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas | Dokumen 0 390.605.600 1 315.674.750 0 1 315.674.750 80,82 | BADAN
Paskibraka Paskibraka KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantauan dalam
rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY, utamanya pada momen cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Munculnya berbagai isu nasional yang turut berdampak pada situasi dan kondisi di wilayah DIY - Dinamika kebijakan dan perkembangan politik nasional yang turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat DIY. Penguatan kolaborasi
dengan berbagai lini perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Kesbangpol DIY dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan capaian kinerja Badan Kesbangpol serta untuk menjamin trantibumlinmas wilayah DIY.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/renstrailaporan/renjaiprov?enct%=§é?§%§%%gfﬁ%ﬁg@%&%@?@gﬁ%@@@%ﬁ%@gﬁ@g§é %gﬁﬁé@%ﬁﬁgﬁpszYxMSJQ.7SKwJKIfI KaCxulBPv8DXVEVxf57MsVKitv4Oy6W7R...  6/11
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Evaluasi Renja

No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat Perangkat
Urusan Pemerintahan Kegiatan Perangkat Daerah pada Kinerja Renstra Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran | Capaian Anggaran Renstra s/d Capaian Daerah
Daerah Dan Program/ Tahun 2027 (Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renja Perangkat Kinerja Tahun 2025 (Akhir Kinerja dan | Penanggung
Kegiatan/ Sub Periode Renstra sampai dengan Renja Tahun berjalan Daerah yang dievaluasi dan Tahun Pelak Realisasi Jawab
Kegiatan Perangkat Daerah) Perangkat Daerah (2025) yang (2025) Realisasi Renja Perangkat Anggaran
Tahun Lalu (2024) dievaluasi I II III v Anggaran Daerah) Renstra s/d
Renja Tahun 2025
Tahun (%)
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15=7+13 16=15/6x 17
13/8x100 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K|(Rp |K[Rp|K|Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
8.01.02.1.01.12 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka Orang 0 1.952.854.400 38 1.668.810.195 0 38 1.668.810.195 85,45 | BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
8.01.03 | PROGRAM Skor Terjaminnya hak memilih Angka 70,44 | 55.297.803.000 | 70,39 | 11.677.490.985 12.557.305.000 | 70,39 | 10.836.189.366 70,39 | 10.836.189.366 86,29 | 140,78 | 22.513.680.351 | 199,86 | 40,71 | BADAN
PENINGKATAN PERAN | dan dipilih dalam pemilu untuk KESATUAN
PARTAI POLITIK DAN | seluruh kelompok masyarakat BANGSA
LEMBAGA dalam aspek Kebebasan IDI DAN
PENDIDIKAN POLITIK
MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.1.01 | Per bijak Terlak ya Per % 100 | 55.297.803.000| 100| 11.677.490.985 12.557.305.000 | 61,93 | 10.836.189.366 61,93 | 10.836.189.366 86,29 | 80,965 | 22.513.680.351| 80,97 | 40,71 | BADAN
Teknis dan Kebijakan Teknis dan KESATUAN
Pemantapan P P Bidang BANGSA
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya DAN
Pendidikan Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi, POLITIK
Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan
Peningkatan Pemerintahan, Perwakilan dan
Demokrasi, Fasilitasi | Partai Politik, Pemilihan
Kelembagaan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Pemerintahan, Daerah, serta Pemantauan
Perwakilan dan Partai | Situasi Politik
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
8.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di | Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 16.950 | 52.418.591.000 | 1.550 11.042.245.393 12.039.210.000 50 10.836.189.366 50 10.836.189.366 90,01 1.600 21.878.434.759 9,44 | 41,74 | BADAN
Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KESATUAN
Politik, Etika Budaya Pendidikan Politik, Etika Budaya BANGSA DAN
Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi, POLITIK
Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Kelembagaan Perwakilan dan Partai Politik,
Pemerintahan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Perwakilan dan Partai Kepala Daerah, serta Pemantauan
Politik, Pemilihan Situasi Politik di Daerah
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Laporan 10 2.879.212.000 3 635.245.592 518.095.000 3 635.245.592 30,00 | 22,06 | BADAN
Evaluasi dan Pelaporan di | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang KESATUAN
Bidang Pendidikan Pendidikan Politik, Etika Budaya BANGSA DAN
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, POLITIK
Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan dan Partai Politik,
Kelembagaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Rata-rata capaian kinerja (%) 183.983.328.706 28.172.881.272 38.338.605.700 12.929.400.303 12.929.400.303 33,72 41.102.281.575 56,97 | 22,34
Predikat Kinerja SR SR R SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya kolaborasi dan sinergi, baik di internal Badan Kesbangpol maupun mitra kerja lintas sektor sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat terlaksana secara optimal - Optimalisasi peran Tim/posko pemantau